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ABSTRAK

Nama : Michael Cecio Bangun
Program Studi : [Imu Hukum
Judul : Kedudukan Hukumhak Ketiga dalam Praperadilan (Studi

Kasus Putusan Praperadilan Nomor Register Perkara
14/PID.Prap/2010/PN.JKT.sel Tentang Pembatalan SBiBiR
Chandra)

Penelitian ini berfokus pada permohonan prapenadiéang diajukan oleh Anggodo Widjojo
atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentiakafebagi Bibit Samad Rianto dan
Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalahukinthemahami siapa yang dapat
dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepgatin sehingga dapat mengajukan
permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitra adalah untuk menemukan apakah
Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinyaebagai pihak ketiga yang
berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yangplin adalah putusan pengadilan yang
berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penehiialapat digolongkan sebagai penelitian
dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penalitiini menemukan bahwa Anggodo Widjojo
dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang Ipemngan, sebagai saksi korban sehingga
memiliki hak untuk mengajukan perpohonan prapeaadilPeneliti menyarankan agar
pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukama gidan yang tidak memiliki
multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yamgkepentingan.

Kata Kunci:
Pihak ketiga, saksi korban, praperadilan
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ABSTRACT

Name : Michael Cecio Bangun
Study Program : Law
Title :  Third Party Legal Standing in the Pre-Trial (Cased$ of Pre-

Trial in South Jakarta District Court, Verdict Nuemb
14/PID.Prap/2010/PN.JKT.Sel abo@ancellation of SKPP for
Bibit-Chandra)

This thesis focuses on pretrial filed by Anggodgajéi on the issuance of Termination Case
Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. HamZak other purpose of this thesis is
to find out whether Anggodo Widjojo has the rightclaim himself as a the third person who
has legal standing in the lawcase. This researdmaged on qualitative, descriptive dan
interpretative research method. The data wereatetiefrom verdicts that have concern with
that lawcase. The research finds out that Anggod#jdjé can be categorized the third party,
as a victim witness who has the right to propogetpal in thas case. The researcher suggests
that the Government should produce a better Crinfinacedure Code which is not multi
interpretative of the term of the third party whashnterest

Key words:
The third party, witness victim, pre-trial
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang dasar 1945, Negara KesatupunbRle Indonesia
secara tegas dinyatakan sebagai negara huReshstaat, maka Indonesia
harus mengedepankan hukum dalam segala aspek pe&han dan
kehidupan bernegaranya. Ada beberapa istilah asing digunakan sebagai
pengertian negara hukum, yaitechtstaat, rule of law, dan etat de droit *.
Albert Venn Dicey dalammagnum opus-nya, Introduction to the Law of the
Constitution memperkenalkan istilalrule of law yang secara sederhana
diartikan sebagai keteraturan hukum, yang menurcéyDmemiliki 3 unsur

fundamental yait@:

(1) Supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaannasegavenang,
dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalaunggé hukum. Hal
tersebut berarti mendukung keberadaan asas legdhitiam pasal 1 ayat
(1) KUHP;

! Mada EI-MuhtajHak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), hal. 20.

2 1bid, hal. 24.

Universitas Indonesia
Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011



(2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dinugsar ini
berlaku untuk masyarakat maupun pejabat;

(3) Terjaminnya hak asasi manusia yang diwujudkan daladang-undang
serta keputusan-keputusan pengadilan.

di lain pihak Emanuel Kant dan Julius Sthal berpgrad bahwa negara hukum

mengandung empat unsur, yaitu:

(1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;

(2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hakensékiut;

(3) Pemerintahan berdasarkan aturan-atunatngatigheid van bestuur);

(4) Adanya peradilan Tata Usaha Negara.

Disini dapat dilihat bahwa dalam suatu keteratunakum yang pasti, hal

fundamental yang disebutkan oleh Albert Venn Didag juga oleh Emanuel
Kant dan Julius Sthal tersebut harus dapat diimefgasikan, agar hak-hak
warga negara akan keadilan, yang merupakan hakwaaega negara, dapat
dijunjung tinggi dan dihargai, dan Negara Republikdonesia yang

merupakan negara hukum wajib untuk memegang tegdbrpan ini.

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, hak asetsap warga
negaranya dan juga hak asasi setiap orang sangamjdng tinggi, hal ini
dimana setiap orang sama kedudukan hukumnya tidekamdang siapa atau
kedudukan orang tersebut. Hal inilah yang dituangikalam Undang-undang
Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada pasaya®g menjelaskan
bahwa warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, pmeyai kedudukan
hukum yang sama tidak dibeda-bedakan atas stasied,quolitik, agama atau
apapun yang membuat mereka di atas hdkuwtan pada pasal 28D yang
menjamin bahwa setiap warga negara berhak untukliapatkan pengakuan,
jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi mers&hingga mereka
tidak dilanggar hak-hak hukum yang mereka nmiliklengenai ini juga telah
dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi ManusigahNe Republik

% Sudikno MertokusumoMengenal Hukum: Suatu pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2003), hal . 22.

* Indonesia (a)Jndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27

® |bid, Pasal 28D ayat 1
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Indonesia yang pada undang-undang itu disebutkawdaetiap orang tanpa
diskiriminasi berhak untuk memperoleh persamaaruimuklan memperoleh
keadilan serta memperoleh peradilan yang bebasidinmemihalé
Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam &legasatuan
Republik Indonesia, tidak ada seorangpun yang adalam wilayah teritorial
negara ini yang dapat menghindar dari hukum. Rriesiality before the law
mengandung makna bahwa semua orang, tidak memarsaiug maupun
jabatan ataupun kekuasaan yang tersandang padaeskedudukan sama

dalam hukum tanpa satupun pengecualian.

Keadilan dan kepastian hukum tentulah menjadi dasagan dari
diberlakukannya hukum. Masyarakat yang kepentingantercemar akan
merasa keadilannya terusik dan kemudian berupayapem®lehnya kembali
dengan menempuh proses hukum tertentu. Keadildahad#erupakan suatu
hak asasi untuk setiap warga negara, dan negata wapk melindungi hak

asasi tersebut.

Untuk dapat melindungi hak setiap warga negartglKundang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana miefigi hak setiap
warga negara yang merasa haknya dilanggar yangaitserk dengan
penyidikan dan penuntutan, dan hal ini dimasukkard&am suatu lembaga
tertentu. Lembaga yang terbentuk ini adalah lembaggeradilan, yang
berfungsi untuk dapat mengakomodir para warga aegang hak-haknya
dilanggar dalam ruang lingkup penyidikan dan pemamt, dan juga lembaga
ini sebagai alat yang berfungsi sebagai pengawagde penyidik maupun

penuntut umum.

Pada praperadilan selain untuk melindungi terhgoilpnggaran syarat-
syarat formil maupun materiil dalam tingkat penaqukn, penahanan,
penyidikan, ataupun penuntutan, praperadilan jugaberikan hak kepada

pihak korban untuk dapat mengajukan permohonan epadpan atas

® Indonesia (b)Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No.39 tahun 1999 LN No.165
Tahun 1999, TLN No. 3886 , Pasal 4 jo. Pasal Pasal 17.
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penghentian penyidikan atau pentuntutan yang diakwleh penyidik atau

penuntut umun.

Dalam penulisan ini, ditekankan mengenai prapeaadiyaitu Anggodo
Widjojo yang mengajukan Praperadilan atas dikekanka Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra, yasdu& orang tersebut
merupakan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korumigini Anggodo
mengunakan instrumen praperadilan agar SKPP Bimn@ra tersebut dapat
dicabut, yang mengakibatkan Bibit-Chandra dapataflikan ke pengadilan
dan dapat diadili. Hal ini menjadi polemik, kardrelum adanya suatu batasan
tertentu mengenai siapakah pihak ketiga yang dapagajukan praperadilan
di Indonesia, sehingga masih banyak ahli hukumndomhesia yang saling
silang pendapat apakah Anggodo Wijojo mempunyai getensi atau tidak

dalam pengajuan praperadilan tersebut.

Ahli hukum Rudy Satriyo Mukantarjo berpendapat bahsalam kasus
praperadilan SKPP Bibit Samad Rianto dan ChandraHsimzah bahwa
keputusan hakim untuk memenangkan praperadilan ddwgg/Nijojo atas
dikeluarkannya SKPP adalah hal yang aneh dan memacidasa keadilan.
Rudy Satriyo sendiri mengatakan dalam harian Rakylatdeka bahwa
“Seharusnya hakim menolak karena itu berkaitan aehagal standing yang
bukan kewenangannya. Anggodo bukan pihak ketigg pankepentingan®”

Selaras dengan pernyataan Bapak Rudy Satriyo Mafantkejaksaan
dalam memori Peninjauan Kembali (PK) atas pemaat&lKPP atas nama
Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, menyeloutialam alasannya
bahwa ada tiga alasan yang mendasari pengajuaryd®i, karena adanya

keadaan baru atamovum, selanjutnya adalah karena adanya pertentangan

" Indonesia (c)Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981
LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 80

8 RM, “Hakim Anggodo Harusnya Pentingkan Keadilatlfki
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/26/92Hakim-Anggodo-Harusnya-
Pentingkan-Keadilan-Publik , diakses pada 12 Ja2@drl
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putusan, dan yang ketiga adalah karena adanyalatsikhhakim yang nyata.
Dalam alasan pertama yaitu bahwa sesungguhnya Aong@djojo bukan
merupakan korban, melainkan hanyalah saksi dalararze tindak pidana
korupsi yang dituduhkan kepada Bibit Samad Rianém Chandra M.
Hamzah. Yang mendasari alasan kedua dari pihalkdega adalah adanya
pertentangan antara putusan pengadilan tinggi Dlkékada dengan
pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tirggi atas SKPP
mantan Presiden Soeharto, yang dalam pertimbanagkimhdalam putusan
Pengadilan Tinggi DKI atas SKPP mantan Presidenh&t® hakim
Pengadilan Tinggi DKI mempertimbangkan dengan msgirberjalannya
waktu, telah terjadi perubahan kebutuhan di makgdrgyang kemudian
memerlukan adanya suatu perubahan alasan barundemianghapusan
kewenangan untuk menuntut, dan hal inilah yang rtepgangkan karena
banyak pihak menganggap alasan sosiologis dapakalipntuk menerbitkan
SKPP, walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum #&d&&dana hal ini
tidaklah di atur. Dan alasan yang terakhir yangakisp oleh pihak kejaksaan
adalah bahwa hakim khilaf dalam melihat pasal yaohm karena dalam Pasal
140 Ayat (2) KUHAP, jaksa dapat menggunakan algsakara ditutup demi
hukum untuk menghentikan suatu penuntutan. Padaralgang ketiga ini
pihak kejasaan juga ingin menggunakan pasal 44,48549, 50, dan 51
KUHP untuk penghentian penuntutan dan tidak hanyaakhai sebagai

wewenang seorang hakith.

Dalam pengaturannya di dalam perundang-undangmak prang dapat
mengajukan praperadilan atas penghentian penyididan penuntutan
hanyalah penyidik atau penuntut umum, atau pihaéig&egang berkepentingan

kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutlkeanayd! Disini

® “Kejaksaan Akui Tidak Bisa Perkarakan BibfaBdra”
http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c3e090b20K&jaksaan-akui-tak-bisa-pidanakan-
bibitchandra , diakses pada 12 Januari 2011

19 http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c3e090b2Z0k&jaksaan-akui-tak-bisa-
pidanakan-bibitchandrabid.

' Indonesia (c)Op. Cit., Pasal 80

Universitas Indonesia
Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011



menurut M. Yahya Harahap, S.H. yang dikatakan pilaiga yang

berkepentingan dalam penghentian penyidikan atawrgaetan adalah saksi
korban, dalam hal ini saksi yang menjadi korbams$amg dari tindak pidana
tersebuf’. Sedangkan tidak sedikit pula yang mengatakan Bahnggodo

Wijojo berhak untuk mengajukan praperadilan kareeagertian mengenai
pihak ketiga harusnya tidak dipandang secara semgitun harus secara luas
dengan batasan-batasan tertentu, hal inilah yangadiepermasalahan yang

perlu dipecahkan dalam tulisan ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikataed] maka penelitian
ini hendak mengajak masyarakat agar dapat melibatvéd dalam sistem
hukum di Indonesia, terkadang praperadilan maspatddimanfaatkan oleh
sebagian orang sebagai bahan pembenaran dan j&mmar kterhadap
permasalahan hukum yang dihadapi orang tersebliinHaenyimpang dari
esensi awal dibentuknya lembaga praperadilan sebsajah satu cara
seseorang untuk mencari keadilan di Indonesia. dewgngan-
penyelewengan yang ada sangat merusak tegaknyensagrhukum yang ada
di Indonesia, yang sedikit demi sedikit menggerogstem hukum di negeri

ini. Hal ini tidak pernah kita inginkan untuk tedji.

Praperadilan juga rentan terhadap penyelewengayelgwvengan yang
dijadikan sebagai alat oleh seorang tersangka @eaat keluar dari tahanan
sementara waktu selagi menunggu jadwal persidarigamadap dirinya.
Apabila hal ini berlanjut, maka sistem peradilamgada di Indonesia tidak
dapat dipercaya lagi oleh warga negaranya. Hamenjadi hambatan yang
besar bagi pemerintah yang saat ini sedang gewrecmagiya memperbaiki

system hukum di Indonesia.

12 yahya Harahap (apembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan
Sdang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Cet.9, (Jakarta: Sinar Grafika,

2007), hal. 9.
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka didagahgsalahan yang dapat
disimpulkan dalam pertanyaan penelitian berikut ini

1. Siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga yangepentingan

dalam praperadilan di Indonesia?

2. Apakah ada pihak selain korban, yang berkompetareigajukan
praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepeamihdStudi kasus
perkara nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel)

1.3. Tujuan Penélitian
a. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyardipat melihat
gambaran mengenai sistem praperadilan di Indorsesiara umum. Hal
lainnya adalah agar masyarakat dapat memahami-pihak mana saja
yang dapat masuk dan mengajukan praperadilan, ragayarakat dapat
terdidik dan mengerti bahwa tidak semua orang gtéhak dapat
mengajukan praperadilan terhadap suatu kasus pidahimgga tulisan ini
menjadi bahan edukasi hukum bagi masyarakat yagm imengerti

mengenai praperadilan.

Pemberantasan penyelewengan hukum, terlebih yangyamgkut
sistem prapradilan, yang dijalankan oleh oknum-okmenegak hukum
yang lalai akan kewajibannya dan bekerja sama daepgaak tertentu
yang mengambil keuntungan dari hal tersebut, adalptan lain yang

hendak dicapai dengan adanya penelitian ini

Tulisan ini diharapkan sebagai salah satu bahag gapat menunjang
perbaikan hukum yang ada di Indonesia, sebagaiuatatk membantu
dalam perbaikan sistem peradilan di Indonesia derat dalam ruang
lingkup praperadilan di Negara Kesatuan Republitoiresia, sehingga
masyarakat dapat melihat bahwa dalam menjalankaiduqgan bernegara,

kita harus terus dapat berpedoman pada sistem hykmg seharusnya,
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dan menghindari penyelewengan-penyelewengan yanakibat buruk
terhadap kehidupan bernegara.

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah disebutkan di ataselgian ini juga

mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Dapat mengetahui mengenai tentang siapa yang didaksngan
pihak ketiga dalam hukum praperadilan yang bertikodonesia;

2. Dapat mengetahui apakah Anggodo Widjojo dapat dda@ikan
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, dalanmgiesnan
praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghenta@muniutan
Perkara (S.K.P.P.) Bibit Samad Rianto dan Chandreldinzah.

1.4. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang merupakan definisi operasigaag digunakan
dalam penelitian ini, adalah:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negerik umgmeriksa
dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHafang*

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahaasn at
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak al@as

kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau @eriigim
penuntutan atas dasar permintaan demi tegaknyanhulan

keadilan;

13 Indonesia (c)op. cit., Pasal 1 angka 10.
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c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olebategka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangapmria

tidak diajukan ke pengadilan

2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melémriaum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang li@n suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekamomgars’

2. Hak Gugat Organisadiegal Sanding dapat diartikan sebagai hak
gugat yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarék&M) yang
berada di luar kelompolClass yang mengalami penderitaan dan

kerugian yang ditimbulkan tergugat.

3. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yamgpukan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa peasdaatau bebas
atau lepas dari tuntutan hukdfh.

4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang dibemwemang oleh

undang-undang untuk mengadii.

5. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut ummtuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawémzending atau
kasasi atau hak terpidana mengajukan permohonannjgugsmn

kembalil®

% Indonesia (d)Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, Pasal
2 ayat (1), LNRI Th.1999 No0.40, TLNRI No. 3874. Bal Undang-undang ini tidak
menyebutkan secara langsung pengertian mengenaipdiprnamun pengertian ini dapat
disimpulkan menggunakan definisi orang yang melakukindak Pidana Korupsi

!> Yahya Harahap (bHukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 144.

'8 Indonesia (c)Qp.,Cit., Pasal 1 angka 11.
7 1pid., Pasal 1 angka 8.

'81bid., Pasal 1 angka 12.
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6. Penyidik adalah adalah pejabat polisi negara Rdpuidonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dibeewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidiRan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikardahal dan
menurut cara yang di atur dalam undang-undang ntukumencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu meahkerang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menamuk
tersangkanya’

8. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olebngadndang ini
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta mataksa putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap et

9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenanj aleang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanpenetapan

hakim??

10. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenutat g
ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undangk umtemberi
bantuan hukur®

11.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatatmy&eadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagkkypetindak

pidana®*

12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang ditunperidsa dan diadili
di pengadilarf®

¥ 1bid., Pasal 1 angka 1

2bid.., Pasal 1 angka 2.

L 1bid., Pasal 1 angka 6 huruf a.
22 1pid., Pasal 1 angka 6 huruf b.
2 bid., Pasal 1 angka 13.

|bid., Pasal 1 angka 14.

Universitas Indonesia
Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011



11

13.Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik umbgknasuki
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnytukinmelakukan
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atengkapan dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-wnfan

14.Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik bergpaegangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdglabdaaterdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau perantdan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang didaleam undang-

undang hukum acara pidaffa.

15.Penahanan adalah penempatan tersangka atau terahkveanpat
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau rhakiengan
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yahg delam undang-

undang hukum acara pidaffa.

16.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterargam
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilamabg suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihadsedan ia alami

sendiri®®

17.Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalrkara pidana
yang berup&eterangan dari saksi mengenai suatu peristiwanpida
yang ia dengar sendiri, la lihat sendiri dan iamalaendiri dengan

menyebut alasan dan pengetahuanny® itu.

% |bid., Pasal 1 angka 15.
% bid., Pasal 1 angka 17.
" |bid., Pasal 1 angka 20.
8 pid., Pasal 1 angka 21.
?bid, Pasal 1 angka 26.

% |bid, Pasal 1 angka 27.
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18.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasama#nsan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap et

15. Metode Pendlitian
1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yamgedjunakan adalah
studi dokumen atau studi bahan pustaka. Studi dekumerupakan suatu
alat pengumpulan data yang dilakukan melalui datidulis dengan
menggunakaontent analysis.>* Jangka waktu yang digunakan penelitian
adalah 5 bulan, yang digunakan untuk melakukan kuntendapatkan
salinan putusan gugatan praperadilan kepada Pdéagadegeri Jakarta
Selatan, melakukan analisis terhadap kasus gugataperadilan,
peraturan perundang-undangan, serta penulisan pasglitian untuk

menjadi bentuk skripsi.
1.5.2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan slahddata sekunder,

yang meliputi bahan-bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempuslauatan
hukum yang mengikat kepada masyarakat, seperti anodasar,
peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi. Yargmpunyai
hubungan dengan penulisan ini adalah Undang-UnDasar Negara
Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 rnali®81
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undarmgnir 31
tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undartgh2in 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undadgng
No.23 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara lyarsjh dan
bebas KKN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 t2000 tentang

31 |bid, Pasal 1 angka 32.

%2 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal. 3
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Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat darbeRan
Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasaak Righna

Korupsi, dan peraturan perundang-undangan yangyain

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang ddigainakan
untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer.nDganulisan
ini yang digunakan berupa buku mengenai pengaetai hukum,
mengenai teori-teori pidana, dan bahan lainnya yaregnpunyai

hubungan dengan tulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikanjefssan
terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Yaggnakan
dalam penulisan ini adalah berupa kamus, dalannh&lamus Besar

Bahasa Indonesia, internet, artikel, kamus hukumiaanya.
1.5.1Perolehan Data

Perolehan data sekunder dikumpulkan berdasarkanagatahan
yang telah dirumuskan sebelumnya, disusun berdasaklasifikasi
dari data tersebut dan dikaji secara menyelurulmingga pada
akhirnya data yang telah dikumpulkan digunakan kinmenjawab
pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam pi@neli.

1.5.2Analisis Data

Bahan hukum yang ada diurai dan dirangkai untuk dapatkan
kesatuan data yang terangkai dengan baik. Data-gatg telah
dirangkai tersebut kemudian dianalisis untuk dapslihat dan
menjawab pokok permasalahan yang ada, yang kemulisajikan
secara sistematis agar dapat menjadi suatu paneljiang dapat
dijadikan suatu pertimbangan dan membantu dalantingengan

hukum.
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1.6.Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pembahasan, penelitiadibagi kedalam lima
bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberaga Isab. Sistematika

tersebut antara lain:
BAB |I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalapokok
permasalahan, tujuan penulisan, kerangka operdsioetode penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP PRAPERADILAN DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Bab ini menjabarkan tentang sejarah awal prape@mdilngsi dan tujuan
dari praperadilan, ruang lingkup dari praperadilanara pemeriksaan

praperadilan, dan bentuk dan isi dari putusan paailan

BAB Il PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM
PRAPERADILAN

Bab ini membahas mengenai pihak ketiga dalam padpan. Dalam sub
babnya akan membahas tentang para pihak yang dapagajukan
permohonan praperadilan, dan siapa sajakah yarg d#mtakan pihak

ketiga berserta syarat-syaratnya

BAB IV: KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG
BERKEPENTINGAN DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN
DALAM PEMBATALAN SKPP BIBIT-CHANDRA (STUDI KASUS
PUTUSAN PRAPERADILAN PERKARA PENGHENTIAN SKPP
BIBIT-CHANDRA YANG DIAJUKAN OLEH ANGGODO WIJOJO)
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Bab ini membahas tentang kasus posisi putusan nadifzn tersebut,
putusan dan pertimbangan hakim dan analisa yutetisadap putusan
penghentian SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandiddvhzah

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup, yang berisi kegian yang

merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Selamagian ini berisi
saran mengenai temuan dalam penelitian, dan apa selmaiknya dapat
dilakukan dalam masa yang akan datang sebagai upayak

memperbaiki sitem hukum khususnya sistem peradilémdonesia.
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TUJUAN UMUM PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA

2.1.Segjarah Mengenai Praperadilan

Hukum acara pidana mempunyai suatu tujuan, merRrat. Dr. Loebby
Logman, S.H., M.H. tujuan dari hukum acara pidaataat?>:

a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidakmgsadekati
kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang gk#mlengkapnya
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan katek&ientuan

hukum acara pidana secara jujur dan tepat;

b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana semenjatuhkan

pidana;

c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidaktutijapidana,
meskipun orang tersebut telah dituduh melakukatudiradak pidana

Guna melindungi mereka yang tidak bersalah itulataka lembaga
praperadilan kemudian muncul, agar hak-hak tersamgkupun pihak ketiga
yang berkepentingan dapat dijamin oleh hukum, sgfarhak asasi mereka
tidak dilanggar. Lembaga praperadilan lahir bersamdang-undang No.8
tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimana undang-undém@ tahun 1981
tersebut lahir sesuai dengan amanah dari undargagndo.14 tahun 1970,
dimana KUHAP digunakan untuk menggantikan HIR/RB&ena HIR/RBG
dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai hidup masgkat di Indonesia serta

tidak melindungi hak asasi manu$ia

** Loebby LogmanPraperadilan di IndonesiaCet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987),
hal.8
% Darwan PrintsPraperadilan dan Perkembangannya di Dalam Prake@st. 1,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.2
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Dalam masa HIR/RBG tersangka atau terdakwa tidalatdsi berapa kali
masa penahanan dapat diperpanjang serta dalam ikssaer pendahuluan,
penasehat hukum tidak diberikan kesempatan untutdamepingi kliennya,

sehingga disini tersangka atau terdakwa tidak dilatir hak-haknya dalam
hukum. Oleh karena itu lahirnya praperadilan padasan KUHAP

dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal olehmhakingadilan negeri
terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntutimymterutama

menyangkut pelaksanaan upaya paksa

Dalam subbab ini hendak dikupas lebih lanjut memngesejarah
praperadilan di Indonesia, dengan membahas terleainulu mengenai
Habeas Corpus, Magistrate Juddan Hakim KomisarisHabeas Corpuslan
Magistrate Judgedibahas untuk dapat dilihat perbedaan dan persamgaa
dengan sistem praperadilan di Indonesia yang hedakt ini, sehingga dapat
dilihat bahwa terdapat suatu sistem yang hampirasatangan sistem
praperadilan, yaitu sebagai pemeriksaan awal taphadatu perkara, namun
dengan pengaturan yang berbeda. Mengenai hakimskosiiturut dibahas
pada subbab ini, untuk dapat mengetahui bahwalsabsktem praperadilan
berlaku dan diimplementasikan dalam sistem hukurindbnesia, ada suatu
sistem pemeriksaan pendahuluan yang pernah ingimasiukkan dalam sistem
hukum acara pidana di Indonesia, namun pada ped@galnnya sistem

praperadilan yang kemudian dimasukkan, dan bukkimheomisaris.
2.1.1Pembahasan mengenai Habeas Corpus

Sebelum membahas mengendiabeas Corpus harus dijelaskan
terlebih dahulu mengenai hukum acara pidana yangyamgkut pada
pemeriksaan sebelum sidang di depan pengadilan gisigan pengadilan
pidana di negara-negara Anglo-Saxon, dalam hayang ada di negara
Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat dikesahtu proses Pre-trial
yang merupakan suatu lembaga pemeriksaan sebehion lsasus pidana

dimajukan ke depan pengadilan. Pre-trial disini dagn dibandingkan

*Ibid., hal.3
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dengan sistem pemeriksaan sebelum sidang di depagagilan yang
berlaku di Indonesia, yaitu lembaga Praperadilan.

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Amerikk&derdapat tiga
proses acara pengadilan khusus sebelum sidang gamggang biasa,
yaitu Arraignment Preliminary Hearing danPretial Conferenc®. Ketiga

hal tersebut dapat diperjelas dengan pembahasagadierikut:
1. Arraignment

Arraignment adalah sidang di depan hakim atau wakilnya yang
terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahamandi seorang
tersangka dibacakan tuduhannya dan dimintakan rsyleampakah
ia menyatakan dirinya bersalah atau tidaklika si tersangka
merasa tidak bersalah, maka kemudian barulah sarigka dapat

diajukan ke dalam persidangan yang melibatkan Juri.
2. Preliminary Hearing

Pada tahapan ini hakim akan mendengar penjelasarpetagas
penyidik dan hakim akan menilai apakah ada alasamg ykuat
bahwa tersangka memang seorang pelaku yang melakidak
pidana dan oleh karena itu dapat ditahan dan @fadDi dalam
sistem peradilan di Amerika Serikat, suatu penamdeu terjadi
sesudah tuduhan siap atau hampir siap sehinggaifpeggawasan
tersebut tidak meliputi pengawasan terhadap pessaik dan
penyidikan ataupun terhadap suatu penabidnBalam tahapan ini
hakim hakim melakukan pemeriksaan sebelum penaagkapau

penahanan di mulai, sehingga bila nantinya upayaag#ersebut

% Loebby Logman QOp. Cit.hal.50
* Ibid.,
% Ibid., hal.51

¥ Ibid.,
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dilakukan, upaya paksa tersebut telah terlebih ldaimendapat
dasar hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan

3. Pretrial Conference

Pretrial Conference ditujukan untuk perencanaan sidang
pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hialpihak yang

berpekara untuk memperoleh pembuktian dari pihak%a

Dari pembahasan di atas dapat diperbandingkansamtaperadilan yang
berlaku di Indonesia dengan sistem pretrial yantpke di Amerika Serikat.
Disini dapat ditemukan persamaan antara pre-treaigen praperadilan,
dimana kedua sistem tersebut telah melibatkan pakéih seorang hakim
dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum suatu sidangengadilan.
Perbedaan antara pre-trial dengan sistem prapamadillndonesia terdapat

pada wewenang seorang hakim dalam tahapan tersebut.

Di Amerika Serikat, seorang hakim dalam sidang ¢rétsaan awal,
tidak hanya berperan dalam pengawasan upaya pak®an juga berperan
dalam memberikan nasihat-nasihat dalam upaya paksebut, sedangkan
di Indonesia hakim hanyalah dapat berperan sebpgaguji terhadap
keabsahan suatu penangkapan dan penahanan, sdrk m@nguji

keabsahan penyidikan dan penuntutan.

Ketiga hal yang diatag\rraignment Preliminary Hearing danPretial
Conference,merupakan bagian dakabeas Corpusyang dipakai pada
negara-negara yang menganut sistem hukum AnglorSédabeas Corpus
sendiri berasal dari bahasa Romawi, yang beramingnasai orang”, disini
Habeas Corpusberfungsi sebagai lembaga yang mengontrol terjadiny
suatu upaya paksa penahanan, karena di negaraantgglo-Saxon suatu
kebebasan individu sangat dilindungi, sehingga kuntelakukan suatu
upaya paksa terhadap seseorang, harus terlebitudakwmiliki alasan yang

kuat untuk melakukannya, dan alasan tersebut larggga memiliki dasar

“pid., hal 52
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hukum dan lembagdlabeas Corpusini tidak hanya ditujukan kepada
penahanan yang terjadi dalam hubungannya dengdo sndak pidana

sajd”.

Dari hal-hal di atas, makdabeas Corpusdiambil sebagai ide awal untuk
membuat suatu lembaga pemeriksaan pendahuluamahdsia, yang pada
KUHAP yang di buat pada tahun 1981, lahirlah lensbagaperadilan di
Indonesia. Disini praperadilan dengbiabeas Corpusmemiliki beberapa
persamaan dengan lembdgabeas Corpuspersamaan dan perbedaan itu

dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Persamaan

Terdapat pada wewenang untuk menguji keabsahan peatihanan
seseorang, walaupun harus dilihat juga sejauh mMm@agr@amaan
pengujian keabsahan penahanan yang dipakai sethag@il’. Disini
baik praperadilan ataupurabeas Corpusiapat memeriksa tentang
apakah upaya paksa yang dilakukan sudah sesuaarmeyeyaturan
perundang-undangan yang ada atau tidak, hingga rkieksan

seseorang atas hak kebebasannya dapat dilindumganl®aik.
b. Perbedaan

Praperadilan dengahlabeas Corpusmemiliki beberapa perbedaan,
yaitu pada praperadilan yang memeriksa adalah hgkaperadilan
yang memeriksa sebelum sidang biasa di pengadiamun pada
Habeas Corpushakim yang memeriksa dalam pre-trialnya juga
memeriksa dan menjadi hakim dalam sidang biasaediggdilan.
Perbedaan lainnya adalah pada praperadilan kewanayg hanya
memeriksa penangkapan dan penahanan pada perlareapnamun

“!|bid., hal 54, pada dasarni#mbeas Corpuberlaku pada seluruh penahanan apapun
yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaanadiriseseorangHabeas Corpus
menentukan, apakah hilangnya kemerdekaan seseteesaput telah memiliki suatu dasar
yang kuat, sehingga memang diperlukan suatu upayahanan tersebut.

421bid., hal.56
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padaHabeas Corpusidak hanya itu namun juga dapat digunakan pada
setiap upaya paksa yang melanggar kemerdekaandpsbaeorang,
seperti penempatan kedalam rumah sakit jiwa, peatmppseseorang
pada rumah rehabilitasi pembinaan korban narkotiRelain itu
Habeas Corpuguga dapat digunakan untuk menanyakan sah atau
tidaknya uang jaminan, keabsahan sah atau tidghkeyatah deportasi
atas perintah imigrasi dan juga tentang apakah guilagn militer

mempunyai wewenang atas diri seseorang.

dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwamang antara
praperadilan dengarHabeas Corpusmemiliki persamaan maupun
perbedaanHabeas Corpusnemiliki cakupan yang sangat luas terhadap
seluruh upaya yang membuat kemerdekaan seseolfanggir, sehingga
disini Habeas Corpusidak hanya terbatas pada ruang lingkup pidare saj
namun juga meluas kepada setiap hal yang dapatngggla hak

kemerdekaan dan kebebasan sesedtang
2.1.2 Magistrate Judge

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengdahishagistrate judge
yaitu istilahinvestigating judgedan istilahinvestigating magistratgang
dipakai di Eropa dan Amerika Utara; istilalrechter commisarisyang
dipakai di Belanda; istilajuge d’instruction;istilah giudice intruttoredi
Italia; istilah juez de intrusciordi Spanyol; istilahunschuhungsrichtedi
Jerman; dan istilamagistratedi Amerika Serikat baik di tingkat Negara
bagian maupun di tingkat fedef4l.

Hakim investigasi merupakan penyeimbang antara rekskjaksa
penuntut umum yang pada umumnya sangat dominamgaeaaster of
procedureataudominus litis dengan perlindungan hak asasi terdakwa.

Hakim investigasi merupakan lembaga penyaring pergarkara besar

“bid., hal.67

4 0.C.Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Tewdakdan
Terpidana,Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 403
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atau menarik perhatian masyarakat, yang oleh jgesauntut umum
diputuskan akan diajukan atau dituntut di hadagzenn*

Di dalam pengadilan federal Negara Amerika Seriketgistrate judge
diangkat untuk membantu hakim-hakim pengadilan riisAmerika
Serikat untuk melaksanakan tugas-tugas merekapagkara-perkara siap
untuk disidangkan. Kewenanganagistrate judgediatur oleh konstitusi
Amerika Serikat sementara hakim distrik diusulkdahoPresiden dan
disetujui oleh Senat Amerika Serikat untuk masatab seumur hidup.
Magistrate judgeditunjuk oleh suara mayoritas hakim distrik fedetari
distrik tertentu selama delapan tahun untuk yapgmseh waktu dan empat
tahun bagi yang paruh waktu, dan dapat saja digegimbali. Magistrate
judge melaksanakan pekerjaan yudisial yang luasikuntempercepat
penanganan kasus-kasus di pengadilan disTokgressmengatur tentang

kewenangamagistrate judgé®
2.1.3. Pembahasan mengenai Hakim Komisaris

Sebelum lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 1981u y#itab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesiasih
menggunakan HIR/RBG, yang merupakan peninggalaonkal Belanda,
sebagai pedoman dalam hukum acara di Indonesia/RBIR tersebut
sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidugamasyarakat dan
diperlukan suatu kitab undang-undang yang merup&kdifikasi hukum

acara pidana di Indonesia.

Pada saat permulaannya konsep rancangan undangguriiéab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang muncul pertekali
bukanlah pembahasan mengenai lembaga Praperaditatainkan
lembaga lain yang kewenangannya melebihi kewenamyaperadilan
yang saat ini kita kenal. Pada konsep Rancangamangpdndang tentang
Hukum Acara Pidana tahun 1974 diintroduksi suamobiega hakim yang

*® Ibid

46 www.Lectlaw.com, diakses pada tanggal 11 April201
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telah berperan dalam tahap pemeriksaan pendahyag dinamakan
Hakim Komisari§’, lembaga inilah yang muncul terlebih dahulu seielu
pada akhirnya dipilihlah lembaga praperadilan sablgnbaga yang kita

kenal sekarang.

Hakim komisaris disini mempunyai berbagai macam éamgan, antara

lain®:

1. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilakekanai dengan

aturan hukum yang ada ataukah tidak;

2. Menetapkan siapakah yang mempunyai wewenang mganju
penyidikan, apabila terjadi sengketa mengenai pigemn tersebut

antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan;

3. Bertindak secara eksklusif, antara lain turut sem@mimpin dalam
pelaksanaan upaya paksa (hakim komisaris dapatkok@la upaya

paksa atas permintaan dari penyidik);

4. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yiangken oleh

pencari keadilan.

Dilihat dari kewenangan di atas, ternyata kewenangari hakim

komisaris sangatlah luas, tidak hanya sebagai pag&erhadap upaya
paksa penangkapan dan penahanan, tetapi juga &ergalam tindakan
aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemankpandahuluan
tersebut, dan juga wewenang hakim komisaris ditimlyaitu untuk

menetapkan pihak mana yang akan meneruskan suajidigan, apakah
pihak kejaksaan ataukah dari pihak kepolisian. Kesgan ini didasarkan
pada pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 ymtlang-Undang
pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim sebagagadénhukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahamaimilai hukum

yang hidup di masyarakat, sehingga diharapkan hd@mperan aktif

47 bid., hal.29

“8hid., hal.30
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dalam suatu perkara piddialuga diinginkan bahwa kewenangan hakim
juga ada sebelum, saat dan sesudah pengadilamggehiahirnya ide
mengenai hakim komisaris digulirkan agar mengisikosengan
kewenangan seorang hakim sebelum suatu persidatigaengadilan di
gelar®.

Luasnya kewenangan hakim komisaris disini menimdoullpolemik,
sebagian pihak menyetujui kewenangan hakim konsisagbagian pihak
lagi tidak menyetujui hal tersebut. Dari pihak yafidak menyetujui
mengatakan bahwa kewenangan hakim komisaris tetlzis dalam
pemeriksaan pendahuluan, terlebih lagi dengan kamgan hakim
komisaris yang terdapat dalam rancangan terselbpatdaenimbulkan
banyaknya instansi yang berperan dalam pemerikseadahuluan yaitu
antara pihak kejaksaan, kepolisian dan hakim kamsisang kemudian
hari dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pihakg gatuju dengan
adanya lembaga hakim komisaris berargumen bahwak tidukup
pengawasan pendahuluan, hanya bertumpu pada pessgawertikal yang
dilakukan baik oleh pihak kejaksaan maupun pihagoksian, disini
diperlukan suatu pengawasan horizontal dimana Idiggn suatu lembaga
yang melaksanakan pengawasan tersebut. Hal terdgdmrtukan karena
sering terjadi pelanggaran atas upaya paksa, ddihatdibahwa
pengawasan dari pihak kejaksaan maupun kepolisiak berjalan dengan
semestinya, hak asasi manusia dilanggar dan tidakiadak lanjut lebih
jauh atas pelanggaran tersebut, sehingga diperlid@mabaga lain guna
melindungi hak seseorang, terlebih terhadap pessaik pendahuluan
khususnya mengenai pelaksanaan upaya paksa. Hadayalpembahasan
mengenai hakim komisaris hilang pada saat pengajimrtangan
berikutnya yang diajukan pada tahun 1979 yang gaakementerian
kehakiman dipimpin oleh Mudjono, S.H., dan pembahasengenai RUU

KUHAP tidak hanya dilakukan oleh pihak dari pem&in namun juga

“bid., hal.37

*0 |pid., hal.34
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turut melibatkan elemen masyarakat dan pengacada Ronsep RUU
KUHAP tahun 1979 inilah baru kemudian lahir lembagaperadilan yang

hingga saat ini kita kenal.
2.1.4. Perkembangan Praperadilan di Indonesia

Perkembangan praperadilan dimulai pada saat keingiruntuk
mengadakan suatu kitab undang-undang hukum acdralaiesia, yang
diinginkan untuk menggantikan HIR/RBG yang saatntasih berlaku di
Indonesia, khususnya untuk hukum acara pidana. Badénya seperti
yang telah dikemukakan sebelumnya yang terlebiluldamuncul adalah
ide mengenai hakim komisaris, namun karena perigatayang ada, dan
setelah dilihat bahwa kewenangan dari hakim konsigarlalu luas, maka
lahir pemikiran mengenai suatu lembaga yang dap&ngawasi
pemeriksaan awal, namun kewenangannya tidak sk&vasnangan yang

ada pada hakim komisaris.

Dalam rancangan KUHAP tahun 1979, tidak terdapai lembaga
hakim komisaris, perlindungan mengenai hak tersangjkdalam tahap
pemeriksaan pendahuluan masuk ke dalam bab-bab a@dengli dalam
rancangan KUHAP tahun 1979 tersebut, khususnya emangipaya paksa

yang masuk ke dalam bab mengenai ganti rugi daabriiasi.

Agar dapat lebih mengetahui perlindungan terhadak tersangka
dalam hal penangkapan dan penahanan ini, beripetldiatkan pasal 86
yang mengatur mengenai hal tersebut yang ada dimdabncangan
KUHAP tahun 1979

Pasal 86

(1) Tersangka atau tertuduh menuntut ganti kerugiang ybaatul
dideritanya karena penangkapan/penahanan yang ddktukan
atas dirinya, apabila:

(a) Penangkapan/penahanan telah dilakukan tidak menurut
ketentuan Undang-undang ini;

*1 |bid., hal.38
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(b) Kemudian ternyata, bahwa penangkapan/penahanakuberi
perpanjangannya telah digunakan untuk tujuan-tujyang
tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

(c) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tetap menahan
Tersangka/Tertuduh walaupun ia telah menerangkdmwda
bukannya ia orang yang dimaksud untuk ditahan @amuklian
terbukti kebenaran keterangannya itu secara sahummen
hukum.

Pasal 86 ayat (1) adalah mengenai batasan-batzslaapa sajakah yang
dapat diajukan untuk dapat dimintakan suaut gaetudian. Hal ini
sangat penting agar terdapat suatu batasan yaag @thingga tidak
semua hal dapat dimintakan ganti kerugian.

(2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dagat (1)
hanya dapat diajukan oleh Tersangka/Tertuduh yaegjatani
penahanan atau ahli warisnya kepada Pengadilan riNggeg
berwenang memeriksa dan mengadili perkara yancaibgksitan
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perkaranya dikem tanpa
penjatuhan hukuman/tindakan atau putusan dengan
hukuman/tindakan karena tindak pidana yang tidakpada
dikenakan penahanan.

Pasal 86 ayat (2) adalah mengenai kompetensi pesmgatiana yang
berhak untuk diajukan tuntutan ganti kerugian teusedan juga mengenai

berapa lama berapa lama tenggat waktu dapat drajukéutan tersebut.

(3) Untuk memeriksa dan mengadili perkara tuntutanigdetrugian
tersebut dalam ayat (1) Ketua Pengadilan sebanyakgkm
menunjuk Hakim-hakim yang sama yang telah memeritsa
menentukan perkara pidana yang bersangkutan.

Pasal 86 ayat (3) mengatur tentang penunjukan hgding dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dilakukan dengatasan hakim yang
sama yang telah memeriksa dan menentukan perkatangiyang

bersangkutan

(4) Tersangka/Tertuduh atau ahli warisnya dipanggilikimbenghadap
dan didengar di muka Sidang Pengadilan dan dapatdmvakili
oleh Pengacaranya.
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Pengaturan pada pasal 86 ayat (4) ini adalah manggrerbolehkannya
seorang tersangka/tertuduh atau ahli warisnya untaknberikan kuasa
kepada pengacaranya, agar dapat mewakili merek&k amtnghadap dan

di denganr di muka Sidang Pengadilan

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang mesnanttpk tersangka
langsung ditangani oleh pengadilan negeri, darktaeh suatu lembaga
khusus yang menangani suatu pemeriksaan pendah@akin itu dapat
dilihat pula yang dicakup dalam pasal tersebut &akiny mengenai
penangkapan dan penahanan saja, dan tidak menagbaym paksa

lainnya.

Pada pembahasan selanjutnya, elemen masyarakadtichlin dalam
pembahasan mengenai draft KUHAP selanjutnya, yaug pembahasan
inilah terjadi kompromi bahwa harus ada suatu legabgang memeriksa
dalam tahap pemeriksaan pendahuluan namun kewemaregdidaklah
seluas yang ada pada lembaga hakim komisaris yamguhpada draft
RUU KUHAP pada tahun 1974, maka lahirlah lembaggp@radilan. Hal
Ini menjadi suatu kompromi antara draft RUU KUHARdp tahun 1974
dengan draft RUU KUHAP pada tahun 1979, yang mata mraft tahun
1974 hakim komisaris muncul dan mempunyai kewenangag luas
namun di anggap terlalu luas namun pada draft ta840 tidak ada suatu
lembaga khusus yang dapat mengawasi tahap penarikseal, sehingga
disini diperlukan suatu lembaga yang mengawasptaleaneriksaan awal,
namun kewenangannya tidak seluas hakim komisairia. gda hakim
komisaris kewenangannya mencakup pengawasan danpgigksanaan
upaya paksa, disini lembaga praperadilan kewenaryganhanya
mencakup mengenai pengawasan upaya paksa sajadigkuyta dengan
pelaksanaan upaya paksa. Maka pada akhirnya Rhikanbaga
Praperadilan, suatu lembaga yang menjadi pengaesmdap tahap
pemeriksaan awal, dan menjadi bukti peran aktifrhakalam melakukan
pengawasan terhadap jaminan hak tersangka dalaneripeaan awal

tersebut.
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2.2. Definis, Fungs dan Tujuan dari Praperadilan

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai apakahisieffangsi dan
tujuan dari Praperadilan agar kita dapat mengedi itu Praperadilan di
Indonesia, sehingga dalam pembahasannya ke depand&pat lebih

mengerti apakah yang disebut praperadilan itu sendi
2.2.1 Definisi Praperadilan

Dalam pengertian gramatikal yang terdapat dalam u&Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), yang dimaksud praperadilan adalameriksaan
pendahuluaif dari pengertian yang ada di dalam KBBI maka déjiétat
bahwa proses dari praperadilan adalah proses gesaan pendahuluan
sebelum masuk ke dalam tahap peradilan. Bila kebhat juga pengertian
praperadilan yang ada pada KUHAP, maka KUHAP menidéan

praperadilan sebagai beriRtt

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negerk unameriksa
dan memutus menurut cara yang diatur dalam undadgng ini,
tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahamen at
permintaan tersangka atau keluarganya atau pilnalatias kuasa
tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau paTigm
penuntutan atas dasar permintaan demi tegaknyanmhulkan
keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi olelsategka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yangperka tidak
diajukan ke pengadilan

dari pengertian yang dijabarkan di dalam KUHAP dbrg, dapat dilihat

bahwa praperadilan adalah bukan suatu lembagantirisgang diluar dari

*2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://pusatbakiasasdyo.id/kbbi/index.php, Kata
kunci “Praperadilan”, diakses pada 10 maret 2011

%3 Indonesia (c)Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidak4) No.8 Tahun 1981
LN Np.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka 10
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pengadilan, namun bagian dari pengadilan negetikumelaksanakan
pemeriksaan pendahuluan, praperadilan di bentukikumhengawasi
tindakan aparat penegak hukum yang melakukan pes#athak asasi
manusia dari tersangka, yang penting bahwa tindgd@mbatasan ini
harus selalu berdasarkan ketentuan perundang-usdayeng ada dan
disinilah praperadilan berperdn

2.2.2 Fungsi dan Tujuan dari Praperadilan

Dalam masa penjajahan Belanda diperkenalkan HIB/R&bagai
pedoman dalam beracara di Indonesia, dan HIR/RBGeliat tetap
berlaku di Indonesia setelah masa penjajahan berakltkkarenakan
Indonesia tidak memiliki kitab undang-undang yangngatur mengenai
hukum acara, khususnya yang mengatur mengenai hakara pidana di
Indonesia. Dikarenakan sudah saatnya Indonesia likekiiab undang-
undang hukum acara pidananya sendiri, maka padal8&1 keluarlah
peraturan perundang-undangan yang mengatur habtersyaitu Undang-
undang No.8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-unétuigm Acara
Pidana. Hal ini lahir karena dianggap bahwa HIRakiddapat lagi
mengakomodir apa yang dibutuhkan di Indonesia,juiga HIR tidak lagi
memenuhi perkembangan hukum dan perlindungan hesd asnusia di
Indonesia. Perlindungan hak asasi di Indonesialssdagat diperlukan,
terutama bila hal tersebut menyangkut mengenaingerigan atas hak
perlindungan atas kebebasan dan kemerdekaan segeg@ng pada
upaya paksa di dalam pemeriksaan perkara hak tedibatasi oleh
hukum guna proses pemeriksaan perkara. Dalam KUH&fndungan
terhadap tersangka atas hak kemerdekaannya diakshaehgan adanya
lembaga praperadilan, salah satu wewenang darialganmi mengawasi
apakah pembatasan kemerdekaan seseorang tersdabtsasuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada ataukah) selakgga hak atas
kemerdekaan tersebut tidak terampas seluruhnyaadediigerlakukannya
upaya paksa terhadap tersangka oleh penegak huRamngga disini

** RamelanHukum Acara Pidana: teori dan implementaSet.1, (__: Sumber llmu Jaya,
2006), Him.124
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dapat kita lihat bahwa praperadilan dimaksudkanagaib pengawasan
horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadagasupenyidik atau

penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa

Sedangkan menyangkut tujuan dari praperadilan ahdalntuk
menempatkan perlaksanaan hukum pada proporsi yeenarnya demi
terlindungnya hak asasi manusia, khususnya mengemgiementasi
upaya paksa terhadap diri tersangka ters&hdal ini berdasarkan bahwa
setiap orang dianggap tidak bersalah atas suakanaeyang dijalaninya
sebelum ada putusan pengadilan yang sudah berkekbakum tetap,
yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah aamihtercantum
dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakithaiial ini berimplikasi
seorang tersangka tidak dapat dibatasi terlampab jebebasan dan
kemerdekaannya karena dia masih dianggap tidakalbarsterhadap
perkara dan tuduhan yang dijatuhkan terhadapnykaabila ia sudah
dinyatakan bersalah sekalipun oleh putusan peragagidng berkekuatan
hukum tetap, tidaklah secara keseluruhan hak aaseidekaan terhadap

dirinya sendiri tersebut hilang sama sekali.
2.3. Ruang Lingkup Praperadilan

Pada KUHAP pasal 77 ruang lingkup pengawasan padpen dibatasi
sedemikian rupa sehingga hanya terbatas atas pasgavatas tindakan
pemeriksaan pendahuluan saja, hal ini dimaksudkger avewenang
praperadilan tidaklah sebesar wewenang hakim keisigang pada draft
RUU KUHAP tahun 1974 pernah tercetus untuk diimmatasikan di
Indonesia. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Addidana di
Indonesia membatasi ruang lingkup pengawasan @diean menjadi

beberapa bagian, yaitu:

% Darwan PrintsQp. Cit.,hal.3
*® Ipid., hal 3

*" Indonesia (e)Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakint#n No.48 Tahun 2009
LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Pasal 8 ayat (1)
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1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Pearghan

2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidildau

Penghentian Penuntutan;

3. Memeriksa Tututan Ganti Rugi;
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi;

5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan dan Pleugdean.

Pada subbab ini akan dibahas mengenai masing-masamy lingkup
pengawasan praperadilan yang telah disebutkan sdiaigar dapat
memperjelas pemahaman masing-masing ruang lingkepggwasan

praperadilan tersebut.
2.3.1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Perrahan

Penangkapan dan penahanan adalah salah satu bagiapaya paksa yang
digunakan oleh aparat penegak hukum, guna mendapatkormasi atas
suatu perkara pidana, atau agar si tersangka kdblr atau mempersulit
penyidikan suatu perkara pidana yang disangkakdanya. Dalam bagian
ini akan dibahas lebih terperinci lagi mengenaigegtian, syarat dan tata
cara mengenai penangkapan dan penahanan, senapp@paradilan dalam

memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan perahan
2.3.1.1. Definisi, syarat dan tatacara penangkapan

Pengertian dari penangkapan dan dapat kita lihda g@engaturan yang
terdapat di KUHAP, yaitu pada pasal 1 angka 20 lalpgnangkapan

adalah

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan senaentaktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdagap bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan Eeeadilan
dalam hal ini serta menurut cara yang diatur daladang-undang
ini
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Mengenai Penangkapan, syarat suatu penangkapandiegiakan sah
atau tidak adalah dilihat pada pasal 17 KUHAP ,wait

a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakajdian

b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan pekimulaan yang
cukup.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukuphunut penjelasan
pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk mendadanya tidak
pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 daimtpkrpenangkapan
tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, itelifygukan bagi

mereka yang betul-betul melakukan tidak pid&naSesungguhnya
pengertian tersebut mengenai “bukti permulaan yarkyp” masih belum
jelas, namun disini terdapat pendapat-pendapat j@ngyang mencoba
untuk menjelaskan apa itu “bukti permulaan yang ugik pendapat
tersebut adalaft

a. Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEA/Q982

Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yangrupekan
keterangan dan data yang terkandung di dalam:

(1) Laporan Polisi;

(2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
(3) Laporan Hasil Penyelidikan;

(4) Keterangan Saksi/Saksi Ahli; dan

(5) Barang Bukti.

*8 Ramelan©Op. Cit, Hal.85

%9 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoneé@@duan Bantuan Hukum di Indonesia:
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan MasaldtuduCet.2, (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2007), HIm.239
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b. Menurut P.A.F Lamintang

Bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebdagakti-bukti
minimal, berupa alat-alat bukti yang dimaksud dalpasal 184(1)
KUHAP, hal ini untuk menjamin penyidik tidak terpmak
menghentikan penyidikan terhadap tersangka setdkihadap

tersangka tersebut dilakukan penangkapan.

c. Menurut Rapat Kerja Forum Mahkamah Agung, Kemeateri
Kehakiman Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Repulbidonesia
(Makejahpol) Tanggal 21 Maret 1984

Dalam forum Makehjapol muncul gagasan atau penmkiahwa bukti
permulaan yang cukup seyogyanya minimal lapordisipditambah

satu alat bukti lainnya.

Tata cara Penangkapan tercantum dalam pasal 18 RUKaANng dapat

yang mengatur sebagai beriktit

a. Petugas kepolisian negara Republindonesia harus
memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada
tersangka surat perintah penangkapan yang menciatum
identitas tersangka dan menyebutkan alasan penaaglserta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkata
tempat ia diperiksa;

b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukapat
surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkag $egera
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yaadkephada
penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Tembusan surat perintah penangkapan tersangka tderskan kepada

keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

% Indonesia (c)Op. Cit, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
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2.3.1.2 Definisi, syarat, dan tatacara penahanan

Sedangkan penahanan menurut KUHAP pasal 1 angkear#j dimaksud

dengan penahanan adalah

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tierteleh
penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengantppaenya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalamngidadang ini

Terdapat dua syarat dalam melakukan penahanamdégriseseorang, dua

syarat tersebut adafdh
a. Syarat Objektif

Syarat Objektif dalam penahanan adalah karena grdadang dengan
tegas telah menentukan pasal-pasal kejahatan tpidaka mana saja
yang dapat dilakukan penahanan. Syarat objektiflit@ntukan dalam
pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

(1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjatihun atau
lebih;

(2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam R82ahyat
(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351(ayaPasal 353 ayat
(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, pasal 453] B54, Pasal
455, Pasal 459, Pasal 480 dan pasal 506 Kitab dndadang
Hukum Acara Pidana. Mengenai pasal 25 dan 26 d@eonansi
Bea dan Cukai, Pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Unadzteng Nomor
8/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Keimigrasian dasap 36 ayat
(7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 daal g&Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika sumitzk terlaku
lagi dengan adanya perubahan terhadap peraturamdaery-

undangan tersebut.

1 RamelanQp. Cit.,hal 89
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b. Syarat Subjektif

Syarat yang didasarkan pada keadaan atau kepepkr@ahanan itu
sendiri ditinjau dari subjektifitas tersangka atserdakwa. Syarat
subjektif ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) HKAP, yaitu diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukt yakup dan ada
keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa teksaregau

terdakwa akan:

(1) Melarikan diri;

(2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
(3) Dan atau mengulangi tindak pidana.

Tindakan penahanan diatur dalam tatacara yangpardzada pasal 21
ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagai berfkut

a. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleyidge
atau penuntut umum terhadap tersangka atau terddéngan
memberikan surat perintah penahanan atau penetsgdam
yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakava
menyebutkan alasan penaharserta uraian singkat perkara
kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan teenfzat ia
ditahan;

b. Tembusan surat perintah penahanan atau penahamatara
atau penetapan hakiatas tersangka harus diberikan kepada

keluarganya.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, mddat dilihat
bahwa penangkapan dan penahanan adalah bentuk tpsarbatas
kemerdekaan individu seseorang yang diizinkan dlekum, guna
dapat berjalannya suatu proses penyidikan dan fpksaan perkara
pidana. Namun harus pula digarisbawahi bahwa pdwagag dan

%2 Indonesia (c)Qp. Cit., pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)
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penahanan ini haruslah sesuai dengan peraturandaemg-undangan
yang berlaku, agar penegak hukum tidak berbuat s&mena dan
melanggar hak kemerdekaan individu seorang tersatgiampau

jauh.

2.3.1.3 Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknyaarigkapan dan

Penahanan
a. Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penpagka

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, seperigyada pada
pasal 17 KUHAP, syarat untuk seseorang dapat dikeentindakan
penangkapan adalah adanya suatu dugaan keras baianwg
tersebut telah melakukan suatu tidak pidana berksabukti
permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan bukasuatu
perkara yang sepele, karena disini pihak berwajidht melanggar
hak kemerdekaan individu seseorang dengan menarsg@apang
tersangka, sehingga perlu adanya suatu sistim yaegantau
apakah penangkapan tersebut benar-benar telahi sésogan

peraturan yang ada atau tidak.

Peran praperadilan disini, adalah untuk melihaikap benar
bahwa penangkapan tersebut sudah sesuai peratararsydrat
penangkapan dan juga tidak dilupakan, apakah p&apag
tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan tatsa C
penangkapan yang benar. Hakim dalam praperaditans melihat
apakah ada hubungan antara bukti-bukti yang aday yeenjadi
alasan orang tersebut di tangkap, dengan kebemhatamna orang
tersebut memang telah melakukan suatu tindak pjdsetaingga
disini hakim harus benar-benar jeli dalam menimbatasan-
alasan yang disuguhkan oleh penegak hukum untukatdap
menangkap orang tersebut, dengan apakah benar batamg
tersebut diduga secara kuat telah melakukan tindelana

berdasarkan bukti-bukti yang disuguhkan. Selain mahgenai
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bukti dan kaitannya dengan penagkapan orang tergaga hakim
harus melihat tata cara dalam menangkap seorarsgngka,
apakah telah sesuai dengan tata cara yang didam geeraturan
perundang-undangan, karena apabila prosedur térgdanggar,

tentutnya proses penangkapan seorang tersangkiahidsah.
b. Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahana

Pengujian mengenai penahanan sesungguhnya samaandeng
pengujian tentang sah atau tidaknya suatu penaagkdakim
dalam memeriksa harus melihat apakah benar orarsgbig
ditahan, karena sesuai dengan syarat-syarat yanglaldm pasal
21 (1) KUHAP dan pasal 21 (4) KUHAP, karena sesepisaat ia
ditahan adalah saat kemerdekaannya dikekang urgnolergara
waktu, dan pengekangan ini haruslah diawasi, seghingdak
melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam tyrara
perundang-undangan. Namun disini  pemeriksaan mangen
penahanan oleh lembaga praperadilan mempunyaianatgaitu
dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHRPyang bila kita lihat
maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan sah a&aknya
suatu penahanan, adalah penahanan yang terjadilureebe
pemeriksaan di depan pengadilan, yakni penahananditakukan
oleh pegawai penyidik dan pegawai penuntut umum, ldakan

penahanan pada saat sudah dimulai sidang di depaagilan.

Pengawasan mengenai pengawasan atas syarat subggithanan
oleh praperadilan dirasakan tidak ada masalah, wyata yang
mempunyai wewenang untuk menimbang apakah seseorang

ditakutkan akan melarikan diri, menghilangkan bgrahukti

% |bid., pasal 82 ayat (1) huruf d. pasal ini berbunyalam hal suatu perkara sudah
mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkamgrksaan mengenai permintaan kepada
praperadilan belum selesai, maka permintaan tersejugur’, hal ini menegaskan bahwa bila
pada saat perkara sudah masuk pada sidang bias@rigaan praperadilan yang mengenai
perkara tersebut gugur, dan tidak diperiksa kemisalhingga dalam konteks penahanan yang
diperiksa adalah penahana saat sebelum kasusuensabuk di dalam pengadilan negeri.
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dan/atau mengulangi tindak pidana ada pada pihakigik, karena
hakim mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa afpak
seseorang tersebut akan melakukan tindakan melaridai,

menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangakindan&®.

2.3.2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidiatau

Penghentian Penuntutan

Praperadilan juga berfungsi dalam mengawasi apagaatu
penghentian penyidikan atau penghentian penungudah sah dan
memang diperlukan, hal ini untuk menghindari pemghea
penyidikan atau penghentian penuntutan tersebwangghr hak-hak
orang lain, atau memang terjadi penyimpangan atagdinya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntétada subbab
ini hendak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengiaarpenyidikan
atau penghentian penuntutan dan juga praperadéanpanghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan.
2.3.2.1.Definisi dan syarat penghentian penyidikan

Definisi mengenai penyidikan dapat dilihat dalansglal angka 2
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana peaksal
tersebut disebutkan bahwa

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidilardahal
dan menurut cara yardjatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang denbakti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna
menemukarersangkanya.

% Loebby LogmanQp. Cit.,hal. 66
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Mengenai Syarat dari penghentian penyidikan adtdedapat pada
Pasal 109 jo 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengatur atas

penghentian penyidikan, yaitu:
a. Karena tidak terdapat cukup bukti;

Hal ini didasarkan bila ternyata tersangka mempuswyatu
alibi yang kuat dan terbukti bahwa alibi tersanddenar
adanya, atau alat bukti yang diungkapkan tidak nmermie

syarat minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tipiddna;

Adalah bila perbuatan memang terbukti namun teeyat
perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum

perdata dan buka pidana, contohnya adalah wangresta
c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Adalah dilakukannya penghentian penyidikan karena
berdasarkan hukum, dalam hal ini peraturan perugdan
undangan pidana, dimana hasil penyidikan tidak rkinng
diteruskan kepada Penuntut Umum maupun dilimpakkan
Pengadilan. Contoh dari hal ini adalah bila terkang
meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau perkara tetssd

bis in idem(Pasal 76 KUHP)

Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidika kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Kalanyigi&
menghentikan penyidikan adalah pejabat pegawai rnegeil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undanigiugn maka
pemberitahuan mengenai hal itu melalui penyidikapaj kepolisian
negara Republik Indonesia segera disampaikan kegpam@dik dan

penuntut umum.
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2.3.2.2. Definisi dan syarat penghentian penuntutan

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acaraariid

memberikan definisi penuntutan

Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan aexk
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang daldnddra
menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan peaaim
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidargpdilan.

Penghentian Penuntutan dapat dilakukan dengana (d, yaitu
dengan menggunakan alasan hukum yang berdasarkasm as
legalitas maupun dengan Penghentian Penuntutanadesgsan

Oportunitas

a. Penuntutan dapat dihentikan berdasarkan Pasal 140

KUHAP, dengan alasan:
a. tidak terdapat cukup bukti;

Bukti yang mendukung perkara tersebut tidak cukeperti
tidak adanya saksi yang mengetahui, mengalami, emgyzt
sendiri peristiwa tersebut, atau alibi yang dibanikerbukti

kebenarannya.

b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

pidana;

Bila ternyata peristiwa tersebut tidaklah diaturlada

ketentuan hukum pidana di Indonesia
c.perkara ditutup demi hukum.

Terdapat alasan hukum dimana penuntutan dapattdiaen
antara lain karena tersangka meninggal dunia (Pasal
KUHP), Daluarsa (Pasal 78 (1) KUHP)

Universitas Indonesia

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011



41

Penuntut umum menuangkan hal penghentian penuntigkm

surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebutitihekan kepada
tersangka, dan bila ia ditahan, wajib segera dilalra Apabila di
kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntutrurdapat
melakukan penuntutan terhadap tersangka. Alasan thesebut
diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasialri

keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjmk YEaru

kemudian diketahui atau didapat.

b. Asas Oportunitas

Asas ini merupakan pengecualian terhadap asasitéexgal
dimana walaupun sudah terdapat cukup bukti daramlas
untuk diajukan ke pengadilan, namun berdasarkasaala
kepentingan umum Jaksa Penuntut Umum tidak
mengadakan penuntuf8nPada pasal 35 huruf ¢ Undang-
undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dikatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai
wewenang untuk mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum, yang pada penjelasan Pada p&sal 3

huruf ¢ pada undang-undang yang sama dikatakan

Yang dimaksud dengan * kepentingan umum”

adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau
kepentingan masyarakat luas Mengesampingkan
perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang
hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah
memperhatikan saran dan pendapat dari badan-
badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan
dengan masalah terseffut

%5 Ramelan©Op.Cit.,Hal 187

% Jndonesia (f),Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonedid No.16

Tahun 2004 LN No.67 Tahun 2004, TLN No.4401, P&sdhuruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf

C
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenyagapi
penuntutan hanya karena terdapat kepentingan bataysanegara
dan/atau kepentingan masyarakat luas yang lebiarbdan hal ini
hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah ewratkan
saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaananggag

mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

2.3.2.3 Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknyghetian Penyidikan

atau Penuntutan

A. Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian
Penyidikan

Yang dapat mengajukan permintaan praperadilan sdhs atau
tidaknya penyidikan adalah Penyidik dan pihak lketigang
berkepentingan. Disini diperlukan adanya suatu aemagan
terhadap penghentian penyidikan, baik secara adrtklam hal
pengawasan struktural sehingga tidak ada maniputbiadap
kasus tertentu, namun juga pengawasan ini terutamiak
melindungi pihak ketiga yang berkepentingan ataskgva ini,
dimana hak-haknya dapat dilanggar dengan dihemtjaan
penyidikan terhadap tersangka. Hal ini guna meriteéggadinya
keresahan di dalam masyarakat dengan adanya péiaghen
penyidikan oleh penyidik, sehingga pihak ketiga gan
berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tephaal ini,
dan sedemikian pentingnya putusan praperadilan arignt
penghentian penyidikan dan penuntutan, putusanepadian ini
dapat dimintakan banding. Hal ini terdapat padalp@3 ayat (2)
KUHAP yang berbunyi:

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya pengimenti

penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putaghir
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ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang
bersangkutatf

B. Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian

Penuntutan

Sama dengan pemeriksaan praperadilan terhadap taah a
tidaknya penghentian penyidikan, maka praperaduatuk
memeriksa sah atau tidaknya penghentian penunadalah
suatu cara pengawasan secara horizontal terhadafu su
penghentian penuntutan yang dilakukan oleh pihgkkkaan,
baik oleh jaksa penuntut umum maupun jaksa agumat lasas
oportunitasnya. Praperadilan tentang sah atau rdak
penghentian penuntutan ini sendiri juga merupalkaa antuk
melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkepgatn,
dna juga masyarakat, agar mereka yang hak dan yang
kepentingannya dilanggar dengan munculnya pengrenti
penuntutan ini dapat meminta hakim praperadilanukunt
memeriksa apakah penghentian penuntutan ini teésiuas
dengan fakta hukum dan syarat-syarat yang diperlwkeauk
menghentikan penuntutan. Seperti penghentian pikayid
praperadilan tentang penghentian penuntutan dapda p
dimintakan banding, dan hal ini tercantum pada Ip83a(2)
KUHAP

2.3.3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian
2.3.3.1. Definisi ganti kerugian

Berdasarkan Pasal 1 angka 22, istilah ganti karugdalah hak
seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntataysnyg

berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkaphattadituntut

®” Indonesia (c)Qp. Cit.,Pasal 83 ayat (2).
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ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan grdadang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum gaegapkan

menurut cara yang diatur dalam undang-unéfang
Syarat ganti rugi

Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur syarat menuntuttiga
kerugian, dimana tersangka atau terpidana berhadumba ganti
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, daaditl atau
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berkiasaundang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya latkum
yang diterapkafi. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli
warisnya atas penangkapan atau penahanan sertkamdain
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atsenaka
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeriytdi di sidang

praperadilan.

2.3.3.3 Tatacara tuntutan ganti kerugian

Pasal 95 ayat (3), (4) dan (5) mengatur tata caméutan ganti
kerugian. Ganti kerugian diajukan oleh tersangkerdakwa,
terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan ysrgienang
mengadili perkara yang bersangkutan. Untuk menmerillan
memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebutfuak
pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sgang telah
mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pesaaik
terhadap ganti kerugian mengikuti acara prapenmadiRutusan
pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yaegiuat
dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan aeladasan

bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan huktap.te

% Indonesia (c)Qp. Cit.,Pasal 1 angka 22

% bid., Pasal 95 ayat (1)
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Ganti kerugian yang dapat diberikan dalam prapkmadadalah
salah satu saja dari ketiga jenis ganti kerugiamy ydikenal, ialaff:

1. Ganti kerugian bagi mereka yang ditahan tanpa sah;
2. Ganti kerugian setelah putusan “herziening”;
3. Ganti kerugian bagi korban.

Ganti kerugian yang ada dalam KUHAP adalah gantudian
yang bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tasgia
Ketidakadilan yang dirasakan seseorang saat metetegyata
kehilangan kemerdekaan, namun ternyata mereka bdedalah,
harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Kemerdekaan haruslah
segera dikembalikan kepada keadaan yang adil daa ju
memerikan sejumlah ganti kerugian. Hal ini sesusngdn apa
yang diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) Undangnagdi@mor
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangibgrb

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut,uatkadili tanpa
alasan berdasarkan undang-undang atau karena kel
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannyahale
menuntut ganti kerugian dan rehabilit4si

Selanjutnya dalam KUHAP diatur dalam pasal 95, ydnilg
dilihat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu tgd®rugian
yang mengenai penangkapan dangan penahanan.

2.3.4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
2.3.4.1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 1 nomor 23 didéfamssebagai

hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknyamdala

0 Loeby LogmnOp. Cit.,Hal.71
" Indonesia (d)Op.Cit., Pasal 9 ayat (1)
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kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabataysy y
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan apmradilan

karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpasah yang

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruamgenai

orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cang yatur

dalam KUHAP?,

2.3.4.2 Syarat dan Tatacara Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, seorang berhak
memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilantdip bebas atau
diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan potysatelah
mempunyai kekuatan hukum tefdp Rehabilitasi tersebut
diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusargadilan.
Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas pergragk atau
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undangguaizu
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeritdgoleh hakim
praperadilan yang dalam berdasarkan Pasal 12 PRaratu
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksalkbdAP
(PP No. 27 tahun 1983) diajukan selambat-lambafiygempat
belas hari) setelah putusan mengenai sah atau nyidak
penangkapan atau penahanan diberitahukan kepadahpem
Selanjutnya Pasal 13 PP tersebut mengatur bahwikapet
penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi diaéap oleh
panitera kepada pemohon. Salinan penetapan dibekkpada
penyidik dan penuntut umum yang menangani perkarsebut.
Salinan penetapan disampaikan pula kepada inst@mpat
bekerja yang bersangkutan. Selanjutnya amar putpsagadilan
mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: rfifdéhkan hak
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkata sert

martabatnya.” Sedangkan amar penetapan dari radilas

2|bid., Pasal 1 angka 23
3 bid., Pasal 97 ayat (1)
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mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: rfiéhkan hak
pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

martabatnya.”
2.3.5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penggeledahan cheitdzen

Pasal 32 KUHAP memeberi kewenangan kepada penwialilk
melakukan penggeledahan rumah atau penggeledakampatau
penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentokeh
KUHAP. Tatacara yang dimaksud adalah persyaratag yatur
dalam Pasal 33 sampai 37 KUHAP. Misalnya sebagaanyamg
diatur dalam Pasal 33, yaitu dalam melakukan péeke
penyidik yang mengadakan penggeledahan wajib dibgrig
dengan surat izin ketua pengadilan negeri seterpédicara lain,
setiap kali penyidik memasuki rumah, harus disaksidleh kepala
desa atau ketua lingkungan dengan dua orang S#kisim hal
tersangka atau penghuni menolak untuk hadir. Keamjdilalam
waktu dua hari setelah memasuki dan atau mengdeledaah,
harus dibuat suatu berita acara. Turunan dari aeatara
disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang

bersangkutan.

Selain itu, penyidik yang melakukan penyitaan ubar
melengkapi diri dengan surat izin dari ketua peiflgadnegeri
setempat. Namun demikian dalam keadaan yang sarmgatesak
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tdakgkin untuk
mendapat surat izin terlebih dahulu, namun demikpanyidik
dapat melakukan penyitaan hanya atas benda berdarakintuk
itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilegeri

setempat guna memperoleh persetujuan.

Bila penyidik tidak mentaati tatacara atau prosedu
penggeladahan dan penyitaan, maka tersangka, geluarau

kuasanya dapat mengajukan permintaan kepada katngadilan
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negeri untuk memeriksa tentang sah atau tidaknyargkapan
dan penahanan, dimana didalamnya juga termuat &einer
terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan yetan

dilakukan oleh penyidik.

Acara Pemeriksaan Praperadilan

Hukum acara pemeriksaan praperadilan diatur dalasalP77-83
KUHAP. Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa acara pésean
praperadilan untuk hal sebagaimana yang diatumddtasal 99,
Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

a. dalam waktu tiga hari setelah diterima permimtéakim yang

ditunjuk menetapkan hari sidang;

b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah adaknya
penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya geiagh
penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti karugian

atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapsmu a

penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikau ata

penuntutan dan ada benda yang disita yang tidakasark alat
pembuktian, hakim mendengar keterangan baik desamngka

atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

c. pemeriksaan itu dilakukan secara cepat dan mbela
lambatnya tujuh hari hakim harus sudah harus ménjan

putusannya;

d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksia pengadilan
negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintpgadé

praperadilan belum selesai, maka permintaan terggeiguir;

e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikdaktimenutup
kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan prapanddd)i
pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jiMalkuitu

diajukan permintaan baru.
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Selanjutnya Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa terhaadpsan
praperadilan dalam hal sebagaimana yang dimakslagnd@asal
79 sampai 81 KUHAP, tidak dapat dimintakan bandkeguali
terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tsddiaya
penghentian penyidikan atau penuntutan, yang uttukdapat
dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi daldaerah

hukum yang bersangkutan.
Bentuk dan I's Putusan Praperadilan

Bentuk dan isi putusan praperadilan diatur dalasaP82 ayat (2)
dan ayat (3), yang menyatakan bahwa putusan hakiamdacara
pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimanaksud
dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus medengdn jelas
dasar dan alasannya. Selanjutnya, Pasal 82 ayaK3JAP
mengatur bahwa isi putusan selain memuat ketergelaagaimana

dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal:

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatungkeqpean
atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jeésantut
umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing hagers

membebaskan tersangka;

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu pemnghe
penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikaau at

penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

c. dalam putusan menetapkan bahwa suatu penamglatpa
penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantuymikaah
besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dber
sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikamn at
penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahaka

dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
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d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yaitg dda
yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalanugaut
dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera loai&eam

kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
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BAB I11
PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAPERADILAN

3.1. Para Pihak yang Dapat M engajukan Permohonan Praperadilan

KUHAP mengatur tentang wewenang pengadilan untukgaeili perkara di
tingkat Pengadilan Negeri termasuk praperadilatipngkat Pengadilan Tinggi,
dan tingkat Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 7HAR) di tingkat
praperadilan, pengadilan negeri berwenang untuk enksa, dan memutus,
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang test&mgatau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan giaoghentian

penuntutan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan urndikdakannya
pemeriksaan praperadilan yaitu pemeriksaan tensahgatau tidaknya suatu
penangkapan atau penahanan adalah pihak ters&efkarga, atau kuasanya.
Permintaan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadiageri dengan
menyebutkan alasannya. Terdapat syarat dalam mgagajpermintaan
tersebut. KUHAP mensyaratkan bahwa pihak yang mekaa permintaan

tersebut menyebutkan alasan pengajuan permirftaan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan umeeeriksa sah atau
tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penumtadalah adalah penyidik
atau penuntut umum, atau pihak ketiga yang bekemam. Permintaan

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan eberan alasannyA.

Berikut ini akan diuraikan pengajuan permohonanp@radilan yang

diajukan oleh tersangka, penyidik, dan penuntutramu

" praperadilan yang diajukan oleh tersangka, pekyit#in penuntut umum. Indonesia (c),
Op.Cit., Pasal 79

2 Indonesialbid., Pasal 80
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Pasal 81 KUHAP mengatur tentang pihak-pihak yaapgatl mengajukan
permohonan praperadilan permintaan ganti rugi dehabilitasi, yaitu

tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingaral Rasebut mengatakah:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitadiaksahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersamdga pihak ketiga yang
berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri demganyebutkan

alasannya

Tentang siapa yang dikategorikan sebagai pihakkpyaag dapat mengajukan
tuntutan ganti rugi, KUHAP mengatur:

Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli wgasatas penangkapan
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasrenbgadasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orang atdwnh yang

perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri,utd® di sidang

pengadilaf’

Ganti rugi merupakan imbalan kepada orang yanaktioersalah, tetapi
karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acarapisiadah lebih dari satu
abad dipersoalkan di berbagai NegarHIR yang sebagai hukum acara pidana
yang lama tidak mengatur ganti rugi. Sebenarnyaritean ganti rugi yang
disebabkan oleh penangkapan, penahanan, yang satakinlawful arrest)
telah bersifat universal sebagaimana yang tercantatam International
Covenant on Civil and Poltical Rights dimana Pasal 9 mengatakanAyiyone
who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an
enforceable rights to compensation”, yang terjamahan bebasnya sebagai
berikut: “Seseorang yang telah menjadi korban pgkepan atau penahanan

yang tidak sah akan mendapat hak menuntut gantgkaar.”

Sedangkan tentang siapa yang dapat mengajukarnnpaam rehabilitasi,
KUHAP mengatur:

3bid., Pasal 81
" bid., Pasal 95 ayat (2)

S Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 197-198
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Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas pergragk atau
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undanggunalzu

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diteragiedoagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaréaiak diajukan

ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim pengadgifaperadilan yang
dimaksud dalam pasal 77

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut,tadh@angkum tentang
para pihak yang dapat mengajukan permohonan pudifzra Pertama,
permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknyaangkapan dan

penahanan dapat diajukan oleh:
a. tersangka atau terdakwa;
b. keluarganya; atau
c. kuasanyd®

Kedua, permintaan pemeriksaan praperadilan tensagatau tidaknya

penghentian penyidikan dapat diajukan oleh:
a. penuntut umum; atau
b. pihak ketiga yang berkepenting&n.

Sebagai perbandingan, Andi Hamzah berpendapat ebalalam proses
perkara perdata tuntutan ganti rugi didasarkan depaerbuatan melawan
hukum” (on rechgmatige daad) atau “perbuatan melawan hukum oleh
penguasa’ dnrechmatige overheidsdaad) sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 1365 BW?

Sedangkan permintaan pemeriksaan tentang sahidaiaya penghentian

penuntutan dapat diajukan oleh:

® Indonesia, (c),Op.Cit., Pasal 79
"bid., Pasal 80

8 Andi Hamzah.Loc.Cit
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a. penyidik; atau
b. pihak ketiga yang berkepenting&h.

Ketiga, permintaan pemeriksaan tuntutan gantikaruatas penangkapan
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan lyamlasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya &at&kum yang
diterapkan, yang perkaranya dihentikan di tingkaypdikan atau di tingkat
penuntutan dapat diajukan oleh:

a. tersangka;
b. ahli waris;
c. pihak ketiga yang berkepenting&h.

Keempat, permohonan pemeriksaan praperadilan meangehabilitasi
terhadap penangkapan atau penahanan tanpa alaspbegraasarkan undang-
undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukumg éerapkan, yang

perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dilagkat penuntutan dapat
diajukan oleh:

a. tersangka;
b. pihak ketiga yang berkepenting®n.
3.1.1. Permohonan praperadilan yang diajukan telefangka

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pas@QUAAP menyatakan
bahwa tersangka, keluarga, atau kuasanya dapatajukag permintaan untuk
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu: plapag atau penahanan.

" Indonesia (c), Pasal 80
8 pid., Pasal 81

8 bid
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Lembaga praperadilan merupakan upaya hukum bagirtgka, keluarga, atau
kuasanya untuk mengajukan perlawanan dalam halrdekeannya dilanggar.
Pasal 79 KUHAP memang hanya tidak mengatur tentgeggajuan
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penggeledgbamyitaan, dan

pemasukan rumah.

Namun demikian, M. Yahya Harahap berpendapat baperaeriksaan
tentang sah atau tidaknya penggeledahan, dan panyiérmasuk juga dalam
kandungan Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 833yhatruf d KUHAP,
sehingga mengenai sah atau tidaknya pengeledahanpelayitaan dapat
diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penabiifaimnya atau terhadap

siapa dilakukan penggeledahan atau penyif&an.

Tersangka dapat menggunakan haknya, bila petwg@sigian melakukan
penyimpangan dalam prosedur penangkapan. Pasalydi8 () KUHAP
mengatur bahwa pelaksanaan tugas penangkapan kidifakoleh petugas
kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meinmagkhn surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat tugas perintatangkapan yang
mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkaarapenangkapan, serta
uraian singkat perkara yang disangkakan serta temmhperiksa. Kemudian,
tembusan surat perintah penangkapan sebagaimarg diamaksud harus
diberikan kepada keluarganya segera setelah peapagldilakukan. Selain itu
perintah penangkapan dibuat terhadap seseorangdydunga keras melakukan
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang mukalu, batas waktu

penangkapan paling lama satu hari.

Selain itu bila tersangka yang dikenakan tindaksmangkapan atau

penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undangguadau kekeliruan

8 M. Yahya Harahag?embahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan
Sdang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),
hal. 8-9
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mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagairang dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tdiajikan ke Pengadilan
negeri dan diputus oleh hakim praperadilan yangaksud dalam Pasal 77
KUHAP, dapat mengajukan permintaan ganti rugi kegppradilan. Dalam hal
ini pihak tersebut dapat dikatakan bertindak sebaojjaak yang berhak

mengajukan permohonan praperadilan.
3.1.2. Permohonan praperadilan yang diajukan cdalyidik

Dengan dasar hukum Pasal 80 KUHAP penyidik dalamiri penyidik
kepolisian dapat mengajukan permintaan kepada gadien untuk memeriksa
tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutany yhlakukan oleh
penuntut umum. Jika penyidik tidak mengajukan peta@n pemeriksaan
kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya paetigh penuntutan yang
dilakukan penuntut umum, maka pihak ketiga yangkdyentingan dapat
melakukan permohonan praperadilan.

3.1.3. Permohonan praperadilan yang diajukan céeliptut umum

Dengan dasar hukum Pasal 80 KUHAP, penuntut unaau pihak ketiga
yang berkepentingan dapat mengajukan permintaasdeepraperadilan untuk
memeriksa tentang sah atau tidaknya penghentiayidiesn yang dilakukan
oleh penyidik kepolisian. Hak yang dimiliki penunttmum ini sesuai dengan
prinsip saling mengawasi diantara instansi pendgdum. Sedangkan pihak
ketiga yang dimaksud adalah saksi yang menjadi akoralam peristiwa
pidana. Saksi korbanlah yang berhak mengajukan ipram pemeriksaan
tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikapr&peradilan. Hak pihak
ketiga tersebut diharapkan dapat memenuhi tuntkémadaran masyarakat.
Selain itu pengawasan terhadap penghentian peayidikdak hanya

bergantung pada penuntut umum, melainkan meluagagrada pihak saksi.
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3.2. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan
Sampai saat penelitian ini sedang dilakukan, betentiapat keseragaman
pendapat tentang siapa yang dapat dikategorikaagaelpihak ketiga yang
berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam KUHB&RKut ini diuraikan
pengertian terhadap istilah tersebut berdasarkadgpat ahli dan pengertian

yang dihasilkan dengan menggunakan metode penmafsira

3.2.1. Pihak ketiga berdasarkan pendapat para ahli

Didik M.Arif dan Elisatris Gultom berpendapat bakwhak untuk
melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntutimmuga merupakan
salah satu hak yang dapat digunakan oleh korbatakirkejahatan. Hak
tersebut merupakan hak untuk mengajukan keberatdradap penghentian
penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya aelmigak ketiga yang
berkepentingan. Hak tersebut penting bagi pihaig&etupaya dapat mencegah
terjadinya upaya pihak-pihak tertentu untuk dengaatif-motif tertentu
berupaya menghentikan proses penyidikan dan petamtDengan demikian
dapat dipahami pendapat mereka tersebut bahwa phHetlga yang
berkepentingan yang dapat mengajukan permohonaenadilan adalah saksi

korban®

Istilah pihak ketiga yang berkepentingan menimanlk perbedaan
penafsiran dan penerapannya. Terdapat penafsirkaarss sempit, yaitu
terbatas pada saksi korban tindak pidana dan pel&plain pihak terdapat
penafsiran luas mengartikan istilah pihak ketigagydoerkepentingan tidak
terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi akepcmasyarakat luas.
Masyarakat dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Mliedsat (LSM). Pada

dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkunkagan umum. Apabila

8 Didik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom,Urgens Perlindungan Korban
Kejahatan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95
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bobot kepentingan umum dalam tindak pidana terssddgmikian rupa, maka
sangat layak dan proporsional hukum memberikan keglada masyarakat
umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemaalatan untuk
mengajukan permohonan Praperadilan atas pengheréia penuntutaf’

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat bahwaalitidari disiplin ilmu
yurisprudensi, istilah “pihak ketiga yang berkepegén” yang dirumuskan
dalam pasal 80 KUHAP dikategorikan istilah yang geerdung pengertian
luas (broad term) atau “kurang jelas pengertianny@nplain meaning).
Rumusan tersebut memerlukan kemampuan untuk meremulakna yang
aktual dan mengaitkannya dengan unsur "kehendakbm&nundang-undang”
(legidlative purpose) dan kehendak publikpublic purpose). Jika tujuan
mengajukan permohonan praperadilan penghentiannpgan adalah untuk
mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruanmpora kesewenangan
atas penghentian itu secara horizontal, maka cukeapalasan untuk
berpendapat, bahwa kehendak pembentuk KUHAP daenkiafk publik atas
penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, melipasyarakat luas yang
diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisamiasyarakatan.

Upaya menafsirkan serta menerapkan istilah pihaitigk yang
berkepentingan secara luas sangat bermanfaat amtalgawasi penghentian
penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuatmum. Misalnya
dalam tindak pidana korupsi, penyidikan dilakuk&hgenuntut umum, lantas
proses penyidikan dihentikan. Pelapor tidak pealals penghentian penyidikan
atau besar kemungkinan pelapor tidak ada atau nterseyi, sedangkan
penyidik Polri tidak berhak mengajukan Praperadffan

Harahap berpendapat bahwa penuntut umum sebagaidiertidak
mungkin mengajukan kepada Praperadilan atas petighetu, karena hal itu

akan mencemarkan dirinya sendiri. Dalam peristi@agyseperti itu Pasal 80

81bid., hal 11-12

8 bid
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KUHAP tidak mampu memberikan jalan keluar jika pemign pihak ketiga
yang berkepentingan ditafsirkan dan diterapkanraesmmpit. Contoh kongkrit
dapat dikemukakan Surat Penetapan Penghentian teeanunSP3) dalam
Kasus Texmaco. Jaksa Penuntut umum bertindak selpaggidik. Yang
melaporkan adalah Laksamana Sukardi dalam kapagitasebagai Menteri.
Pada saat Jaksa Agung mengeluarkan perintah pedraghepenyidikan,
Laksamana Sukardi telah diberhentikan presiden geebanenteri. Jika
penggantinya (Rozy Munir) tidak peduli atas penglaentersebut, maka
tindakan penghentian tidak mungkin dikoreksi, jp@ngertian dan penerapan
pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan secanapg. Sebab Jaksa tidak
mungkin mempermasalahkan sah atau tidaknya penghemnyidikan yang
dilakukan Jaksa sendiri. Penyidik Polri tidak dapaéngajukan kepada
Praperadilan, karena kewenangannya untuk itu ®@sbattas penghentian
penuntutan atas hasil penyidikan yang dilakukanMenghadapi kasus yang
seperti ini, apakah tidak beralasan untuk menemapatkasyarakat luas sebagai
“korban” atas tindak pidana itu, sehingga merekpataliidentikan sebagai
pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oléBM atau organisasi
kemasyarakatafi®

Dari uraian pemikiran Yahya Harahap diatas, dajsimpulkan tentang
para pihak yang berkepentingan dapat mengajukangbeman praperadilan,
yaitu:

a. saksi korban;

b. pelapor;

c. masyarakat luas, yang dapat diwakili oleh LSM &anonas.

Mudzakir berpendapat bahwa pihak ketiga yang berkiEpgan adalah orang
yang dirugikan karena tindakan kejahatan, atauisafesna yang menjadi

8 |bid
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sasaran target kejahatan, yaitu korban kejah8fafPasal 80 KUHAP

memberikan ruang bagi peran serta masyarakat. KUk#gakai istilah

“pihak ketiga yang berkepentingan”. Namun istilaérsebut melahirkan
masalah dalam penafsiran tentang siapa yang dagubnigkan sebagai pihak
ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidgakeynghentian penyidikan
dan tentang sah atau tidaknya penghentian penant{&HAP hanya

memberikan pengakuan adanya mengenai pihak ketigg erkepentingan,
namun tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasasa jelas mengenai
siapa saja yang dapat menjadi pihak ketiga yarkgpentingan.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsifkdalah tersangka atau
terdakwa, keluarga dari tersangka atau terdakwasainukum dari tersangka
atau terdakwa, dan pihak-pihak yang merasa diragdengan dilakukannya
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat pekéggum baik kepolisian
maupun kejaksaan. Namun yang menjadi polemik adalsiang apakah saksi
korban tindak pidana atau pelapor termasuk ked&atagori pihak ketiga
yang berkepentingan.

Reksodiputro berpendapat bahwa masalah korbars ltlibat tidak saja
sebagai individu sebagai korban, melainkan jug&é&omerupakan kelompok
individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwelidn menafsirkan
bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam pagflen adalalf®

a. individu sebagai korban;

b. kelompok individu sebagai korban.

87 Mudzakir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia, Tesis, Program
Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Ul-Jakarta, 188R,125

8 Mardjono Reksodiputrd¢riminologi dan Sistim Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, 1997), hal. 88
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3.2.2. Pengertian pihak ketiga menggunakan metedafgiran

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memhebiéberapa upaya
penafsiran yang dapat dilakukan untuk menafsirkés-teks dalam pasal-pasal
dalam undang-undang, yaitu: penafsiran gramati@hafsiran sistematikal,
penafsiran historikal, penafsiran teleologikal dpenafsiran restriktif dan
ekstensif. Pengunaan aneka metode penafsiran wérseibuk menafsirkan
pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohomapepadilan, termasuk
permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penrigire penyidikan dan

penuntutan. Penafsiran-penafsiran tersebut adalah:

3.2.2.1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal ialah yaitu penafsiran apmnjelasan undang-
undang dengan memperhatikan bahasa, yaitu susataratau bunyi. Untuk
melakukan penafsiran gramatikal kembali dikutip Rsisal 80 KUHAP yang
menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah tataknya suatu
penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajudeh penyidik atau
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingapada Ketua
Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannyagabemenggunakan
penafsiran bahasa terhadap isi Pasal 80 tersediidhipihak ketiga yang
berkepentingan merupakan pihak selain pihak-pihak yang relevangde
penghentian penyidikan yaitu pihak kepolisian, g@mghentian penuntutan,
yaitu pihak jaksa penuntut umum. Selain itu istilpihak ketiga yang
berkepentingan dapat ditafsirkan bahwa pihak ketiga yang dimakiBasal 80
KUHAP harus memenuhi persyaratan yayang berkepentingan. Yang
dimaksud dengarkepentingan tersebut adalah kepentingan yang relevan
dengan tindakan penghentian dan tindakan penghgréiauntutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengan penyidikan
dan penghentian penuntutan terjadi, maka yang perkmgan adalah adalah

8 purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soek#&®mmindang-undangan dan Yurisprudensi,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13-14
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pihak korban tindak pidana yang sedang diproseg yanat mengharapkan

terjadinya keadilan hukum jika proses penyeleskémus selesai terlaksana.

3.2.2.2.Penafsiran Sistimatikal

Penafsiran Sistimatikal adalah penafsiran terhd&gspluruhan isi undang-
undang atau seluruh isi kandungan pasal-pasal daldrmangan keseluruhan
dalam hubungan pasal yang satu dengan pasal yangyda KUHAP
memberikan jaminan terhadap penegakan atau pengaciuhak asasi manusia.
Dengan demikian lembaga praperadilan juga dimaksudkbagai bagian dari
upaya untuk melindungi hak asasi manusia dengamroangawasi tindakan-
tindakan aparat penegak hukum yang dalam proseadif@r pidana.
Perlindungan semacam ini merupakan upaya menjageirkkangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan umum akegeka.

Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangardasarkan KUHAP
untuk melakukan tindakan yang berakibat membatas &sasi manusia.
Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan pengagka penahanan,
penggeledahan, penyitaan yang berpotensi dilakd&agan cara atau prosedur
yang menyimpang dari undang-undang dan juga dajskiulan secara tidak
cermat, serta secara sewenang-wenang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila geseo dikenakan
tindakan tersebut atau hal-hal semacamnya, maka ARUldalam rangka
melindungi hak asasi manusia, memberikan hak kepiwdd yang ketiga yang
berkepentingan untuk mengajukan permohonan prajsradalam rangka
melindungi hak asasinya. Pihak ketiga adalah pyaalg merasa hak asasinya

dilanggar atau terancam.

3.2.2.3.Penafsiran Historikal
Penafsiran historikal merupakan penafsiran yangnpeehatikan proses
pembentukan undang-undang, proses pembahasan danDé&erwakilan
Rakyat, dan melihat perkembangan lembaga hukum giatgr dalam undang-

undang. Lembaga praperadilan dilatarbelakangi tidietk terdapatnya jaminan
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perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukcana pidana di
Indonesia. Peraturan peradilan pidana yditerziene Indische Reglement
(HIR) yang berlaku tidak memberikan jaminan yangmadai terhadap hak
asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimaksuadhaldak individu-individu
pencari keadilan. Dengan demikian KUHAP dapat memkeseimbangan
dalam memberikan perlindungan secara seimbangy Yagi kepentingan
individu dan kepentingan umum.

Dengan menggunakan metode penafsiran historisakpiketiga yang
berkepentingan merupakan pihak yang secara histogis dilindungi oleh
KUHAP jika terjadi tindakan penghentian penyidikaatau tindakan
penghentian penuntutan. Kepentingan pihak ketigaidiak terdapat dalam
HIR, sehingga KUHAP mengaturnya.

Dengan demikian pihak ketiga yang berkepentingdalah pihak yang
merasa menjadi korban dalam sistim peradilan pidRiteak ketiga tersebut
merasa tidak cukup diperlakukan secara adil mendukum Acara Pidana,
padahal dia yakin bahwa Hukum Acara Pidana mersgjarah pembuatannya

ingin melindungi kepentingan pihak-pihak semacaa di
3.2.2.4. Penafsiran Teleologikal

Secara sederhana istilah teleological berasalekdt teleos, yang artinya
tujuan. Dengan demikian, penafsiran teleologikapatadimaknai sebagai
penafsiran yang menjelaskan pasal-pasal atau afimsan dalam undang-
undang dengan menyelidiki tujuan pembuatannya. | Resalapat dipahami
dari bunyi penjelasan Pasal 80 KUHAP menyebutkamvbapasal tersebut
bermaksud untuk menegakkan hukum, kebenaran dalldeanelalui sarana
pengawasan secara horizontal. Mekanisme dilakukeangah dua cara.
Pertama, melalui pengawasan vertikal, atau pengawdateren dalam
perangkat hukum itu sendiri. Kedua, melalui peregam horizontal atau
pengawasan secara silang diantara penyidik dampgnumum dalam proses
penyidikan dan penuntutan. Selain itu, KUHAP beranj memberi ruang bagi
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masing-masing penegak hukum tersebut untuk salemgawasi. Tidak hanya
terbatas bagi para pihak tersebut, KUHAP juga pgatumemberikan hak bagi
pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukangperasan kepada

pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian, pihak ketiga yang berkepentingdalah pihak yang
merasakan perlu untuk melakukan upaya hukum jikaasaan atau
menemukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pénfidiri atau penuntut
umum yang bertindak tidak sesuai dengan proseddasarkan Hukum Acara
Pidana. Penyelewengan kewenangan tersebut dapsegikikan melanggar

hak asasi manusia yang justru ingin dilindungi d{&rHAP.
3.2.2.5. Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang mesgmepit istilah atau
pengertian dalam pasal-pasal dalam undang-undasggdd menggunakan
metode penafsiran restriktif, istilah pihak ketiggang berkepentingan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 KUHA& dapfsirkan terbatas

pada saksi korban tindak pidana atau orang yaungidan secara langsung.

Sebaliknya, penafsiran ekstensif, merupakan peaafyang memperluas
makna suatu istilah. Dengan menggunakan metoddgp@maini, istilah pihak
ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHABKtigrbatas pada saksi
korban dan pelapor, melainkan meluas kepada masyahaas, yang disini
merupakan orang atanaturlijk person yang memang mempunyai kepentingan
terhadap suatu kasus pidana terteengan demikian jika suatu perkara
pidana sangat menyangkut dan merugikan masyarakaimy masyarakat
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat ajgkan praperadilan
kepada Pengadilan Negeri agar dapat memeriksa damgadili mengenai
suatu perkara pidana yang dianggap tidak sesuajadeaturan, sehingga
perkara tersebut dapat dipraperadilankan, tertut@mizng sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
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Yahya Harahap berpendapat bahwa “pihak ketiga \aergepentingan
harus diinterprestasikan secara luas karena patanja penyelesaian tindak
pidana menyangkut kepentingan umum”. Dihubungkangde pengawasan
dalam  pemeriksaan  pendahuluan, maka apabila tujudari
mempraperadilankan penghentian penyidikan atau rpetan  untuk
“mengawasi” akan adanya kemungkinan kekeliruan maukesewenangan
atas penghentian itu secara horisontal, bila dilitt@i kehendak pembuat
undang-undanglégislative purpose) dan kehendak publikp@blic purpose)
atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingancakep masyarakat luas.
Manfaat dari penafsiran serta penerapan “pihakgéeyiang berkepentingan”
secara luas adalah untuk mengawasi penghentianidgeny maupun
penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umDiadam praktek
praperadilan saat ini, hakim praperadilan hanya endsea syarat formil dari
suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dagiaupaksa tersebut juga harus
diperhatikan. Misalnya, jika seseorang ditahan &sadkan perkara penipuan
(Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanardéll $ah, maka hakim
akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untlk&kukan penahanan
kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan PagdJl2AP. Tetapi karena
Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) bubraka hakim praperadilan
dapat menyatakan bahwa tuntutan ditolak. Hakim ktigaenilai apakah
tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” beeaab ada alasan yang
konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatirasetaunt semata-mata
merupakan urusan penilaian subyektif pihak penymliku penuntut umum.
Dengan perkataan lain menyerahkan semata-mata &dpakl diskresi dari
pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya mashbring terjadi
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakelkh para aparat
penegak hukum. Pengawasan oleh praperadilan bekdaskewenangannya
pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kabemya dari upaya
paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan pdedgean, penyitaan dan

pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidakaskjah dalam KUHAP,
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sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang dreamg memeriksanya
apabila terjadi pelanggarafi.

Dengan demikian penafsiran ekstensif atau pemafsyang diperluas
memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk nkelaksanakan
pengawasan terhadap proses penegakan hukum sehpeygeelewengan
kekuasaan dapat dihindarkan. Dalam hal ini maswparilas dapat bertindak
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehinggpatd mengajukan
permohonan praperadilan.

3.2.3. Pengertian Pihak Ketiga Diluar KUHAP

Berbagai produk peraturan perundang-undangamdKWHAP dapat saja
digunakan untuk memahami definisi atau pengerterhadap istilah pihak
ketiga yang berkepentingan dalam permohonan prditsmesebagaimana yang
diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

3.2.3.1 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undzasar 1945
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagad \ajil pengelolaan
keuangan Negara ditetapkan setiap tahun denganngmuatelang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawtak sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
Dari ayat tersebut nyata bahwa keuangan Negaraaladahtuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Kalau terjadi penyeigese terhadap anggaran
Negara, atau dalam pengertian lain terjadi dugesak pidana korupsi, maka
rakyat menjadi korban atas penyalahgunaan keuddggara tersebut. Dengan
menggunakan pemahaman ini masyarakat umum sebadpgEirkdapat masuk
kategori pihak ketiga yang berkepentingan untuk gagrkan pemeriksaan

permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 80 KUHAP.

% Yahya HarahappPembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan

Sdang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.

11
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Selain itu, Undang-undang Dasar 1945 memberi parhaerius terhadap
hak untuk hidup secara sejahtera. Pasal 28 C @yaményatakan: “setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dengan mempegkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bandsa, negaranya.”
Dengan memiliki hak konstitusional untuk memperglaan hak kesejahteraan,
rakyat Indonesia dapat memperjuangkan haknya s&osektif sebagai pihak
ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan nmengeenghentian

penyidikan dan penghentian penuntutan.

3.2.3.2 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undergberantasan Tindak
Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001

Dalam bagian Penjelasan Undang-undang dinyatakdiwebakorupsi di
Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sgaitigak hanya merugikan
keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hiaksbaial dan ekonomi
masyarakat secara ludsDari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa tindak
pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hakdwskal dan ekonomi
masyarakat secara luas. Rakyat yang hak-haknyaaidp sosial dan ekonomi
yang dilanggar berhak untuk mengajukan permohonamepksaan
praperadilan dan bertindak sebagai pihak ketigay y@arkepentingan dengan
proses peradilan pidana. Jika terjadi penghenteryigikan dan penghentian
penuntutan misalnya, maka hal tersebut berartidbensi mandeknya upaya

memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi masyiesakara luas.

°! IndonesiaUndang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun
2001, TLN No. 4150, Penjelasan Umum.
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3.2.3.3 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-oagddéomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak iAB&musia
memberi perlindungan terhadap rakyat Indonesiakup¢émegakan HAM. Pasal
100 menyatakan bahwa “setiap orang, kelompok, sganpolitik, organisasi
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lemkagasyarakatan
lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungamegakan dan pemajuan
hak asasi manusia.” Disumpulkan bahwa hak beggaasi dalam hak asasi
manusia tersebut dapat diwujudkan dalam tindakangajekan permohonan
praperadilan dalam hal terjadi tindakan penghent@nyidikan dan

penghentian penuntutan.

3.2.3.4 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-unddamgor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemlasamtKorupsi Pasal
41 mengatur peran serta masyarakat dalam pembsmanténdak pidana
korupsi. Pasal 41, yaitu bahwa masyarakat dapaiebsmn serta membantu
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidan@skoPeran serta
masyarakat diwujudkan dalam bentuk: hak mencarimpesoleh, dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadiat pidana korupsi; hak
untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memgedem memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidemaipsi kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsk menyampaikan
saran dan pendapat secara bertanggung jawab keeadgak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untakiperoleh jawaban atas
pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepadagak hukum dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Selain itu Undang-undang tersebut juga memberikai kepada rakyat
untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal nsela&kan haknya;
diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidjldan di sidang pengadilan

sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahliasdsmgan ketentuan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebagai dimaksud

mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pehaag dan

pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tamgggawab dilaksanakan
dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketematug diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengaaati norma agama
dan norma sosial lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pertnmasyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kodigsir lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 200@adgnTata Cara
Pelaksanan Peran Serta Masyarakat dan Pembermghdgaan Dalam
Pencegahan Dalam Pencegahan dan Pemberantasak Piddaa Korupsi.
Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orangnisasi masyarakat, atau
Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, mengpedaln memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidakarupsi serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegakn hidu atau Komisi
mengenai perkara tindak pidana korupsi. Penyampaf@nmasi, saran dan
pendapat atau permintaan informasi harus dilakgemmara bertanggungjawab
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undgagg berlaku, norma

agama, kesusilahan dan kesopanan.

3.2.3.5 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-agddomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dars BelaKorupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.

Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Negang Yersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasgla8 (1) menyatakan bahwa
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negangakan hak dan
tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan elemggara Negara
yang bersih. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan balenan serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan dalam benhak mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi tentang pengeglaraan negara; hak

untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adilPdgnyelenggara Negara;
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hak menyampaikan saran dan pendapat secara barteyjagwab terhadap
kebijakan Penyelenggara Neg&ra

Selain itu terdapat hak memperoleh perlindunganuhukdalam hal:
melaksanakan haknya; diminta hadir dalam proseggtidikan, penyidikan,
dan disidang pengadilan sebagai saksi pelaporj, satiesl saksi ahli, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lyarigku. Hubungan
antar-penyelenggara negara berpegang teguh padsases pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentusngenai tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyataagghegara diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Pera®aa@rintah Nomor
71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Masyarakat dan ét&nbPenghargaan
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidangpskoPasal 2
menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyaedéa lembaga swadaya
masyarakat, berhak mencari, memperoleh dan menapemormasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sertanyampaikan saran dan
pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi ma&npgerkara tindak
pidana korupsi. Dari ayat tersebut nampak bahwgatakerhak ikut serta
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakeliatsrelevan untuk
dihubungkan dengan status rakyat sebagai pihakekgtng berkepentingan
dalam perkara tindak pidana korupsi yang diadilpeingadilan umum dimana
terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut mengatdantenmekanisme
pengajuan permohonan/gugatan yang digunakan olbbk pketiga yang
berkepentingan. Masyarakat merupakan pihak Kketigag yberkepentingan
yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan epdpan atas

penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pid&orupsi. Acara

%2 Indonesia (g)Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari KKN, UU NO. 28 Tahun 1999 LN No. 75 tahun 1999, TLN R851, Pasal 8 ayat (1) dan
Pasal 9
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pemeriksaan praperadilan pada umumnya sama dergga praperadilan
perdata, dimana terdapat dua pihak yang terkait) yghak yang mengajukan
permohonan praperadilan (pemohon) dan pihak yaminthkan pemeriksaan
praperadilan (termohon).

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam sidang pmdpan merupakan
pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (benmpsedangkan pihak
yang dimintakan pemeriksaan praperadilan (termohaigh instansi dari
penyidik atau penuntut umum yang telah melakukamgpentian penuntutan.
Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permahsecara perorangan
atau melaui organisasi masyarakat dan lembaga yavadasyarakat. Pihak
ketiga yang berkepentingan dapat menggunakan nekarfprosedur dalam

mengajukan gugatan praperadilan

3.2.3.6 Pihak ketiga yang berkepentingan dalanaigugperdata

Dalam peradilan perdata dikenal istildbgal standing. Istilah legal
standing atau hak gugat dapat didefinisikan sebagai halatgygng dimiliki
oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beradaad kelompok
(class) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang llitikan oleh
tergugat. LSM mengajukan gugatan dengan bertindewakili kepentingan
organisasi. Beberapa produk peraturan perundangagash memungkinkan

masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata keageaug.

3.2.3.7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 TentanginBangan
Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlirmlurionsumen
Pasal 46 ayat (1) huruf c memberikan hak gugataadee LSM yang bergerak
di bidang perlindungan konsumen, untuk mengajukamgatan dengan
mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsubnéndonesia terdapat
Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Perlindungasukmen Indonesia.
Yayasan ini seringkali melakukamhass action, yaitu mengajukan gugatan ke

pengadilan jika konsumen mengadu kepada Yayasaebigr Jika hal ini
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terjadi, maka Yayasan dapat bertindak sebagai pilgakg mewakili
masyarakat umum sebagai konsumen yang merasa k@dinugieh produsen

atau penyedia jasa.

3.2.3.8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentamgpgé&olaan
Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengeldlangkungan
Hidup Pasal 38 memberi hak kepada swadaya masyaraké&k mengajukan
gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan pemtgasulingkungan hidup.
Di Indonesia terdapat cukup banyak lembaga swadegsyarakat. Antara lain
Wahana Lingkungan Hidup. Masyarakat wajib ikut &eggungjawab
mengawasi lingkungan hidup. Jika masyarakat medas@ikan oleh terjadi
pencemaran lingkungan hidup, maka dapat mengaduadkepWahana
Lingkungan Hidup tersebut. Dalam hal ini Wahanagkimgan Hidup dapat
mewakili masyarakat sebagai korban atau pihak &etygng dirugikan,
sehingga berkepentingan untuk melakukan gugatatagzelingkungan hidup.

Kedua Undang-undang tersebut diatas mensyaratkdmvabdembaga
swadaya masyarakat dalam mengajukan kepentingaomgek tertentu,
organisasi, tertentu harus memenuhi syarat-syaaity: berbentuk badan
hukum atau yayasan; dalam anggaran dasar organjaagi bersangkutan,
disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kipgan tertentu; telah

melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.
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BAB IV
KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR REGISTER
PERKARA 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel TENTANG PEMBATALAN
SKPP BIBIT-CHANDRA)

4.1. KasusPosis SKPP

Di bawah ini dipaparkan Kasus Posisi adalah sebsgsa yang dimuat
dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SK¥R#hor: TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 desember 2@0&nd perkara atas nama
tersangka: Chandra Martha Hamgzahdan SKPP Nomor: TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2089 nama tersangka: Bibit
Samad Rianto.

Dalam dua buah SKPP tersebut pada intinya disebutiahwa Chandra
Martha Hamzah selaku Pimpinan KPK bidang penindalergan persetujuan
Bibit Samad Rianto selaku pimpinan KPK bidang Peéakan telah
menandatangani Surat Perintah  Penggeledahan No. int.Bph.-
33/01/VIil/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Pengdehan PT Masaro
Korporatindo dan PT Masaro Radiokom, dan Surat Kegan Pimpinan KPK
Nomor: Kep-257/01/VI111/2008 tanggal 22 Agustus 20@8itang Pelarangan
Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjajikk, dengan
menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atsangka Yusuf Erwin
Faisal dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Aaldhg Tanjung Api-Api
Sumatera Selatan yang peristiwa pidananya tidddaitedengan PT Masaro
Radiokom/PT.Masaro Korporatindo dan atas penggkledyang dilanjutkan
dengan pelarangan bepergian ke luar negeri terselalt memaksa Anggoro
Widjojo melalui Anggodo Widjojo memberi atau memhbaykepada Ary
Muladi sejumlah uang Rp. 5.150.000.000,- (lima aniBeratus lima puluh juta
rupiah).
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Candra Martha Hamzah selaku Pimpinan KPK telah maatangani Surat
Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/20@®ggal 22 Agustus
2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeas aama Anggoro
Widjojo dkk, yang kemudian ditindaklanjuti kepad&jén Imigrasi Nomor :
R-3164/01/V111/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dendatasarkan pada Surat
Perintah Penyidikan perkara alih fungsi hutan RakitaTalang Tanjung Api-
Api Sumatera Selatan dengan Tersangka Erwin Fapsdahal Anggoro
Widjojo dkk tidak terkait dengan peristiwa dimaksusehingga dengan
diterbitkan Surat Direktur Penyidikan dan Peningakaimigrasian Nomor :
IMI.5/GR.02.06-.203388 tanggal 22 Agustus 2008m@@rPencegahan ke Luar
Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, memaksa Amnggd/idjojo dkk
tarampas kemerdekaannya, tidak dapat bepergiarak@égeri.

Pasal yang disangkakan adalah, Primair: Pasal 42 WU No. 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 83@&ang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sedangkan sangkaan Subsyda&dalah Pasal 15 UU
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Bld@.ahun 2001 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sangkaan L®biisidairnya adalah
Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999 sebagaimana telddakliUU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup$igsal 421 KUHP jo
Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penmit@san Tindak Pidana
Korupsi.

Kejaksaan mengajukan alasan-alasan untuk menghentdenuntutan
terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riagmatity: Alasan yuridis,
bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun tedmhenmuhi rumusan delik
yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. &iuh 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001 maupun Pasal 421 KUHP, namun karenandipg tersangka
tidak menyadari dampak yang akan timbul atas pésbuga, maka perbuatan
tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka raerjan tugas dan
wewenangnya, mangingat hal tersebut sebelumnyahglitkkukan oleh para
pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat dikaragketentuan Pasal 50
KUHP.
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Selanjutnya alasan sosiologis pihak kejaksaan mestidgan penuntutan
terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riatdtah:

1. adanya suasana kebatinan yang berkembang saatembuwat perkara
tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, kardebih banyak
mudharatnya dari pada manfaatnya

2. untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga pknelgokum
(kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemebrantasan Koyujzam menjalankan
tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagainaldskirinal yang
dinamis dalam hukum pidana

3. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan teletangka tidak
layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersarkgkana perbuatan
tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugaswdamnangnya di
dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan temokesobosan

hukum.

Kasus Posisi dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel

Anggodo Widjojo pada praperadilan ini bertindak aggd Pemohon yang
mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan wkanpersidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Kasusi Rtslam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat dikew@dddail-dalil yang diajukan

oleh Anggodo sebagai Pemohon Pemeriksaan Praeradil

Hal yang pertama adalah, Anggodo Wijojo sebagaidt®n adalah saksi
korban sehubungan dengan diterbitkannya Surat #mat Penghentian
Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, teytmh 1 Desember 2009,
atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketet&saghentian
Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/ Ft.1/12/2009, teygml 1 Desember 2009,
atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohoroléh karena itu
berdasarkan hukum, Anggodo Wijojo selaku pemohorrhdie untuk
mengajukan praperadilan terhadap surat penghepé&aantutan tersebut, hal

ini sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP yang namkan bahwa
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pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa danutusmsesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini mgntsah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan giaoghentian
penuntutan, pada Pasal 80 juga disebutka bahwargaean untuk memeriksa
sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikanpgauntutan dapat diajukan
oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak kegigag berkepentingan
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebukksanaya. Dengan dasar
itulah Anggodo Wijojo menepatkan dirinya sebagahaji ketiga yang
berkepentingan dalam permohonan praperadilan, selgab dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian PeramtuNomor TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 20Gfifs nama Chandra
Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian ReannNomor TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2@28s nama Dr. Bibit
Samad Rianto, oleh Termohon I.

Dalil kedua, Anggodo mengutip pendapat M. YahyaraHap, yang
mengatakan bahwa “Permintaan untuk memeriksa saln tdaknya suatu
penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihdg&gang berkepentingan,
yaitu saksi korban tindak pidana serta pelaporiagtiM. Yahya Harahap, S.H.,
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, KsaeriSidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan KemhBdlsi Kedua, Cetakan
Kelima, November 2003, Penerbit: Sinar Grafikaadak halaman 11).

Dalil ketiga, disini Anggodo menempatkan diri $@ia pemohon
praperadilan adalah saksi korban dari tindak pidhloawah ini:

a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahu#® I&bagaimana
telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tgntan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyabubahwa
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mlengksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaedawan hukum,
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksarase)
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima panaaydengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagydisandiri;
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b. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sehaga telah diubah
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembeeniaadak Pidana
Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam perkara kgryggdanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam P28alPasal 231,
Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 43D Kitdang-Undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara palingkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau dpalilag sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palinggnyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain Rasal 421 KUHP
menyebutkan bahwa pegawai negeri yang dengan segsvenang
memakai kekuasaannya memaksa orang untuk memimek, membuat
atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum pegknaa-lamanya dua
tahun delapan bulan.

Dalil yang keempat, tidak pidana yang disebutkadapdalil ketiga di atas
telah dilakukan olen Chandra M. Hamzah dan Bibih& Rianto.

Kelima, terhadap dugaan tindak pidana sebagairdiatar dalam Pasal 12
huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagainialedn diubah
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembeentamdak Pidana
Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tdl®99 sebagaimana
telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tgnt@emberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang didutjakukan oleh
Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka ibit. 8amad Rianto,
pihak kepolisian sebagai termohon 1l dalam prapkmadtersebut telah
melakukan penyidikan yang tertuang dalam BerkakaParHasil Penyidikan
Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDR & WCC,
tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangkadthamartha Hamzah dan
Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim MabesriPdlo. Pol.:
BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktobe@d(0®, atas nama
Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto yang pada intimgi&k Chandra M. Hamzah

dan Bibit Samad Rianto telah memenuhi unsur-unslik glang disangkakan.
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Keenam, Anggodo sebagai Pemohon adalah saksi rkodengan
pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan oleh pihakpdfisian berkaitan
dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam R&saluruf e Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubalandgi-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidangoiodan/atau Pasal 23
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telabald Undang-
Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kl Pidana Korupsi jo
Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh TersanGkandra Martha
Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, baras:

a. Laporan Polisi No. Pol.: LP/2008/K/V11/20094SR)nit 111/2009/Dit-I,

tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor Antésdrar, S.H., M.H.;

b. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agusfi@9 Zentang adanya
dugaan terjadi tindak pidana penyalahgunaan wevgerzerkaitan
dengan adanya pelarangan bepergian ke luar nédgermama Anggoro
Widjojo, dkk. yang diduga dilakukan oleh oknum Pingn KPK; c.
Laporan Polisi No. Pol.: LP/482/V111/2009/Bareskrirtertanggal 25
Agustus 2009;

d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin.S&8ko/IX/2009/Pidkor &
WCC, tertanggal 15 September 2009.

Ketujuh, sehubungan dengan perkara tersebut pKepolisian telah
melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selakulsaksin dalam perkara
dimaksud.

Kedelapan, terhadap sangkaan Pasal 12 huruf engfdiadang No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undan@® Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tkagntpkta-fakta sebagai
berikut:

a. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Sam@tah Penyidikan

No.:  Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tertanggal 30 Juni 0038
memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan teghtiddak pidana

korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sdjudana terkait
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dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung PantaiT&iang Sumatera
Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H. M. Y&sufin Faishal;
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: SpkrB81A/01/V1/2008,
tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi Pembesamadorupsi telah
menerbitkan  Surat  Perintah  Penggeledahan  No.Sptin:D
33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 dan padaytml 29 Juli 2008
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledatecara
serentak di kantor PT Masaro Radiokom, PT Masarop&@tindo,
Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggtan rumah
ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;

adapun alasan penggeledahan tersebut dilakulleh Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengaak tipmiana
korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Pétang Sumatera
Selatan dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, teggal 30 Juni
2008 jo Surat Perintan Penggeledahan No.Sprin.B@&1/V11/2008,
tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojaon dAT Masaro
Radiokom serta PT Masaro Korporatindo tidak adauhgbhnnya sama
sekali dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungstail Lindung
Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;

dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggalul?®@08 tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan peamyitterhadap
barang maupun surat-surat dari PT Masaro Radiok®im,Masaro
Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakadajah Anggoro
dan rumah ketiga anaknya yang berada di SenayaddRes;

atas penggeledahan tersebut pada tanggal 04u&g2808, Anggoro
Widjojo melalui Pemohon menugaskan Ary Muladi meoemejabat
atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi:

“Untuk menanyakan: kenapa terjadi penggeledaharg yditujukan
kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Plded~ungsi
Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-api Satera Selatan,
akan tetapi yang digeledah adalah kantor PT MaRadiokom, PT
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Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hiltokada, rumah
Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada diygenResidence?
“Untuk menjelaskan bahwa PT Masaro Radiokom dalaetakukan
bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan pro$ettum yang benar
dan juga PT Masaro Radiokom adalah Distributor Dahdviotorola
untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan RI ;

adapun hasil pembicaraan Ary Muladi dengampganan KPK, dalam
hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladp&da Pemohon
pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah: Ade Rahangatekan kepada
Ary Muladi bahwa permasalahan PT Masaro Radiokosa biibantu,
tetapi Pimpinan KPK meminta atensi (vide bukti lotmgis tgl 15 Juli
2009);

mendengar permintaan uang yang diajukan olempiRan Komisi
Pemberantasan Korupsi tersebut setelah disampalkanAry Muladi
kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh Pemohadlik( kandung
Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolalen karena
menurutnya tidak perlu melayani permintaan PimpiK#&iK tersebut
karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya demmmakara Proses
Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjurgpi-api
Sumatera Selatan;

akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan daamcakan dijadikan
Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sedtan airusak
reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati peramntatensi” oleh
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anyl&di tersebut
disetujui oleh Anggoro Widjojo;

pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja nmapgi&kan bahwa
atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladalah dengan
rincian sebagai berikut:

Rp. 1.500.000.000,- untuk Bibit Samad Rianto;

Rp. 1.000.000.000,- untuk M. Jasin;

Rp.1.000.000.000,- untuk Bambang Widaryatmo;
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Rp.250.000.000,- untuk operasional,

pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi nmemapkan atensi untuk
M. JASIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milygpiaft) dalam
bentuk Dollar Amerika Serikat : US$ 115.600 (sesdima belas ribu
enam ratus Dollar Amerika Serikat);

pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi mealkan atensi untuk
Bambang Widaryatmo sebesar Rp 1.000.000.000,- (sdyar rupiah)
dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US$ 115.68€rétus lima belas
ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);

pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi meaj&an atensi untuk
Bibit Samad Rianto sebesar Rp 1.500.000.000,- (®diar lima ratus
juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika SerikatUS$ 173.400
(seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollanekika Serikat);

. pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menylesia atensi untuk
operasional sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratua fpmluh juta
rupiah);

sehubungan dengan penggeledahan yang dilalakarKPK terhadap
Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di JI. Talastuii No. 11 A,
Jakarta Pusat, PT Masaro KorporatinBenthouse Kamar 1560 Hilton
Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketigakagya yang
berada di Senayan Residence, dengan dasar SumataRd?enyidikan
No.: Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tertanggal 30 Jur0(B, sehubungan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang TanjuAgpi-Api
Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjoj@almeddiknya (in
casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan sejumla sabesar
Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus limalybu juta rupiah)
kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasamp&iomelalui
Ary Muladi;

penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersbbrientangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAmana
menurut Pasal 32 KUHAP: untuk kepentingan penyidikaenyidik
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dapat melakukan penggeledahan rumah atau penghaftedzkaian
atau penggeledahan badan menurut tata cara yamgtutidn dalam
undang-undang ini, padahal pada tanggal 29 Juli8 2RPK tidak
sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Wadjmjaupun
terhadap PT Masaro Radiokom;

demikian juga halnya tentang penyitaan yangkdikan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 200@ratbertentangan
dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 TaB0# &ntang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangyatekan : atas
dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan gakigp, penyidik
dapat melakukan penyitaan tanpa ijin ketua pengdiegeri berkaitan
dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindgenyitaan yang
dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 teusdiertentangan
dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Taf08&, Xarena
pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukenyidikan
terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro RadiokOieh karena
itu, penggeledahan dan penyitaan atas dokumen lzeang yang
berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutameam iomisi
Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008tatdak sah;
kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, Chakdraélamzah telah
menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Penmibasan
Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 2Zyustus 2008,
Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri at®anAnggoro
Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro R&dim: Putranefo
A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijayaang
didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: in$pk-
31B/01/V111/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, ydrggkaitan dengan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang TanjuAgpi-Api
Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan i@a)(torang
Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut tidak tertaitgan peristiwva

pidana yang disidik;
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r. untuk peristiwa pidana pemberian sejumlah udery Chandra Antonio
Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, Chandra M. Hamzah @&ibit
Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasaopisi hanya
menerbitkan  Surat  Perintah  Penyidikan  No.:  Sprik:-.Di
31B/01/V111/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, ydregkaitan dengan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang TanjuAgi-Api
Sumatera Selatan sehubungan dengan pemberian akjwahg oleh
Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal,rsga secara
yuridis tidak mungkin ada kaitannya dengan Anggdéfidjojo, karena
Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan Parkdih Fungsi
Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumaterdatm;

s. pada tanggal 12 November 2008, Ade Raharja ntardana tambahan
untuk operasional Penyidik melalui Ary Muladi sedresRp
400.000.000,-(empat ratus juta rupaih);

t. pada tanggal 13 November 2008, Ary Muladi mealykan dana
tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Ragajah Penyidik
KPK.

Alasan kesembilan adalah, pada sangkaan Pasal @&nghtyndang No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undand® Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jal B288 KUHP, terungkap
fakta-fakta sebagai berikut:

a. Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Suraputkisan
Pimpinan  Komisi Pemberantasan  Korupsi Nomor  Kep-
257/01/V1II/2008, tertanggal 22 Agustus, Perihal:eldPangan
Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widpgm 3 (tiga)
orang Pimpinan PT Masaro Radiokom : Putranefo Aay&go,
Anggono Widjojo, David Angkawijaya, dimana suratlgsangan
bepergian ke luar negeri tersebut didasarkan padat SPerintah
Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/V111/2008, tertaga 14 Agustus
2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih FungsiafWRantai Air
Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tiddl kaitannya
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dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpirfdh Masaro
Radiokom;

Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasarugsi Nomor
Kep-257/01/VI111/2008, tertanggal 22 Agustus 2008riRal: Pelarangan
Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widpgm 3 (tiga)
orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut telatmakea
membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tigahg@rPimpinan
PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke lugenie

ternyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pembssan Korupsi
menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Penmibasan
Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 2Zyustus 2008,
Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri at®anAnggoro
Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Rkdio adalah
dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakamMuladi,
dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Koygsy belum
menerima uang atensi yang sudah dibayar oleh Angduidjojo
melalui Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo) seve Rp
4.150.000.000,- meminta bagian khusus, yakni Amta&ahar dan
Chandra Martha Hamzah;

atas pelarangan bepergian ke luar negeri tats@ada tanggal 10
Oktober 2008 Antasari Azhar menemui Anggoro Widjdj&ingapura
dan meminta atensi sebesar Rp 6.000.000.000,- (em&ar rupiah)
untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;

pada tanggal 10 Februari 2009, Edi Sumarsonterbe dengan
Pemohon bersama Ary Muladi di Gedung Masaro untekyampaikan
perintah Antasari Azhar untuk menyerahkan atensiku@handra M.
Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyaanipi

pada tanggal 13 Februari 2009, Pemohon menkamaluang milik
kakaknya (Anggoro Widjojo) sebagai atensi untuk i@hia M. Hamzah
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiahardabentuk Dollar
Singapura (Sin.$ 124.920), yang kemudian pada &ngg Februari
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2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra Mmiah yang
ditemani oleh Ade Raharja;

g. sehubungan dengan penggeledahan yang dilakokaim Komisi
Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaroiokad
beralamat di JI. Talang Betutu No. 11 A, JakartsaBuPT Masaro
Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakadeah Anggoro
Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada da$gm Residence,
dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Spkin.D
31A/01/V1/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubun&amkara Alih
Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Suera Selatan dan
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Aagdadjojo, dan
3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: PufaAe Prayugo,
Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkatas Surat
Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/200&rtanggal 14
Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara AliflgBiuHutan Pantai
Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telamemaksa
Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohonntuk
memberi/membayarkan uang dengan jumlah sebesar Rp
5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluhajutipiah) kepada
Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupdalm Ary
Muladi.

Alasan kesepuluh yaitu, pelarangan bepergian keriageri oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan rekaydakabdan merupakan
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Ranpi Komisi
Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hdkmgan alasan:

a. sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b UAdadigng No. 30

Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanalgas
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagairdanaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢, Komisi Pemberantasan Korupsi beanwg:

b. memerintahkan kepada instansi yang terkaitkumielarang seseorang

berpergian ke luar negeri;
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c. berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undamdghbip No. 30 Tahun
2002 tersebut di atas secara tegas mengatur balelaamgan
bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KRKabila KPK
sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan pertam terhadap
seseorang;

d. ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa eadgal 22 Agustus
2008, KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, mBkgn maupun
penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tigang Pengurus PT
Masaro Radiokom : 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Amggd/idjojo, dan
3. David Angkawijaya.

Kesebelas, terhadap penyidikan yang dilakukan oteak Kepolisian

(Termohon Il) atas nama Tersangka Chandra M. HarseBhgaimana Berkas
Perkara  Hasil Penyidikan  Bareskrim  Mabes Polri  NO:P
BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktobe®d0®, atas nama
Tersangka Chandra Martha Hamzah, Termohon | telahyatakan “Berkas
Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478MH.3/11/2009, Perihal:
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Rid@orupsi Atas Nama
Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, terh@ggNovember 2009.

Keduabelas, terhadap penyidikan yang dilakukan dlelmohon Il atas
nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimamkaB Perkara Hasil
Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.1/2009/PIDKOR &
WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama TersaBgka Samad Rianto,
Termohon | telah menyatakan “Berkas Sudah LengKBp21) melalui Surat
Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahudasil Penyidikan
Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangkdbit Samad Rianto
sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009.

Ketigabelas, selama proses pemeriksaan sehubueggar dugaan tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hurufdangnaUndang No. 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undan@® Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danR#sal 23 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubalarngdj-Undang No. 20
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Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanapKiojo Pasal 421
KUHP yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamdan Dr. Bibit
Samad Rianto, khususnya pasca penetapan ChandthaMémmzah dan Dr.
Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakujampenahanan terhadap
Tersangka Chandra Martha Hamzah, sebagaimana Beriatah Penahanan
No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor & WCC, tertangg@al Oktober 2009 dan
terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sebag@mSurat Perintah
Penahanan No.Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & W&@ahggal 29 Oktober
2009, telah memicu reaksi yang pro dan kontra dafaasyarakat yang
berakibat timbulnya berbagai demonstrasi dari lgba&lemen masyarakat,
baik yang pro maupun yang kontra serta timbulnydemaan pendapat dalam
masyarakat, baik oleh tokoh masyarakat maupunpegbat-pejabat Negara.

Keempatbelas, dengan adanya reaksi yang pro darirakamalam
masyarakat sehubungan penetapan Chandra MarthaaHadan Dr. Bibit
Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannyeghpean terhadap kedua
Tersangka, pada tanggal 2 November 2009 PresidpnbRle Indonesia telah
membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Prddekum Atas Kasus
Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yangugeg untuk mencari
dan mengumpulkan fakta-fakta sehubungan dengareprbekum Chandra
Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto serta kolan evaluasi terhadap
fakta-fakta  tersebut untuk dibuatkan  kesimpulan gyanakan
dilaporkan/diserahkan kepada Presiden RI.

Kelimabelas, pada tanggal 16 November 2009, Tidependen Verifikasi
Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. HanemaBibit S. Rianto,
telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal Menmmer 2009 telah
menyerahkan laporan/kesimpulannya dalam bentuk ntekdasi kepada
Presiden RI yang salah satu isi rekomendasinya nanfiresiden RI untuk
menghentikan proses hukum Chandra M. Hamzah dah&imad Rianto.

Keenambelas, untuk merespon rekomendasi Tim Indigperverifikasi
Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. HanemaBibit S. Rianto,

pada tanggal 23 November 2009, Presdien Rl mendreskran sebagaimana
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disampaikan dalam pidato di istana yang disiarkemgdung oleh berbagai
media elektronik (TV nasional), dan dimuat dalambbgai media cetak pada
tanggal 24 November 2009 yang pada pokoknya mekgmatdbahwa oleh

karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih bakny dapat ditempuh adalah,
pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak membawa kasuske Pengadilan,

dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan” (H&gputar Indonesia,
Selasa 24 November 2009, halaman 9, kolom 3 dpardgraph 10).

Ketujuhbelas, untuk menyikapi pidato Presiden taxsdermohon | telah
mengambil sikap dan langkah untuk tidak membaw&kagpar Chandra M.
Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan dengamgeluarkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Kietpan Penghentian
Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, teytmh 1 Desember 2009,
atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketet®saghentian
Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, teggah 1 Desember 2009,
atas nama Dr. Bibit Samad Rianto.

Kedelapanbelas, adapun alasan Termohon | menarb8kisat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.20009, tertanggal 1
Desember 2009, atas nama Chandra Martha HamzalSdat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.2009, tertanggal 1
Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianttaladdengan alasan
yuridis dan alasan sosiologis.

Kesembilanbelas, adapun alasan yuridis dari Termdhadalah bahwa
perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah mememulosan delik yang
disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang3doTahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 2angadndang No.31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jsaP421 KUHP,
namun karena dipandang Tersangka tidak menyadapalayang akan timbul
atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut diarggdayang wajar dalam
rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengihgat tersebut
sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahul@igh. karena itu baginya

dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.
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Keduapuluh, dalam Surat Ketetapan Penghentian Réaon (SKPP)
perkara atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah ié#n3amad Rianto
memuat alasan yuridis dan alasan sosiologis sebdgsar penghentian
penuntutan, yaitu secara yuridis perkara atas nahaandra M. Hamzah dan
Bibit Samad Rianto ditutup demi hukum, karena aladangan pembenar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi
keterpaduan/keharmonisan lembaga penegak hukunpaatangan perkara
dimaksud.

Keduapuluhsatu, secara umum alasan pembenar dratikhwa perbuatan
Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidaamun sifat melawan
hukumnya perbuatan dihapuskan sehingga perbuataebte dibenarkan.
Dalam hubungannya dengan Pasal 50 adalah bahwePpadb50 KUHP sifat
melawan hukum bagi pembuat dapat dihapuskan apegdiédla melaksanakan
ketentuan undang-undang dengan memenuhi syaratlfdprosedural) dan
syarat materiil (didasarkan atas alasan yang sahaséetentuan undang-
undang).

Keduapuluhdua, untuk sangkaan Pasal 12 huruf engndadang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 iten fakta-fakta
sebagai berikut:

a. KPK Dberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nprin. Dik
31A/01/V1/2008, tanggal 30 Juni 2008, memerintahkamtuk
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidanapsbrsehubungan
permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkagaseproses Alih
Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumaterat@al yang diduga
dilakukan Tersangka H.M. Yusuf Erwin Faishal,

b. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terseénsiangka Chandra M.
Hamzah dengan persetujuan Tersangka Bibit SamadntdRia
menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan terhadapMBsaro
Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse ,156Mhah
Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada diydenResidence,
padahal PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korpalatitidak
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terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakgrada H. M Yusuf
Erwin Faishal;

Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samadnt®igatut
mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Pemyidilo. Sprin.Dik-
31A/01/V1/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Pexkatih Fungsi

Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumaterdafe dengan
Tersangka Yusuf Erwin Faishal secara teknis yuriidak ada
hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT MasardidRam,

akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tgab30 Juni 2008,
tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan NPdsaro
Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit &laRianto
dengan sengaja tetap melakukan penggeledahan dyitepe terhadap
PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, iRerste 1560,
rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang bedadsenayan
Residence;

KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan N@rinS Dik-

31B/01/V111/2008, tanggal 14 Agustus 2008, memetnkan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidanapsorsehubungan
pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tgrada Yusuf
Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsianutindung Pantai
Air Telang Sumatera Selatan;

berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan [S@rin.Dik-

31B/01/V11/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Tersandkhandra M.
Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan tSkiegputusan
Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal Z%justus
2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Neggsirsama Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;

Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit SamadntRigpatut
mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Pemyidido. Sprin.Dik-
31B/01/V111/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentargkpara pemberian

sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada YHswfn Faishal
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terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindungt&aAir Telang

Sumatera Selatan secara teknis yuridis tidak atlarfgannya dengan

Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro R&dm, akan

tetapi walaupun Sprin.Dik-31B/01/V111/2008, tangdal Agustus 2008,

tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo déigad) Pimpinan

PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah Ribi

Samad Rianto dengan sengaja tetap menerbitkan &@ptitusan

Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/V111/2008, tanggal 2&gustus

2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Neggsirsama Anggoro

Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom.

Keduapuluhtiga, untuk sangkaan Pasal 23 Undang+unde. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo PasalKIZHP, ditemukan
fakta-fakta:

a. Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Suegiutdsan
Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VI111/2008, tanggal 2Zustus
2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Nedg@s aama
Anggoro Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada SResintah
Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/V111/2008, tangga¥ Agustus
2008, atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal;

b. Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro R&dm tidak
terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakarpada
Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sggamemaksa
terbatasinya kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 PiempiPT
Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar meger

Keduapuluhempat, berdasarkan fakta-fakta tersebngigunaan Pasal 50
KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tkesa@pandra M.
Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak benaniea

a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Unddmg31l Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbugtara
Tersangka tidak dapat dikategorikan melaksanakaangrundang

karena:
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1. para Tersangka melakukan penggeledahan PT riMasa
Radiokom dan pelarangan bepergian ke luar neges at
nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masar
Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah P&awidi
peristiwva pidana lain, adalah merupakan cacad forma
Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpin&T
Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwaapa
kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjungi-A
Api Sumatera Selatan, sehingga hal tersebut adaahd
materiil;

2. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit SdRmeauto
dalam melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT
Masaro Radiokom beralamat di JI. Talang Betutu NoA,
Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, PenthouseaKa
1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga
anaknya yang berada di Senayan Residence padat&8yg
Juli 2008, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan
No.Sprin.Dah.-33/01/VIl/2008 tertanggal 15 Juli 800
adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yafakiber
yakni Pasal 32 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk
kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan
penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau
penggeledahan badan menurut tata cara yang ditantuk
dalam undang-undang ini, karena pada tanggal 22008
KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Angg
Widjojo dan PT Masaro Radiokom;

3. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit 8aRmanto
dalam melakukan penyitaan atas barang-barang dat- su
surat dari Kantor PT Masaro Radiokom beralamatIdi J
Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro
Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakattamah
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Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada diy®en
Residence pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bemtgarta
dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undan@®o.
Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa atas dasar dugaan
yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, péayid
dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pergadil
negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya;

4. penyitaan tersebut dikatakan bertentangan deRgaal 47
ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah &aren
pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakuka
penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masar
Radiokom:;

5. atas Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-
31B/01/VII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, telah
dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan miampi
KPK Nomor Kep-257/01/V111/2008, tanggal 22 Agustus
2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Neges a
nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masar
Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Fimap
PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiveaipa
dalam Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-
31B/VIII/2008, sehingga akibat penggeledahan teahadT
Masaro Radiokom/PT Masaro Korporatindo dan pelaaang
bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjgo &
(tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom telah memaksa
Anggoro Widjojo melalui Pemohon memberi atau
membayar kepada Ary Muladi Sejumlah uang Rp
5.150.000.000,- untuk para pejabat KPK lainnya;

b. untuk sangkaan pasal 23 Undang-Undang NdaBin 1999 jo.
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Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 Klji¢Rbuatan
Tersangka Chandra M. Hamzah tidak dapat dikategorik
melaksanakan undang-undang karena:

1. tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surautkisan
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Aaggo
Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokorangian
menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwar@kasus
Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api
Sumatera Selatan;

2. tersangka Chandra M. Hamzah yang menggunakamat S
Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih gsirHutan
Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatdalah
merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Walgan 3
(tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terka@ngan
peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Aalang
Tanjung Api-Api Sumatera Selatan hal tersebut meap
cacad materiil;

perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibita8aRianto dalam

melakukan pelarangan bepergian keluar negeri tefhaéinggoro

Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Rkdm: 1.

Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3.vida

Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surapitusan

No.KEP.257/01/VI111/2008, tentang Pelarangan Bemargke Luar

Negeri adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayaUr{tiang-

Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwamdal

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan danungetan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c¢, Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahlegrada

instansi yang terkait untuk melarang seseorangrgepe ke luar

negeri;
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d. berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Undiarmadpng No. 30
Tahun 2002 tersebut di atas, Undang-Undang séegaa mengatur
bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapakutidn oleh
KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikanymbkan dan
penuntutan terhadap seseorang;

e. ternyata dan berdasarkan fakta hukum, balaga f@anggal
22 Agustus 2008 KPK tidak sedang melakukan pédigah,
penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjdan 3
(tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Pef@nA.
Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawga

f. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit SaRiadto dalam
melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelararg@aerdian ke
luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tigegmy Pimpinan
PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah setgéu
dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Tel&agjung Api-
api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannygadeknggoro
Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Rkdiu;

g. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit SaRiacto dalam
melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelararg@ardian ke
luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tigegmy Pimpinan
PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungaradePerkara
Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-apumatera
Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggad@j¢/dan
3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalahgédn
maksud untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojotukn
menyelesaikan permasalahan yang dibuat-buat (re&ayarsebut,
karena permintaan uang tersebut disertai dengaanat akan
ditetapkan sebagai Tersangka dan dihancurkan saplignis
Anggoro Widjojo, sehingga dengan berat hati Anggwvaljojo
terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 5.150.000.(006a

milyar seratus lima puluh juta rupiah) melalui Auladi, dimana
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perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal a2 (eutUndang-
Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubadang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasam@aK iAlana
Korupsi.

Keduapuluhlima, adapun alasan menurut ketentuanngang-undangan
yang berlaku untuk melakukan penghentian penuntatas suatu perkara
ditemukan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHARgymenyebutkan bahwa
dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghlemplkenuntutan karena
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terseleutyata bukan merupakan
tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, parilwumum menuangkan
hal tersebut dalam surat ketetapan.

Keduapuluhenam, perkara Chandra M. Hamzah dant Bdamnad Rianto,
Penuntut Umum tidak dapat menghentikan penuntunnyengan
menggunakan dasar hukum bahwa perkara ditutup dekum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAPgyarengatur tentang
alasan penghentian penuntutan, dimana alasan persgh@enuntutan adalah
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiveseteut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup derkumm dengan beberapa
alasan.

Alasan pertama, perkara yang bersangkutan tidakpumeyai pembuktian
yang cukup, sehingga apabila perkaranya diajukgrekgadilan, diduga keras
Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas aladamada yang didakwakan
tidak terbukti. Maka, untuk menghindari putusan pebasan yang demikian,
akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentik@nuntutannya.
Dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samadt®ialasan tersebut
tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Suratetapan Penghentian
Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, teytmh 1 Desember 2009,
atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketet&saghentian
Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, teggah 1 Desember 2009,
atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon | tel@nyatakan bahwa

perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi rumudaik yang
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disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang3doTahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 2angpdndang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 gaP&#1 KUHP.

Alasan kedua, apa yang dituduhkan kepada Terdalensdiigka bukan
merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggasehingga apabila
Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disaagka&enyidik
terhadap Terdakwa/Tersangka bukan merupakan tipikna kejahatan atau
pelanggaran, maka Penuntut Umum lebih baik menikaentpenuntutan
tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan dangipengadilan bukan
merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggam@aka pada prinsipnya
Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntotgmom (ontslag van
alle rechtvervolging). Dalam perkara Chandra M. Hamdan Bibit Samad
Rianto alasan kedua tersebut tidak dapat ditekai@na faktanya dalam Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-014At1/12/2009,
tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Makdimzah dan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-024AL1/12/2009,
tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibita8aRianto, Termohon |
telah menyatakan bahwa pasal yang disangkakanhad®daal 12 huruf e
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang2®oTahun 2001
maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1989M¢ang-Undang No.
20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang merupakanhk&ga dan oleh
Termohon | telah menyatakan bahwa rumusan deldebert telah terpenuhi.

Alasan Ketiga, penghentian penuntutan adalah aaarderkara ditutup
demi hukum atau set aside, yaitu bahwa tindak pidang didakwa kepada
Terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskantdatutan atau dakwaan dan
perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atdnemtikan pemeriksaannya
pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yamgyebabkan suatu
perkara ditutup demi hukum, adalah atas dasar:

a. karena tersangka/terdakwa meninggal duniay yaiabila terdakwa

meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukumdakan

penuntutan harus dihentikan. Hal ini sesuai deragas hukum yang
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dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanygatda
dipertanggungjawabkan kepada orang yang melaku&adirs tindak
pidana tersebut. Dengan demikian, apabila pelakah teneninggal
dunia/lenyap, maka dengan sendirinya pertanggurajaw atas tindak
pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggundpiana lagi oleh
yang bersangkutan. Dan pertanggungjawaban itu tickdpat
dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdalatau kepada
orang lain (vide: Pasal 77 KUHAP). Ternyata dalaenkpra Chandra
M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidaat diterima
karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianekselersangka
masih hidup;

atas alasanebis in idem, yaitu menegaskan tidak boleh menuntut dan
menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pi#epehatan atau
pelanggaran yang sama. Seseorang hanya boleh dihsikiw kali saja
atas suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggar@m sama. Oleh
karena itu, apabila penuntut umum menerima berkasepksaan dari
penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilkiin ternyata apa
yang disangkakan kepada tersangka adalah perigiil@aaa yang sudah
pernah dituntut dan telah diputus oleh hakim dalsuatu sidang
pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatékum tetap,
maka penuntut umum harus menutup/menghentikan [lksaan
perkara demi hukum (vide: Pasal 76 KUHP). Dalankaer Chandra
M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidaat diterima
karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riantanbgbernah
diadili;

terhadap perkara yang hendak dituntut oleh mebwmum ternyata
telah kedaluwarsa, yaitu sebagaimana yang diatand®asal 78 s/d
Pasal 80 KUHAP. Dalam perkara Chandra M. Hamzah Hdot
Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karendak pidana
yang disangkakan belum kedaluwarsa penuntutanngaaise&lengan
Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP.
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Keduapuluhtujuh, bahwa Termohon | dalam menerbitamat Ketetapan

Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketefapamentian Penuntutan
Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Daser 2009, atas nama
Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan PenghdPénuntutan Nomor
TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desemif®®92 atas nama Dr. Bibit
Samad Rianto, selain menggunakan alasan yurides enggunakan alasan
sosiologis, yaitu sebagai berikut:

a. adanya suasana kebatinan yang berkembanghsaambuat perkara
tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karést@h banyak
mudharat dari pada manfaatnya;

b. untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembagzega& hukum
(Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupdglam
menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupbagsai alasan
doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;

c. masyarakat memandang perbuatan yang dilakukanrersangka tidak
layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersandleaena
perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanalgas dan
wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang erhgmn
terobosan-terobosan hukum.

Keduapuluhdelapan, alasan penghentian penuntupat dlilakukan oleh
Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan P&&alyat (2) huruf a
KUHAP adalah tidak mengenal alasan sosiologis.

Keduapuluhsembilan, penghentian penuntutan dersgasan sosiologis
sebagaimana termaksud dalam Surat Ketetapan PeigheRenuntutan
Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Daser 2009, atas nama
Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan PenghdPénuntutan Nomor
TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desemi®®92 atas nama Dr. Bibit
Samad Rianto, yang dikeluarkan oleh Termohon ktdigpat dijadikan alasan
hukum untuk "menutup perkara demi hukum” berdasafRasal 140 ayat (2)
huruf a KUHAP.
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Ketigapuluh, dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP teitdgaskan bahwa
yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tetakasuk penyampingan
perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewgdaksa Agung.

Ketigapuluhsatu, alasan sosiologis sebagai dasémkumenghentikan
penuntutan adalah dengan cara mengesampingkanrgeat&mi kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huridndang-Undang No.
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indongaiey menyebutkan
bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang esemg@ingkan
perkara demi kepentingan umum, dan dipertegas d&anjelasan Pasal 35
huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentamjakSaan Republik
Indonesia yang menyatakan bahwa yang dimaksud dekeggentingan umum
adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atautikga@nmasyarakat luas.

Ketigapuluhdua, mengesampingkan perkara sebagaidiareksud dalam
ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaaropsrtunitas, yang hanya
dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah mempkamaiaran dan pendapat
dari badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyaingan dengan
masalah tersebut.

Ketigapuluhtiga, alasan sosiologis Termohon | mal@enerbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimanauedietias hanya dikenal
dalam upaya penghentian penuntutan dengan pengpmgan (deponering)
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang 1HoTahun 1961
(sekarang Pasal 32 huruf e Undang-Undang No. 5 mmdi91) (lihat: M.
Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan demapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakarepidah, April 2008,
Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436).

Ketigapuluhempat, bahwa alasan yuridis dan alasasiologis yang
dikemukakan Termohon | tersebut di atas, tidak dagadikan alasan bagi
Termohon | untuk menghentikan penuntutan terhadepahgka Chandra
Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, sehinggduatan Termohon |
yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian RéanntNomor TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 20fifs nama Chandra
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Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian ReannNomor TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2@28s nama Dr. Bibit
Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawamhuk
Ketigapuluhlima, bahwa meskipun alasan yuridis @asan sosiologis
yang dikemukakan oleh Termohon | tersebut di atdsktdapat dijadikan
alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap AgkaaChandra Martha
Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, akan tetapi mpeskTermohon Il yang
melakukan pemeriksaan terhadap perkara terselali teenyatakan bahwa
perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsue yietig disangkakan
sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bamedkiabes Polri No.
Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oker 2009, atas nama
Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Pettasd Penyidikan
Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDR@ WCC, tertanggal
9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. Bibit SaR&hto, dan oleh
Termohon | Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareshkriabes Polri No. Pol.:
BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktobe@0®, atas nama
Tersangka Chandra Martha Hamzah tersebut telatat@dikgn “Berkas Sudah
Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/At1¥2009, Perihal:
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Rid&orupsi Atas Nama
Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap terth@dgovember 2009
dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samatddrs&ebagaimana Berkas
Perkara Hasil Penyidikan  Bareskrim Mabes Polri  NdPol.:
BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktobe@0®, atas nama
Tersangka Bibit Samad Rianto, juga telah dinyatdBankas Sudah Lengkap”
(P-21), namun Termohon Il tidak melakukan upaya unuksama sekali,
sehingga perbuatan Termohon Il tersebut adalaluperb melawan hukum.
Ketigapuluhenam, dengan dibuktikannya perbuatarm@kon | dalam
menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian PenuntUtemmor TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 20Qfiis nama Chandra
Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian ReannNomor TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2@28s nama Dr. Bibit
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Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawarumhukmaka
penghentian penuntutan tersebut adalah tidak sesérasehukum, sehingga
perkara atas nama Tersangka Chandra Martha Hanetslyamana Berkas
Perkara Hasil Penyidikan Termohon Il No. Pol.: BR8X/2009/PIDKOR &
WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersa@fkandra Martha
Hamzah yang telah dinyatakan “Berkas Sudah Lengkép21) oleh
Termohon | melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/1020 Perihal:
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Rideorupsi Atas Nama
Tersangka Chandra Martha Hamzah sudah lengkamdedh 24 November
2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit &d®mnto sebagaimana
Berkas Perkara Hasil Penyidikan  Termohon Il No. .:Pol
BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktobe®0®, atas nama
Tersangka Bibit Samad Rianto juga telah dinyatéBarkas Sudah Lengkap”
(P-21) oleh Termohon | melalui Surat Nomor R-482/R.1/11/2009, Perihal:
Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Rid@orupsi Atas Nama
Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkamartggal 26 November
2009 harus dilimpahkan ke pengadilan.
Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian Pemddeebut di atas,
Anggodo Wijojo mohon kepada Ketua Pengadilan Nedgkarta Selatan Cq.
Hakim Tunggal pada tingkat pemeriksaan praperadiamntuk memutuskan:
1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selyaghn
2. menyatakan perbuatan Termohon | yang menerbiSwatKetetapan
Penghentian ~ Penuntutan  Nomor  TAP-01/0.1.14/Ft.20009,
tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra &Edmzah dan
Surat  Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor  TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2@0® nama Bibit
Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawamhuk

3. menyatakan perbuatan Termohon Il yang tidakakuian upaya
hukum atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pengirerfienuntutan
Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Daser 2009, atas
nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan h&wetmen
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Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, teytah 1 Desember
2009, atas nama Bibit Samad Rianto oleh Termohomadalah
merupakan perbuatan melawan hukum;

4. menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Peaonfdomor TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 208&s nama
Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohastalah tidak sah
secara hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Peaonfdomor TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2@08 nama Bibit
Samad Rianto yang diterbitkan Termohon | adalabktidah secara
hukum dengan segala akibat hukumnya,

6. memerintahkan Termohon | untuk melimpahkan g@erkChandra
Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana BerkasaBeitasil
Penyidikan Termohon Il No. Pol.: BP/B.09/X/2009/RIDR & WCC,
tertanggal 2 Oktober 2009;

7. memerintahkan Termohon | untuk melimpahkan @erkBibit Samad
Rianto ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkarih Prsyidikan
Termohon Il No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WC€rtanggal 9
Oktober 2009;

8. memerintahkan agar Termohon Il agar tundukpddah terhadap isi
putusan ini;

9. menetapkan dan membebankan biaya yang tinatbautndperkara ini
kepada Negara; atau apabila Pengadilan Negeri tdakaiatan Caq.
Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yseaglil-adilnya

(ex aequo et bono).

4.3. Analisis Yuridis
Analisis yuridis ini hendak menjawab dua pokok npasalahan, yaitu,
pertama, siapakah yang disebut pihak ketiga yaniepentingan dalam

Praperadilan di Indonesia. Pokok permasalahan kadalah apakah Anggodo
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Widjojo dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yagidsdpentingan (studi kasus
putusan Nomor: 4/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel).

4.3.1. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan di Indoenesia

Merujuk kepada berbagai pendapat pakar hukum @apabai peraturan
perundangan, maka dapat diperoleh pemahaman tesitgpay yang dimaksud
dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam peynen praperadilan
sesuai dengan KUHAP. Terdapat dua cara memahamnataafsirkan istilah
pihak ketiga tersebut, yaitu penafsiran secara geifpgenafsiran secara
restriktif) dan penafsiran yang diperluas (penafssecara ekstensif).

Pertama, penafsiran restriktif, yaitu penafsiramg/ mempersempit istilah
atau pengertian dalam pasal-pasal dalam undangigndaDengan
menggunakan metode penafsiran restriktif, istilaihalp ketiga yang
berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalaal BasKUHAP dapat
ditafsirkan terbatas pada saksi korban tindak @detau orang yang dirugikan
secara langsung.

Kedua, penafsiran yang diperluas (penafsiran ekgje yaitu penafsiran
yang memperluas makna suatu istilah. Dengan megignn metode
penafsiran ini, istilah pihak ketiga yang berkepeyan dalam Pasal 80
KUHAP tidak terbatas pada saksi korban dan oramyp y@irugikan secara
langsung, melainkan meluas kepada masyarakat Rexsgan demikian jika
suatu perkara pidana sangat menyangkut dan merugiesyarakat umum,
masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentirdmrat mengajukan
permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidalemghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan.

Pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpsésin secara luas,
karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidangamghut kepentingan
umum. Kalau dihubungkan dengan pengawasan dalam erpesiaan
pendahuluan, maka tujuan mempraperadilankan pehghepenyidikan atau
penuntutan adalah untuk mengawasi adanya kemumgkikeliruan maupun
kesewenangan atas penghentian itu secara horizoBtl dilihat dari
kehendak pembuat undang-undategiélative purpose) dan kehendak publik
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(public purpose), maka yang dapat bertindak sebagai pihak ketigagy
berkepentingan haruslah mencakup masyarakat deeata

Manfaat dari penafsiran serta penerapan pihak &g berkepentingan
secara luas adalah untuk mengawasi penghentianidgery maupun
penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umDadam praktek
praperadilan saat ini, hakim praperadilan hanya enésea syarat formil dari
suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dagiaupaksa tersebut juga harus
diperhatikan. Misalnya, jika seseorang ditahan &sackan perkara penipuan
(Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanardél sah, maka hakim
akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah unti&kukan penahanan
kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan PasdJ2AP. Tetapi karena
Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butivaka hakim praperadilan
dapat menyatakan bahwa tuntutan ditolak. Hakim ktigaenilai apakah
tersangka atau terdakwa yang diduga keras benar-ba&e alasan yang
konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatirasetaut semata-mata
merupakan urusan penilaian subyektif pihak penymlitu penuntut umum.
Dengan perkataan lain menyerahkan semata-mata &epald diskresi dari
pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya mashbring terjadi
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilaknlkh para aparat
penegak hukum. Pengawasan oleh praperadilan bekeaskewenangannya
pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kabmmya dari upaya
paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan pdedgean, penyitaan dan
pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidakasljgh dalam KUHAP,
sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang dreamng memeriksanya
apabila terjadi pelanggaran.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensiBrupakan metode
penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsidtdah pihak ketiga
yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonbsralasarkan Pasal 80
KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan perafsyang lebih tepat
dalam rangka melindungi hak asasi manusia yangrgksit perkara pidana,

dimana perlindungan terhadap hak asasi manusigpadan tujuan utama dari
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lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang sempplak cukup memberi
ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasandgbenegakan hak asasi
manusia dalam proses peradilan pidana atau dalasgakan hukum pidana.
Penafsiran yang sempit justru memberi peluang baglisi dan jaksa

melakukan ketidakcermatan hukum bahkan penyelewemgieum.

4.3.2. Kedudukan hukum pihak ketiga dalam Praperadilan mengenai
SK PP Bibit-Chandra yang diajukan oleh Anggodo Widjojo
Sebagaimana kita telah ketahui dari pembahasanlugseiga, bahwa
hingga saat ini belum terdapat suatu pengertiary yaku mengenai pihak
ketiga di dalam peradilan di Indonesia, terutanmardgpengaturan yang ada di
dalam KUHAP. Dalam pembahasan subbab ini akan adilimengenai
pandangan masing-masing pihak dalam hal ini Anggselmagai pemohon
praperadilan, Kejaksaan Agung Republik Indones@ &ejaksaan Tinggi
DKI Jakarta c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Selagéhagal pihak termohon |1,
sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan dan diaamdkah Anggodo
Wijojo memang memiliki kompetensi sebagai pihakdetalam praperadilan

tersebut.

4.3.2.1. Pihak Ketiga menurut Anggodo Widjojo

Dalam mengajukan Permohon Praperadilan, Anggodo djoyui
memposisikan dirinyaaks korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
Anggodo mendasarkan dalilnya pada Pasal 80 KUHAR) yaenyebutkan
bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidalswgu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan olehigdngtau penuntut umum
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketngadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya.

Selain itu Anggodo dalam mengajukan daliinya méipgpendapat pakar
hukum M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa ptxam untuk
memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian pgaardapat diajukan oleh
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pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi kortiadak pidana serta
pelapor®®

Pada kasus tersebut, Anggodo mengidentifikasisdibagai saksi korban
sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidamaps$i, yaitu yang
disangka dilakukan oleh Bibit Samad Riadi dan @narM.Hamzah, dengan
melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor Tahun 1999
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2Q@nT&001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersgimg menyebutkan
bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara glangan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaedawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa sgseokamberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran deogamgan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Selain itu Anggodo dalam daliinya mengatakan teksinjadi juga
pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Norfhofeédhun 1999
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2@nr&001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebubledhwa dalam
perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuagaebana dimaksud dalam
Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, P&@altdu Pasal 430 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidagw@jara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enanyratan atau denda paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupialgndpaling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jo. Pagdl KUHP yang menyebutkan
bahwa pegawai negeri yang dengan sewenang-wenamgkaekekuasaannya
memaksa orang untuk membuat, tidak membuat ataubragtan barang
sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tktapan bulan.

Anggodo Widjojo sebagai Pemohon Praperadilan mengitkasikan diri
sebagai saksi korban sehubungan dengan pemerigsagidikan terhadap

dirinya yang dilakukan oleh Kepolisian berkaitanngen tindak pidana

% M. Yahya Harahap, S.H., 200Bembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Pemeriksaan Sdang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan
Kelima, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta), hal. 11
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sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Untkmgng Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang NorfoiTéhun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danR#sal 23 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilratang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinadn®iKorupsi jo. Pasal
421 KUHP diduga dilakukan oleh Tersangka ChandratidaHamzah dan
Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan Anggodo, dapasidipulkan bahwa
Anggodo menggunakan penafsiran yang diperluas fgiesna ekstensif),
sehingga dapat memposisikan dirinya sebagai pihaiigk yang
berkepentingan untuk mengajukan permohonan praifsrad Anggodo
memposisikan diri sebagai saksi korban dalam dugagdinya tindak pidana
korupsi oleh Bibit-Chandra.

4.3.2.2. Pihak ketiga menurut pihak Kejaksaan

Berikut akan dipaparkan pendapat atau dalil J&esauntut Umum dalam
keseluruhan tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalksepsi di Permohonan
Praperadilan, Jaksa berpendapat bahwa di dalam ngddadang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangg&igaiUndang-undang
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undarapigrido. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, taldé satu pun yang
menjelaskan adanysaks korban dalam penanganan perkara tindak pidana
korupsi. Jadi dengan demikian Anggodo sebagai Peméhmaperadilan tidak
memiliki hak gugatlegal standing terhadap Penerbitan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bilmad®&ianto dan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tessdbhg&ndra Martha
Hamzah yang dikeluarkan oleh Jaksa. Yang dikenaydlahperan serta dari
masyarakat sesuai dengan Pasal 41 sebagai berikut:

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan infarm@anya dugaan

telah terjadi tindak pidana korupsi;
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b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam menoaimperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadiak pidana
korupsi kepada penegak hukum yang menangani petikalak pidana
korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secarandggungjawab
kepada penegak hukum yang menangani perkara tpidaka korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaatantg laporannya
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktungodama 30
(tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalamrhelaksanakan
haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b ddancdiminta
hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dasiding pengadilan
sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli seRrman ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan berpendapat bahwa Anggodo sebagai Penfaperadilan
adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pyekg berhak untuk
mengajukan Permohonan Praperadilan atau tidak msyaphak gugategal
standing. Bagi Jaksa, Anggodo sebagai Pemohon Praperadikan termasuk
kategori Pihak ketiga yang berkepentingan sebagamgang dimaksud
ketentuan Pasal 80 KUHAP, dimana KUHAP mengartigdrak ketiga yang
berkepentingan hanya terbatas pada saksi korbamealapor saja.

Selanjutnya Jaksa mendalilkan bahwa Undang-Undam@INTahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo mipdadang No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang3Nolahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakgenal istilah saksi
korban. Jadi Anggodo sebagai Pemohon praperadilan tidaRilikehak gugat
legal standing terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentiannigan
atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Suregtapan Penghentian
Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hayanghdikeluarkan

oleh Jaksa.
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Dalam Peninjauan Kembali, Jaksa berpendapat batpadila seluruh
lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengarasas hukum yang
berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis penabagukum publik, maka
tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang bpdatingan sebagaimana
dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atagdieya suatu
kejahatan. Bagi Jaksa, pihak yang berkepentingamdhanya dapat dimaknai
negara atau pihak pelapor atas terjadinya tinddlna, terlebih lagi dalam
tindak pidana korupsi;

Selain itu Jaksa juga berpendapat bahwa di daladatny-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidang&igauUndang-undang
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undarggrido. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, taldé satu pun yang
menjelaskan adanya saksi korban dalam penangaréargdindak pidana
korupsi. Dengan demikian Jaksa menolak dalil yamaguklan Anggodo yang
mengidentifikasikan dirinya sebagai saksi korbardasarkan Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Jaksa mendalilkan bahwa tindak pidamapsi sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jmddug-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindaln®i Korupsi
merupakan bagian hukum pidana yang dalam pembagiaum dikategorikan
sebagai hukum publik. Jaksa mengutip pendapat Jamnilink dalam
bukunya “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasgdenéing dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan PadananajamdKitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” yang ditegitoleh PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2003 hal. 5, mergratak

Hukum Pidana merupakan bagian hukum publik yang geban
tugas melaksanakan jus puniendi adalah Openbaast®tifOM) yang
mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuakurnuadalah
tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terggi@ranya
kehidupan bersama antar manusia tatkala persoaatdalah benturan
kepentingan antara pihak yang melanggar norma dekegpentingan
masyarakat umum. Karena itu, karakter publik darkum pidana
justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapaddi@Enya suatu
perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap addipekgperbuatan
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tersebut terjadi seijin atau dengan persetujuamgotarhadap siapa
perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam kesenbahwa proses
penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendh&kpyang menderita
kerugian akibat perbuatan itu;

Berdasarkan pendapat diatas, Jaksa mendalilkan ab&egara filosofis
hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik &dtddepas dari korban
kejahatan atau pihak yang menderita kerugian seb&deat dari adanya suatu
perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepgsti korban telah
terserap/terwakili oleh negara sebagai represei@si kepentingan umum.
Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bukandkumembela korban
dari suatu kejahatan, tetapi membela suatu tediuin yang memungkinkan
terselenggaranya kehidupan bersama antar mantlsaatpersoalannya adalah
benturan kepentingan antara pihak yang melangganandengan kepentingan
masyarakat umum.

Selanjutnya, timbul pertanyaan tentang apakahkpk@ban kejahatan
dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepgatinsebagaimana dimaksud
Pasal 80 KUHAP. Untuk menjawab pertanyaan ini dpakeluruh lembaga
pelaksana undang-undang konsisten dengan asaswalsas yang berlaku,
khususnya mengenai dasar filosofis pembagian husuiniik, maka tidaklah
mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingsebagaimana
dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atagmdieaya suatu
kejahatan, yang artinya pihak yang berkepentingansini hanya dapat
dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadingak pidana, terlebih lagi
dalam tindak pidana korupsi.

Bagi Jaksa, Anggodo Widjojo hanyalah berkedudulebragai saksi yang
tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tinddena korupsi atas nama
Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samadntdriayang
penyidikannya dilakukan oleh Badan Reserse Krimihdarkas Besar
Kepolisian Republik Indonesia dengan fakta hukunmmiventu memberikan
uang milik Anggoro Widjojo (kakak Anggodo Widjoj&epada Ary Muladi,
sedangkan dalam kasus percobaan penyuapan kepaddr&iMartha Hamzah
dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang penyadikya dilakukan oleh
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjoperkedudukan
sebagai Tersangka.

Dengan demikian meskipun Anggodo Widjojo mempunladudukan
ganda dalam 2 (dua) perkara tersebut, namun kedadyknda yang demikian
itu tidak serta-merta menjadikan Anggodo Widjojgaladinilai sebagai pihak
ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksudl P& KUHAP.
Anggodo Widjojo harus dipandang tidak mempuniggal standing sebagai
Pemohon Praperadilan. Bagi Jaksa, pertimbanganaBiag Negeri Jakarta
Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dretppat Anggodo
Widjojo sebagai korban atau bagian orang yang mek@ban tindak pidana,
merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu keiegliyang nyata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa rR@nuumum
menggunakan metode penafsiran yang sempit (pemafsestriktif). Jaksa
Penuntut umum tetap pada argumentasi bahwa pihakgakeyang
berkepentingan menurut KUHAP adalah pihak-pihak gyesecara tegas
dinyatakan dalam Pasal 80 KUHAP. Pihak ketiga ydregkepentingan
sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 80 Kl#dARh hanya terbatas
pada saksi korban atau pelapor saja. Jaksa Perumtuh menolak Anggodo
sebagai pihak ketiga yang memiliki kapasitas sebaghjek hukum untuk

mengajukan permohonan praperadilan.

4.3.2.3 Pihak ketiga menurut pertimbangan dan kesaunt Hakim
Majelis Hakim Praperadilan dalam putusannya merkaerpertimbangan

terhadap permohonan praperadilan yang diajukan péshohon berdasarkan
Pasal 80 KUHAP jo Pasal 77 a KUHAP. Hakim berpeatidmhwa tidak
benar kalau dalam tindak pidana korupsi tidak aoidbdn. Terdapat korban
dalam tindakan pidana korupsi. Tindak pidana karmpsrupakan kejahatan
luar biasa(extra ordinary crime). Umumnya korbannya adalah masyarakat,
karena uang yang diselewengkan adalah uang Nega jyga berarti uang
rakyat. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa madarmasuk perbuatan

pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 )run@dang-undang No.
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20 Tahun 2001. Dalam pemerasan, jelas terdapatakoyla, yaitu yang
diperas. Hakim dengan mendasarkan pada keterarigai®@ Kaligis dan
Chairul Huda maupun Rudy Satrio Mukamtardjo yangdapaintinya
berpendapat bahwa Anggodo sebagai Pemohon Pradpartatimasuk kategori

korban atau bagian dari orang yang menjadi korivaiak pidana.

Majelis Hakim Praperadilan memberikan pertimbangatuk mengartikan
siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga yang perkmgan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP dengan mengetilapat M.Yahya
Harahap, SH., dalam bukunya “Pembahasan dan Peaner&iJHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Ri&hedisi ke dua,
cetakan kelima Nopember 2003, penerbit Sinar Gaafilakarta, hal. 11, yang
menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah daknya suatu
penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yangdpentingan, yaitu saksi

korban tindak pidana serta pelapor.

Selain itu, Hakim berpendapat bahwa berdasarkamEngan penahanan
terhadap pemohon praperadilan (bukti P39 dan FH&epsi poin ke-3 telah
terbukti bahwa Pemohon Praperadilan termasuk kat&goban, karenanya
utamanya dengan berdasarkan Yurisprudensi terd&dmiohon Praperadilan
yang berkaitan / ada kaitannya dengan penerbitdPPSi€rsebut, yaitu karena
telah dilakukan penggeledahan rumah pemohon olek @hRkti P 41) dan
karena dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK, dan&emohon telah
membayarkan sejumlah uang milik Anggoro Wijoyo sabe Rp.
5.150.000.000,- (lima miliar seratus lima puluhajutipiah) kepada pimpinan
dan pejabat KPK melalui Ary Muladi (Bukti P9 dan/)9

Akan tetapi kasus pemerasan tersebut oleh Termdhodihentikan
penuntutannya, sebagaimana bukti P1/T1-10/Tll-15n d@2/TI-5/TlI-7,
sedangkan pemohon tetap diproses sesuai hukum, Peekahon mempunyai
hak gugat/legal standing terhadap penerbitan k&KRP atas nama Chandra
M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto.
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Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpapdt bahwa Pihak
ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dlatam Pasal 80 KUHAP,
apabila kasusnya merupakan tindak pidana korupsj jeas-jelas merupakan
kejahatan luar biasa, karena sangat merugikan genadegara yang akhirnya
akan menyengsarakan masyarakat. Hakim berpedonten Yarisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04/PK/BG0 tanggal 28
Nopember 2001, yang menyatakan bahwa pengertiaak pietiga yang
berkepentingan tidak harus dibatasi pada saksiakodalam peristiwa pidana
yang dirugikan secara langsung, melainkan jugaasuak setiap orang, baik
manusia pribadnaturlijk persoon ataunatural person, maupun badan hukum
rechttelijk persoon ataulegal persoon.

Berdasarkan alasan tersebut secara filosofis hykdana sebagai bagian
dari hukum publik adalah terlepas dari korban kajah atau pihak yang
menderita kerugian sebagai akibat dari adanya qaexhwatan pidana, karena
dalam hukum publik kepentingan korban telah terg&rawakili oleh negara
sebagai representasi dari kepentingan umum. Oleén&aitu, keberadaan
hukum pidana bukanlah untuk membela korban dariuskejahatan, tetapi
membela suatu tertib hukum yang memungkinkan temgegjaranya kehidupan
bersama antar manusia tatkala persoalannya adaaturén kepentingan
antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingssyarakat umum.
Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa apabila dellembaga pelaksana
undang-undang konsisten dengan asas-asas hukumbgalagu, khususnya
mengenai dasar filosofis pembagian hukum publikkanadaklah mungkin
menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan setvage dimaksud Pasal 80
KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatwahaian, artinya pihak

yang berkepentingan di sini hanya dapat dimakngarseatau pihak pelapor
atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi datardak pidana korupsi;

Dengan demikian, Hakim Praperadilan menggunakarafpean yang
diperluas (penafsiran ekstensif), yaitu bahwa tibekar kalau dalam tindak
pidana korupsi tidak ada korban. Tindak pidana psirimerupakan kejahatan

luar biasa extra ordinary crime, dimana umumnya korbannya adalah
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masyarakat. Uang yang diselewengkan adalah uangrilggng juga berarti
uang rakyat. Tindak pidana korupsi itu ada bebema@eam, antara lain
termasuk tindak pidana pemerasan sebagaimana delam Pasal 12 huruf e
Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam tindak @idédo jelas ada
korbannya, yaitu pihak yang diperas.

Bagi Hakim, Anggodo sebagai Pemohohon dapat dikatean sebagai
pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadiyaitu saksi korban
dalam tindak pidana korupsi Bibit-Chandra.

4.3.2.4.Kompetensi Anggodo Widjojo Sebagai Pihakigéeyang Berkepentingan

Setelah memaparkan posisi Anggodo dalam perspdkiiiya sendiri,
perspektif Jaksa Penuntut Umum dan perspektif HaRemgadilan dalam
setiap tingkatan pemeriksaan kasus, yaitu apakaukndalam kategori Pihak
ketiga yang berkepentingan, dapat disetujui camafgegan yang diperluas
(penafsiran ekstensif). Penafsiran diperluas mentbang yang cukup lebar
bagi masyarakat untuk berpartisipasi melakukan @&agan terhadap
pelaksanaan sistim peradilan pidana atau praktekurhuacara pidana,
khususnya tindakan penhentian penyidikan dan petiginegpenuntutan.

Penafsiran diperluas dapat memperkecil kemungkingmjadinya
kekeliruan maupun tindakan kesewenangan oleh pieplolisian dan pihak
kejasaan. sebagai pihak ketiga yang berkepentingamisiah mencakup
masyarakat secara luas. Penafsiran diperluas ateatan mengingat dalam
praktek praperadilan dewasa ini, hakim praperadianya memeriksa syarat
formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat milatari upaya paksa tersebut
juga harus diperhatikan. Penegakan hukum dan keadiikup riskan bila
terlalu besar memberi ruang hak diskresi terhadapyidik atau penuntut
umum. Diskresi yang cukup longgar dapat berakibating terjadi
penyalahgunaan kesewenangan dan kekuasaan yakgkeitaoleh para aparat
penegak hukum.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensi@rupakan metode
penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsidtdah pihak ketiga
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yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonbsra@asarkan Pasal 80
KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan perafsyang lebih tepat
dalam rangka melindungi hak asasi manusia yan@rigksit perkara pidana,
dimana perlindungan terhadap hak asasi manusigpalan tujuan utama dari
lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang semplak cukup memberi
ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasandgbenegakan hak asasi
manusia dalam proses peradilan pidana atau dalasgpkan hukum pidana.
Penafsiran yang sempit justru memberi peluang haglisi dan jaksa
melakukan ketidakcermatan hukum bahkan penyelewemgieum.

Dengan menggunakan penafsiran diperluas (penafgkatensif), maka
dalam kasus yang dianalisis yaitu perkara nomoPiti4?rap/2010/PN.JKT.
Sel, dapat disetujui bahwa Anggodo memiliki hak ulintmengajukan
permohonan Praperadilan sebagai pihak ketiga yargepentingan, yaitu
sebagai saksi korban. Dengan demikian di masa glgtatusan Peninjauan
Kembali pada Mahkamah Agung akan menjadi prese@y yositif dalam
dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ranalgerluas memberi
ruang yang cukup kepada masyarakat yang merasakagikdn untuk

berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan.

Selain itu, Pada asasnya KUHAP bertujuan untuk ®moeénaan
mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyauddn perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidamaaspgur dan tepat
dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yangatdalidakwakan
melakukan suatu pelangaran hukum, dan meminta esaan dan putusan
dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti dauatu tindak pidana
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwaliatstapat dipersalahkan.

Dalam konteks ini KUHAP juga memberi perlindung&nhtiddap korban
tindak pidana, termasuk di dalamnya memberi pauligain hukum terhadap
aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaraseguo dalam
melaksanakan sistem penegakan hukum. Yang dimalenghn korban adalah
yang mengalami kerugian termasuk kerugian jika reegpmelakukan tindak

pidana korupsi, baik yang berarti mengambil sedalak sah uang Negara,
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maupun tindak pidana korupsi dimana tidak ada uaegara yang diambil
namun termasuk kategori sebagai tindak pidana koropenurut perturan
perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, polisi, jaksa ltEam berpotensi
untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Oledbséb pihak korban
dari kewenangan tersebut harus dilindungi oleh Wgedandang. Korban
merupakan pihak yang dirugikan dalam arti luas &asuggodo dapat menjadi
preseden bahwa pihak ketiga yang berkepentingaamdddal ini sebagai

korban harus diberi hak untuk mengajukan permoh&mraperadilan.

Universitas Indonesia
Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011



BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
a. Yang Dimaksud Dengan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam

Praperadilan

Bagian ini merupakan bagian kesmpulan dari jawaban terhadap dua
pokok permasalahan sebagaimana yang dimuat dalam bab satu dan dianalisis
dalam bab empat. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa dengan merujuk
pada pendapat pakar hukum dan berbagal peraturan perundang-undangan,
terdapat dua cara memahami atau menafsirkan istilah pihak ketiga yang
berkepentingan dalam pengajuan permohonan praperadilan, yaitu penafsiran
secara sempit (penafsiran secara restriktif) dan penafsiran yang diperluas
(penafsiran secara ekstensif). Cara pertama adalah penafsiran restriktif, yaitu
penafsiran yang mempersempit istilah atau pengertian dalam pasal-pasal
dalam undang-undang. Dengan menggunakan metode penafsiran restriktif,
istilah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 80 KUHAP dapat ditafsirkan terbatas pada saksi korban tindak pidana
atau orang yang dirugikan secara langsung. Cara kedua adal ah penafsiran yang
diperluas (penafsiran ekstensif), yaitu penafsiran yang memperluas makna
suatu istilah.

Dengan menggunakan metode penafsiran diperluas (penafsiran ekstensif),
dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan
daam Praperadilan di Indonesia menurut Pasal 80 KUHAP adalah tidak
terbatas pada saksi korban dan orang yang dirugikan secara langsung,
melainkan meluas cakupannya kepada masyarakat luas dilakukan oleh
anggota masyarakat yang memang dapat membuktikan bahwa dirinya
mempunyai kepentingan dalam perkara pidana tersebut.

Konsekuens dari cakupan pengertian tersebut adalah bahwa jika suatu

perkara pidana sangat menyangkut dan merugikan masyarakat umum, maka
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masyarakat sebagal pihak ketiga yang berkepentingan dapat meminta kepada
mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Penafsiran pihak ketiga
yang berkepentingan secara luas bermafaat untuk mengawasi penghentian
penyidikan oleh penyidik kepolisian maupun penghentian penuntutan yang
dilakukan jaksa penuntut umum.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif) merupakan metode
penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsirkan istilah pihak ketiga
yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 80
KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan penafsiran yang lebih tepat
dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang tersangkut perkara pidana,
dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari
lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang sempit tidak cukup memberi
ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penegakan hak asasi
manusia dalam proses peradilan pidana atau dalam penegakan hukum pidana.
Penafsiran yang sempit justru memberi peluang bagi polis dan jaksa
mel akukan ketidakcermatan hukum bahkan penyel ewengan hukum.

b. Kedudukan Hukum Anggodo sebagai Pihak Ketiga Yang

Berkepentingan Di Dalam Praper adilan

Kedua, Dengan menggunakan penafsiran diperluas (penafsiran ekstensif)
dapat dissimpulkan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikatakan sebagal pihak
ketiga. ~yang  berkepentingan dalam  kasus Perkara  Nomor
14/Pid.Prap/2010/PN.JKT. Sel. Anggodo memiliki hak untuk mengajukan
permohonan Praperadilan sebagal pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu
sebagai saks korban. Yurisprudenss Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 04/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, sebagaimana yang
dikutip Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa pengertian pihak ketiga
yang berkepentingan tidak harus dibatasi hanya kepada saksi korban dalam
peristiwva pidana yang dirugikan secara langsung, melainkan juga termasuk

juga setigp orang, baik manusia pribadi naturlijk persoon atau natural person,
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maupun rechttelijk persoon atau legal person. Dengan demikian, Hakim
menggunakan penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), sehingga
Anggodo dapat diketegorikan sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan
dalam kasus Perkara yang menjadi objek analisis skripsi ini.

2. Saran

Setelah dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan, terdapat beberapa
saran-saran. Pertama, kepada para hakim untuk memperhatikan dan tetap
konsisten dalam memperhatikan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Tujuannya agar putusan yang dihasilkan oleh hakim sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan tidak sgja dirumuskan
dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga
perasaan keadilan yang ada pada masyarakat luas yang seringkali menjadi
korban dalam tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk menghasilkan putusan hakim yang berkualitas,
kemampuan penafsiran merupakan hal yang mutlak dikuasai. Produk hukum
undang-undang misalnya harus dapat dipahami dalam konteks seluruh materi
pasal-pasalnya. Jika KUHAP dihasilkan untuk melindungi hak asas manusia
dan untuk memberikan keadilan, maka seluruh materi pasal-pasal KUHAP
harus dipahami dan ditafsirkan dalam kerangka tersebut. Disini juga hakim
juga harus menggunakan penafsiran diperluas yang terbatas, yaitu agar
pengertian pihak ketiga yang berkepentingan juga pengertiannya tidak terlalu
meluas, sehingga dapat menyebabkan semua pihak dapat memposisikan
dirinya berhak dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat
menimbulkan gejolak dikemudian hari.

Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dalam kasus Perkara
Anggodo hendaknya menjadi preseden yang positif bagi para hakim dalam
dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penafsiran diperluas memberi

ruang yang cukup kepada masyarakat yang merasakan dirugikan untuk
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berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. KUHAP diadakan juga
dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penegak
hukum yang berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam prosedur
penegakan hukum acara pidana. Hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara pidana hendaknya penafsiran yang diperluas.

K epada pemerintah disarankan untuk membuat revisi undang-undang yang
lebih memberikan kepastian hukum khususnya dalam rumusan pasal-pasal
dadam KUHAP. Ketelitian dalam perancangan dan revisi undang-undang
mutlak diperlukan untuk menghindari multi penafsiran atas bunyi suatu pasal.
Namun demikian produk hukum berupa surat-surat edaran Mahkamah Agung
atau Surat-surat Edaran atau Instruksi Jaksa Agung dibutuhkan dalam rangka
memberi petunjuk-petunjuk teknis dalam memahami, menafsirkan, dan
menerapkan pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

Dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya juga perlu diperhatikan
tentang batasan-batasan siapa sgjakah yang disebut dengan pihak ketiga yang
berkepentingan dalam suatu perkara, terutama dalam pembentukan KUHAP
yang baru.

Kepada masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan agar bersikap kritis dan proaktif dalam mengamati
terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak
pidana yang amat merugikan bangsa dan Negara, menghalangi percepatan
terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Siapapun yang merasa menjadi
korban atau dirugikan karena terjadi penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan, dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan
negeri dan bertindak sebagal pihak ketiga yang berkepentingan. KUHAP
memberi hak untuk melakukan upaya hukum tersebut.

Kepada para akademisi, hendaknya dapat melakukan penelitian lebih
lanjut terhadap kedudukan hukum pihak ketiga dalam hukum, terutama dalam
hukum pidana, sehingga memperkaya asas-asas hukum yang digali dari
berbagal bidang hukum. Studi-studi perbandingan dengan produk hukum

acara pidana dari negaralain pasti akan memperkaya wawasan insan akademis
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dan peneliti, sehingga akan menunjang pembaharuan hukum pidana dan
khusunya hukum acara pidana di Indonesiadi masa yang akan datang.
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PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerksa dan mengadili
s ‘ perkara Praperadilan ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam permochonan yang diajukan oleh : ‘ '

ANGGODO WIDJOJO, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TH.8, RT/RwW

010/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang daltam hal ini

diwakili oleh Kuasanya R. BONARAN SITUMEANG,

S.H., M.Hum., ALEXANDER ARIF, S.H., CN,,

ROBERT SITUMEANG, S.H., TOMSON

| SITUMEANG, S.H. Para Advokat berkantor di Law
" Firm “RB SITUMEANG & PARTNERS”, beraiamat di
b ' Jl. Hayam Wauruk No. 103-104, Jakarta Barat 11160,
| berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor :
! 020/RBS-SK/iII/2010, bertanggal 12 Maret 2010
1 ~ selanjutnya disebut sebagai
- O W .. . PEMOHON : -

T ERHADA AP

1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INUDONESIA, c.q. KEJAKSAAN TINGGH
DKI JAKARTA, c¢.q. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN,
beralamat di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp.

. (021) 7208623, selanjutnya disebut sebagai .......................: JTERMOHON - ;
3 . 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA BADAN
[ , RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK
¢ INDONESIA, beralamat di Jalan Truncjoyo No. 1, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut sebagai .................cccooecviieviiieine e, TERMOHON -~ Il ;

Hal 1 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Se!
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Pengadilan Negeri tersebut ;
Teiah mempelajari berkas perkara tersebui beseria surat-surat-

Teiah mendengar kedua beiah pihak ;
Teiain memeriksa bukti-bukii surai dan mendengar keterangan saisi-

saksi ahii dari kedua beiah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggai 18

Maret 2010, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadiian Negen Jakana
Selatan pada tanggal 18 Maret 2010 dengan Register Nomor : 14/Pid.Prap/
2010/PN.Jkt.Sel. mengemukakan hal-hai sebagai berikut

1.

Bahwa PEMOHON adajlah SAKSI KORBAN sehubungan dengan
diterbitkannya Suraf Kefetapan Penghentian Penuntutan Nomor, TAP-
07/0.1. 14/Ft. 1/12/2009, nggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA
MARTHA HAMZAH dan K n_Penghentian Pen :
TAP-02/0.1,14/F{ 1/12/2009, tertanggal 1 _Desember 2008 atas nama Dr.
BIBIT SAMAD RIANTQ oleh TERMOHON |, oleh karena itu beraiasan
menurut hukum PEMOHON mengajukan PERMOHONAN PEMERIKSAAN
PRA-PERADILAN sesuai HAK yang diberikan oieh Undang-Undang kepada
PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, yang
menyebutkan “...Pengadilan Negen berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan...” jo. Pasal 80 KUHAP, yang
menyebutkan “...Permintaan untuk memenksa sah atau tidaknya susatu
penghentian penyidikan atau benunfutan dapat diajukan oleh penyidik atau
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepade Ketua
Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya...”, maka bersama ini
kami, PEMOHON selaku SAKSI KORBAN dalam perkara tersebut
beralasan menurut hukum selaku Pihak Ketiga Yang Berkepentingan urtuk
mengajukan PERMONONAN _ PEMERIKSAAN_ __ PRA-PERADILAN
sehubungan dengan diterbitkannya  Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft 1/12/2009, tertangqal 1 Desember
ND MAR M. K n

Hal 2 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel
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| Penghentia un mor: TA 1.1 1 ' nqqal
71 r 2 a nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, oleh
TERMOHON |,

2. Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH . Permintaan untuk memenksa
sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh
PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN, yaitu SAKSI KORBAN
TINDAK PIDANA serta PELAPOR (lihat M. Yahva Harahap S.H.:

SN o) LG

3. Bahwa PEMOHON adaiah SAKSI KORBAN sehubungan dengan terjadinya
Dugaan Tindak Pidana di bawah ini, antara lain :

a. Pasal 12 huruf 6. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang menyebutkan “...pegawai negen atau penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendin atau orang lain
secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menenma
pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
dirinya sendiri...”;

b. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menyebutkan “...dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal
442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
Jjuta rupiah)...”;
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Pasal 421 KUHP, yang menyebutkan “...Pegawai negen yang
dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memakss orang
untuk membuast, lidak membuat atau membiarkan barang sesuatu
apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan...”;

Bahwa JINDAK PIDANA SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, diduga
ditakukan oleh Tersangka CHANVDRA MARTHA HAMZAH dan Tersangka
Bl AMAD RIA :

Bahwa terhadap Dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
12 huruf e. UU No. 31 Tshun 1999 sebagaimana telah diubsh UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal
23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP
yang diduga diiakukan oieh Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH
dan Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTQ, TERmOHON il felah melakukan
Penvidikan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM
MABES POLRI No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2
Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan
Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.:
BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama
Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, yang pada pokoknya menyatakan
*...bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi Unsur-Unsur delik
yang disangkakan...”,

Bahwa PEMOHON adalah SAKSI KORBAN sehubungan dengan
Pemeriksaan/Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON Il berkaitan
dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e. UU No.
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 UU
No. 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUMF
diduga dilakukan oleh Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan

Tersangka Dr, Bidt1 SAMAL KIANIQ, berdasarkan:
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Laporan Polisi No.Pol.. LP/2008/KMII/2009/SPK Unit  111/2009/Dit-1,
rtanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor ANTASARI AZHAR, S.H.,

/,b Berita Acara Pendapatan, tertanggal 7 Agustus 2009, tentang adanya
dugaan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang berkaitan
dengan adanya Pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama
ANGGORO WIDJOJO, dkk yang diduga dilakukan oleh Oknum Pimpinan
KPK;

c. Laporan Polisi No.Pol.: LP/482/VIlli2009/Bareskrim, tertanggal 25
Agustus 2009;

d. Surat Penntah Penyidikan No.Pol.: Sprin.Sidik/98.b/1X/2009/ Pidkor &
WCC, tertanggal 15 September 2009;

Bahwa sehubungan dengan Perkara tersebut, TERMOHON il teiah
melakukan Pemeriksaan terhadap PEMOHON selaku SAKSI KORBAN
dalam perkara dimaksud;

Bahwa terhadap sengkaan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah

Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008
memenntahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap Tindak

Pidana Korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumliah
dana terkait dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantal Air
Telang Sumatera Seiatan yang diduga dilakukan Tersangka H.M. Yusuf
Erwin Faishal;

b. Bahwa berdasarkan Surat Parintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-
31A/01/V1/2008, tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Swrat Perintah
Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VI11/2008, tertanggal 15 Juli 2008
dan pada tanggal 29 Juli 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi
melakukan penggeledahan secara serentak di kantor PT. Masaro
Radiokom, PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton
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24927c. Bahwa adapun alasan Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengan Tindak Pidana

Korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang

Sumatera Selatan, dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tertanggal 30
Juni 2008 jo. Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-
33/01/VIIF2008, tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojo dan PT.
Masaro Radiokom serta  PT. Masaro Korporatindo tidak ada
hubungannya sama sekali dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungsi
Hutan Lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan.

. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggal 29 Juli 2008

tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyitaan
terhadap barang maupun surat-surat dari PT. Masaro Radiokom, PT.
Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah
Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence

. Bahwa atas Penggeledahan tersebut, pada tanggal 04 Agustus 2008,

Anggoro Widjojo melalui PEMOHON menugaskan Ary Muladi, menemui
Pejabat atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi :

"Untuk menanyakan : kenapa terjadi penggeledahan yang ditujukan
kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Proses Alih Fungsi
Hutan Lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api-api Sumatera Selatan,

akan tetapi yanq digeledah adalah kanfor PT. Masaro Radiokom, PT.
Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah

Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan
Residence?...”

“‘untuk menjelaskan bahwa *“...PT. Masaro Radiokom dalam malakukan
bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar
dan juga PT. Masaro Radiokom adalah Distnbutor Tunggal Motorola
untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan Rl ...";
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Bahwa adapun hasi! pembicaraan Ary Muladi dengan pimpinan KPK
Lol

> {dalam hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladi kepada
/ PEMOHON pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah : Ade Raharja

Radiokomn bisa dibantu, tetapi Pimpinan KPK meminta atensi {vide bukti
kronologis tgl 15 Juli 2009);

g. Bahwa mendengar permintaan uang yang diajukan oleh Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korups! tersebut setelah disampaikan oleh Ary Muladi
kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh PEMOHON (adik kandung
Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolaknya karena
menurutnya tidak perlu melayani permintaan Pimpinan KPK tersebut
karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan perkara Proses
Alih Fungsi Hutan Lindung Pantal Air Telang, Tanjung Api-api Sumatera
Selatan.

h. Bahwa akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan diancam akan
dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan
dirusak reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati permintaan “atensi”
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi
tersebut disetujui oleh Anggoro Widjojo.

i. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja menyampaikan
bahwa atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladi adalah
dengan rincian sebagai berikut:

Rp.1.500.000.000,- untuk BIBIT SAMAD RIANTO:
Rp.1.000.000.000,- untuk M. JASIN;
Rp.1.000.000.000,- untuk BAMBANG WIDARYATMU;
Rp. 250.000.000,- untuk Operasional.

*

j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi
untuk M. JASIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam
bentuk Dollar Amerika Serikat : US$ 115.600 (seratus lima belas ribu
enam ratus Dollar Amerika Serikat);
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k. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi

untuk BAMBANG WIDARYATMO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Senkat : US$ 115.600
(seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Senkat) ;

. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi

untuk BIBIT SAMAD RIANTO sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar
lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US$
173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika
Serikat);

m.Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi

untuk Operasional sebesar Rp.250,000.000,- (dua ratus lima puluh juta
rupiah);

. Bahwa sehubungan dengan Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK

terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Ji. Talang Betutu No.
11 A, Jakarta Pusat, PT. Masarc Korporatindo, Penthouse Kamar 1560
Hilton Jakarta, Rumah Anggoro Widjojo dan Rumah ketiga anaknya yang
berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Penntah Penyidikan
No.: Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera
Selatan, TELAH MEMAKSA,..‘-‘--Anggoro Widjojo melalui Adiknya (/n
casu PEMOHON) untuk memberilmembayarkan sejumiah Uang
sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) kepada‘ Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan
Korupsi melalui Ary Muladit,

. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 32 KUHAP dimana

menurut Pasal 32 KUHAP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik
dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian

atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU
ini, padahal pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan
penyldikan terhadap Anggoro Widjojo maupun terhadap PT. Masaro
Radiokom;
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p- Bahwa demikian juga hainya tentang penyitaan yang dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah
bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : atas
dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik
dapat melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan
dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang
dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut bertentangan
dengan Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 tahun 2002 karena pada fanqgqal 29

Oleh karena itu, penggeledahan dan penyitaan atas DOKUMEN atau
BARANG yang berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutanan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah

tdak sah;

. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, CHANDRA M.

HAMZAH telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor: Kep-257/01/Vilirzuus, tertanggai 22
Agustus 2008, Perihali: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas
nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) Orang Plmpinan PT. Masaro
Radlokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David
Angkawljaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.:
Sprin. Dik-31B/01/VII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan
dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api
Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) Orang
Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut TIDAK TERKAIT dengan
peristiwa pidana yang disidik;

. Bahwa untuk peristiwa pidana Pemberian sejumlah uang dari Chandra

Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, CHANDRA M. HAMZAH dan
BIBIT SAMAD RIANTO selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
hanya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.. Sprin.Dik-
31B/01/VIiV2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera
Selatan sehubungan dengan Pemberian sejumiah uang oleh Chandra
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Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, sehingga secara Yuridis
nagkin ada kalftann n Anggoro Widjojo karena

Anggoro Wi ak hubungann ngan Perkai ih

s. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008, Ade Raharja meminta dana
tambabhan untuk Operasional Penyidik mefalui Ary Muladi sebesar
Rp.400.000.000,-,

t. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008, Ary Muladi menyerahkan dana
tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Raharja adalah Penyidik

KPK,

Bahwa terhadap sangkaan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. Pasal 421 KUHP, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor; Kep-257/01/V11i/2008,
tertanggal 22 Agustus, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri
atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro
Radiokom : Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo, David Angkawijaya,
dimana surat pelarangan bepergian ke luar negen tersebut didasarkan
pada Surat Perintan Penyidikan No.. Sprin.Dik-31B/01/Viil/2008,
tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi
Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tidak

ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) Orang
Pimpinan PT. Masaro Radiokom,;

b. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor. Kep-257/01/V11i/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihai:
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3
(tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut telah memaksa
membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan
PT. Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke Luar Negeri;
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Bahwa temyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pemberantasan
rupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor: Kep-257/01/V1il/2008, tertanggal 22 Agustus 2008,
Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom adalah
dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakan Ary Muladi,
dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum
menernma uang atensi yang sudah dibayar oleh Anggoro Widjojo melalui
PEMOHON (adik kandung Anggoro Widjojo) sebesar Rp.4.150.000.000,-
meminta bagian khusus yakni Antasari Azhar dan Chandra Martha
Hamzah;

. Bahwa atas Pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut, pada tanggal

10 Oktober 2008, Antasari Azhar menemui Anggoro Widjojo di Singapura
dan meminta atensi sebesar Rp.6.000.000.000,- {(enam milyar rupiah)
untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;

., Bahwa pada tanggal 10 Februan 2009, Edi Sumarsono bertemu dengan

PEMOHON bersama Ary Muladi di Gedung MASARO untuk
menyampaikan perintah Antasan Azhar untuk menyerahkan atensi untuk
Chandra M. Hamzah sebesar Rp.1.000,000.000,- (satu milyar rupiah);

. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, PEMOHON menyerahkan uang

milik kakaknya (Anggoro Widjojo) 'sebagai atensi untuk Chandra M.
Hamzah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk
Dollar Singapura (Sin,$ 124.920), yang kemudian pada tanggal 27
Februari 2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra M. Hamzah
yang ditemani cleh Ade Raharja;

. Bahwa sehubungan dengan Penggeledahan yang dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaro
Radiokom beralamat di JI. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat;
PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta,
Rumah AngQOro Widjojo dan Rumah ketiga anaknya yang berada di

Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.:

Sprin. Dik-31A/01/VI/2¢05, werianggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara
Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan

Hel 11 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

TT0 0£:2T 0TOZ 4dvy £ Wayme sued uenquing



(L)

L1

Ve

dan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro
Widjojo, dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom:
Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya
yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-
318/01/Vill/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera
Selatan, TELAH MEMAKSA Anggoro Widjojo melalui Adiknya (in
casu PEMOHON) untuk memberi/membayarkan Uang dengan jumlah
sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima milyar seratus lima puluh juta
rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan
Korupsi meialui Ary Muladi;

10. Bahwa alasan pelarangan bepergian ke luar negeri oleh  Komisi
Pemberantasan Korupsi tersebut adalah merupakan rekayasa belaka dan
merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hukum dengan
alasan:

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b. UU No. 30 Tahun 2002,
yang menyatakan “..dalam melaksanakan tugas penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: ‘b.memerintahkan
kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke
luar negeri’...”,

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b. UU No. 30 Tahun 2002
tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke
luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan

ll!.nknnlnnn 8 S ng,

c. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22
Agustus 2008, KPK fidak sedang melakukan Penyelidikan,
Penyidikan maupun Penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3
(tiga) orang Pengurus PT. Masaro Radiokom : 1.Putranefo A. Prayugo,
2.Anggono Widjojo, dan 3.David Angkawijaya;
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Bahwa terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh TERMGHON If atas nama

Penyidikan BARESKRIN MABES POLRI No.Pol.:
BP/B.0Y/X/Z009/PiDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama
Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH, TERMOHON 1 telah
menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21), melalui Surat Nomor: R-
478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH
sudah lengkap, tertanggal 24 Nopember 2009,

12. Bahwa terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON #l atas nama
Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagimana Berkas Perkara Hasil
Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.:
BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama
Tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, TERMOHON | telah menyatakan
“‘Berkas Sudah Lengkap” (P-21), melalui Surat Nomorr R-
482/F 3/Ft. 1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAOD
RIANTO sudah lengkap, tertanggal 26 Nopember 2009,

13. Bahwa selama proses pemeriksaan sehubungan dengan Dugaan Tindak
Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e. UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah UU No, 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh
CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO,
khususnya Pasca Penetapan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr,

BIBIT SAMAD_ RIANTQ sebagai TERSANGKA dan dilakukannya
PENAHANAN terhadap Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH,

sebagaimana Surat. Perintah Penahanan No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor
& WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap Tersangka Dr. BIBIT
SAMAD RIANTO, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.:
SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009, telah
memicy reaksi yanq PRO dan KONTRKA dalam Masyarakat yang
berakibat timbuinya berbagai demonstrasi dani berbagai elemen
masyarakat, bak yang PRO maupun yang KONTRA serta timbuinya
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d. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO ke Pengadilan dengan
engeluarkan SURAT_KETEjAPAN !:;' GNGHENTIAN _PENUNTUTAN

Desember 2009 g:gg nama QHANQRA MAgzﬂA HAM;AH dan Surat
ﬁwmmmmn Nmr TAP-02/0.1,14/Ft. 1/12/2009,

dengan alasan Yuridis dan alasan Smlologls

Bahwa adapun Alasan Yuridis dari TERMOHON | adalah bahwa Perbuatan
Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang
disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun
2001 jo. Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak
menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka
perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan
tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah
dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu baginya dapat
d'rterapkap ketentuan Pasal 50 KUHP;

. Bahwa dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Perkara

atas nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD
RIANTO memuat Alasan Yuridis dan Alasan Sosiologis sebagai dasar
Penghentian Penuntutan, yaitu secara Yuridis perkara atas nama Chandra
M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditutup demi Hukum karena alasan
dengan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi
keterpaduan/ keharmonisan lembaga penegak Hukum dan pandangan

perkara dimaksud;

Bahwa secara umum alasan pembenar diartkkan bahwa perbuatan

. tersangka telah memenuhi unsur- unsur tindak Pidana, namun sifat

Hal 15 dani 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

+10 0£:2T 0T0¢ Jdy £Z wiymeT aued uenquing



LLY

15.

16.

17.

rbedaan Pendapat dalam Masyarakat, baik oleh Tokoh Masyarakat
aupun oleh Pejabat-Pejabat Negaras,

Bahwa dengan adanya reaksi yang PRO dan KONiRA datam
Masyarakat sehubungan Penetapan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan
Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagai TERSANGKA dan dilakukannya
FENAHANAN terhadap Kedua Tersangka, pada tanggal 02 Nopember
2009 Presiden Republik indonesia telah membentuk TIM INDEPENDEN
VERIFIKAS| FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M.
HAMZAH DAN BIBIT SAMAD RIANTO, yang bertugas untuk mencari dan
mengumpulkan FAKTA-FAKTA sehubungan dengan Proses Hukum
CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO serta
melakukan evaluasi terhadap FAKTA-FAKTA tersebut untuk dibuatkan
KESIMPULAN yang akan dilaporkan/diserahkan Kepada PRESIDEN R},

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, TIM INDEPENDEN VERIFIKASI
FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M., HAMZAH
DAN BIBIT S. RIANTO, telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggat 17
Nopember 2009 telah menyerahkan Laporan/Kesimpulannya dalam
BENTUK REKOMENDASI Kepada PRESIDEN Rl yang salah satu isi
REKOMENDASI-nya, menyebutkan °...meminta PRESIVEN Rf untuk
menghentixan FRUSES HUKUM CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT
SAMAD RIANTO...",

Bahwa untuk merespon REKOMENDAS| TIM INDEPENDEN VERIFIKASI
FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M. HAMZAH
DAN BIBIT S. RIANTO, pada tanggal 23 Nopember 2009, PRESDIEN RI
memberikan SARAN sebagaimana disampaikan dalam PIDATO di ISTANA
yang disiarkan Langsung oleh berbagai Media Elektronik (TV Nasional), dan
dimuat dalam berbagai Media Cetak pada tanggal 24 Nopember 2009, yang
pada pokoknya menyatakan “...Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang
lebih baik, yang dapat ditempuh adalah, PIHAK KEPOLISIAN dan
KEJAKSAAN gidak membawa kasus ini ke Pengadiian, dengan tetap
mempertimbangkan ASAS KEADILAN..." (Haran_Seputar Indonesia,

Bahwa untuk menyikapi Pidato PRESIDEN tersebut, TERMOHON | telah
mengambil Sikap dan Langkah untuk tidak membawa Perkara CHANLKRA
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apabila telah melaksanakan ketentuan Undang- undang dengan memenuhi
Syarat Formil (prosedural) dan Syarat materill (didasarkan atas alasan
yang sah sesuai ketentuan undang-undang);

.22. Bahwa untuk sangkaan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.
20 Tahun 2001, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a, Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-
31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk
mefaksanakan penyidikan terhadap tindak Pidana Korups!
sehubungan permintaan dan penerimaan sejumiah dana terkait
“dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang
Sumatera Selatan yang diduga dilakukan tersangka H.M. Yusuf Erwin
Faisal;

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, Tersangka
CHANDRA M. HAMZAH dengan persetujuan Tersangka BIBIT
SAMAD RIANTO menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan

| tehadap PT. Masaro Radiokom dan PT. Masaro Korporatndo,

| Penthouse 1560, Rumah Anggoro dan Rumah Ketiga anaknya yang
berada di Senayan Residence, padahal PT. Masaro Radiokom dan

: PT. Masaro Korporatindo tidak terkait dengan peristiwa Pidana yang

disangkakan kepada H.M Yusuf Erwin Faisal,

¢. Bahwa Tersangka CHANDRA M. HAMZAH dan BIiBIT SAMAD

RIANTO patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah

Penyidkan No. Spnn.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008

tentang Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api
L. Sumatera Selatan dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal secara
B ' teknis Yuridis tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo
dan PT Masaro Radiokom; akan tetapi walaupun Sprin.Dik-
ITAJOUVIIZ008 tanggal 30 Juni 2008 tidak ada hubungannya
dengan Angoro Widjojo dan Pi Masaro Radiokom, Tersangha
CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO dengan

“
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.

sengaja tetap melakukan Penggeledahan dan penyitaan

terhadap PT. Masaro Radiokom dan PT. Masaro Korporatindo,
Penthouse 1560, Rumah Anggoro dan Rumait Ketiga anaknya
yang berada di Senayan Residence.

. Bahwa KPK berdasarkan Surat Penntah Penyidikan No. Sprin. Dik-

31B/01VII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 memerintahkan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi
sehubungan pemberian sejumiah uang oleh Chandra Antonio Tan
kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan
Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan;

. berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-

31B/01/VIiI/2008 tanggal 14 Agustus 2008, tersangka Chandra M.
Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan surat Keputusan
Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/V1il/2008 tanggal 22 Agustus 2008
perihal pelarangan bepergian ke Luar Negen atas nama Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom

. Bahwa Tersangka CHANDRA M. HAMzaH dan Bibit SAMAL

RIANTO patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah
Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIil/2008 tanggal 14 Agustus 2008
tentang Perkara pemberian sejumiah uang oleh Chandra Antonio Tan
kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungs) Hutan
Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan secara teknis Yuridis
tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo dan 3 (tiga)
Pimpinan PT Masaro Radiokom; akan tetapl walaupun Sprin.Dik-
31B/01/ViiVi2008 tanggal 14 Agustus 2008 tidak ada
hubungannya dengan Angoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT
Masaro Radiokom, Tersangka CHANDKA M. HAMZAH dan Bisit
SAMAD RIANTO dengan sengaja tetap menerbitkan surat
Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/Viiii2005 tanggal
22 Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri
atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan P1T Masaro
Radiokom .
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. Bahwa untuk sangkaan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, ditemukan fakta-fakta:

e 7/ a. Bahwa Tersangka CHANDRA M. HAMZAH menerbitkan surat
N Keputusan Pimpinan KPK Nomor : Kep-257/01MVII2008 tanggal 22
Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama
Anggoro Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada Surat Perintah
. Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas
T nama HM. Yusuf Erwin Faishal.

b. Bahwa Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak
‘terkait dengan peristiwa Pidana yang disangkakan kepada tersangka
HM. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sehingga memaksa terbatasinya
kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom, untuk
dapat bepergian ke Luar Negeri;

: 24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penggunaan Pasal 50 KUHP
sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tersangka CHANDKA M.
HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO adalah tidak benar karena:

a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001, perbuatan Para Tersangka tidak dapat dikategorikan
melaksanakan undang-undang karena:

> Bahwa Para Tersangka melakukan penggeledahan PT. Masaro
Radiokom dan peiarangan beﬁergian ke Luar Negeri atas nama
Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom,
dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana
lain, adalah merupakan cacad formil. Di samping itu Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait
dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang
Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehingga hal tersebut adalai
cacad materiii; | "

fa

> Bahwa perbuatan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT
SAMAD RIANTO dalam melakukan _Penqgeledahan terhadap
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Kantor PT. Masaro Radiokom beralamat di Ji. Talang Betutu No. 11
A, Jakarta Pusat, PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560
Hiiton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang
berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008,
berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-
33/01/V1I/2008, tertanggal 15 Juli 2008 adalah bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 32 KUHAFidana, yang
menyebutkan “...untuk kepentingan penvidikan penyidik dapat
melskukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau
penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU
ini..", karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang
melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo dan PT Masaro
Radiokom,

Bahwa perbuatan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT
SAMAD RIANTO dalam melakukan Penyitaan atas barang-barang
dan surat-surat dari’ Kantor PT. Masaro Radiokom beralamat di Ji.
Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT. Masaro Korporatindo,
Penthouse Kamar 15§60 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah
ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29
Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasai 47 ayat 1
UU No. 30 Tahun 2002, yang. berbunyi “...atas dasar dugaan yang
Kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negen berkaitan dengan
tugas penvidikannya...",

Bahwa penyitaan tersebut dikatakan bertentangan dengan Pasal 47
ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 adalah karena pada tanqqgal 29 ng

Bahwa atas Surat Perintah Penyidikan No.  Sprin.Dik-
31B/01/ViliF2008 tanggal 14 Agustus 2008 telah dilanjutkan dergan
penerbitan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-
257101/ VIIV2008 tanggal 22 Agustus 2008 penhal pelarangan
bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga)
Pimpinan PT Masaro Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3
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(tiga)Pimpinan PT. Masaro Radiokom tidak terkait clengan
peristiwa Pldana dalam Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-
318/VII/2008 sehingga akibat penggeledahan terhadap PT. Masaro
Radiokom/ PT. Masaro Korporatindo dan pelarangan bepergian ke
Luar Negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT.
| Masaro Radiokom telah memaksa Anggoro Widjojo melalui
PEMOHON memberi atau membayar kepada Ary Muladi Sejumiah
uang Rp. 5.150.000.000,. untuk para pejabat KPK lainnya.

b. Untuk sangkaan pasal 23 UU No. 31 Tahun 1899 jo UU No. 20 Tahun

2001 jo Pasal 421 KUHP, Perbuatan Tersangka CHANDRA M.
HAMZAH tidek dapat dikategonkan melaksanakan Undang-Undang
karena:

> Bahwa Tersangka CHANDRA M. HAMZAH menerbitkan Surat
Keputusan Pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom, dengan
menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa Pidana kasus Alih
Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;

> Bahwa Tersangka CHANDRA M. HAMZAH yang menggunakan
Surat Perintah Penyidikan peristiwa Pidana kasus Alih Fungsi Hutan
Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumetera Selatan adalah
merupakan Cacad Formil. Di samping itu Anggoro Widjojo dan 3
(tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom, tidek terkait dengan peristiwa
Pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api
Sumatera Selatan hal tersebut merupakan cacad materiil;

. Bahwa perbuatan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBNT SAMAD

RIANTO dalam melakukan pelarangan bepergian keluar negeri
terhadap: Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro
Radiokom: 1._Putranefo A. Prayugo, 2._Anggono Widjojo, dan 3._David
Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Keputusan
No.KEP.257/01/V1112008., tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri
adalah bertentangan dengan Pasal 12 1) UU N

yang menyatakan “...bahwa dalam meiaksanakan tugas penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
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N Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2002

tersebut di atas, UU secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian
ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap
seseorang,

. Bahwa temyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22

Agustus 2008 KPK tidak sedang melakukan Penyelidikan, Penyidikan
maupun Penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang
Pimpinan PT. Masaro Radiokom: 1._Putranefo A. Prayugo,
2._Anggono Widjojo, dan 3._David Angkawijaya;

. Bahwa perbuatan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT SAMAD

RIANTO dalam melakukan Penggeledahan, Penyitaan dan Pelarangan
bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang
Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah sehubungan
dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang, Tanjung Api-api,
Sumatera Selatan yang tidek ada hubungannya dengan Anggoro
Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;

. Bahwa perbuatan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT SAMAD

RIANTO dalam melakukan Penggeledahan, Penyitaan dan Pelarangan
bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang
Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungan dengan
Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang, Tanjung Api-api, Sumatera
Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3
(tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud
untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojo untuk menyelesaikan
permasalahan yang dibuat-buat (rekayasa) tersebut, karena permintaan
uang tersebut disertai dengan ancaman akan ditetapkan sebagai
Tersangka dan dihancurkan reputasi bisnis Anggoro Widjojo, sehingga
dengan berat hati Anggoro Widjojo terpaksa menyeraitkan uang
sebesar Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah)
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26.
~Penuntut Umum TIDAK DAPAT MENGHENTIKAN PENUNTUTANNYA

melalui Ary Muladi, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan
pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bahwa adapun alasan menurut Ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku untuk melakukan Penghentian Penuntutan atas suatu perkara

ditemukan dalam Pasal 140 avat (2) huruf a. KUHAPidana, yang

menyebutkan “...Dalam hal penuniut umum memutuskan untuk

menghantlkan penuntutan karena fidak terdapat cukup buktl atau

pidana atau

perkara glm_ demi h:_:kgm, penuntut umum menuangkan hal tersebut

dalam surat ketetapan...",

Bahwa Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO,

dengan menggunakan dasar hukum bahwa PERKARA DITUTUP DEMI

- HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a.

KUHAPidana yang mengatur tentang alasan penghentian penuntutan,
dimana alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut temyata bukan merupakan tindak pidana atau
perkara ditutup demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA:

Bahwa perkara yang bersangkutan "tidak_mempunyai pembuktian yang
cukup”, sehingga apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, diduga keras
Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang
didakwakan tidak terbukti. Maka, untuk menghindari Putusan pembebasan
yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan
penuntutannya;

Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO
alasan tersebut tidak dapat diterima karena FAKTANYA dalam Surat

Ketetapan Penghentien Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009.

tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan
Surat___ Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor; _ TAP-

SAMAD RIANTOQ, TERMOHON | telah menyatakan bahwa perbuatan
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>
\ Tersangka tersebut m musan delik yan ngkaka,
T 2 n
n . 31 Tah No. 20 Tahun 200

" Pasal 421 KUHP:

ALASAN KEDUA:

Bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwaltersangka “bukan
merupakan_tindak pidana kejahatan atau pelanggaran”, sehingga
apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan
penyidik terhadap terdakwal/tersangka bukan merupakan tindak pidana
kejahatan atau pelanggaran, maka penuntut umum lebih baik menghentikan
penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke Sidang
Pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran,
maka pada prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala
tuntutan hukum (ontslag van allerechtvervolging;

Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO
alasan kedua tersebut tidak dapat diterima karena FAKTANYA dalam
U n Penghentian Pen an Nomor:; TAP-

0 009 {1 r atas nam. AN,

_&BLHA_ME& dan Surgt! gtg{gggg Penghentian Penuntutan Nomor:
9 - -

E[E[I_SAMAD_B_AN_‘LQ TERMOHON | telah menyatakan bahwa Pasal

yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo.
h Pasal No. 31 Tahun 199

No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP yang merupakan kefahatan dan

oleh TERMOHON | telah menyatakan bahwa rumusan dellk tersebut
telah terpenuhi,

ALASAN KETIGA:
Bahwa alasan ketiga penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara

"ditutup demi_hukum” atau set _aside, yaitu bahwa tindak pidana yang
didakwa kepada terdakwa, oleh hukum sendin telah dibebaskan dan

tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendini oleh hukum harus ditutup
atau dihentikan pemenksaannya pada semua tingkat pemeriksaan,
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menin unia, yaitu apabila terdakwa
meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum tindakan penuntutan
harus dihentikan; | |

Bahwa hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu
perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggung-jawabkan kepada
orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut;

Bahwa dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal duniaflenyap,
maka dengan sendirinya pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang
dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh yang
bersangkutan. Dan pertanggung-jawaban itu tidak dapat dipindahkan
kepada keluarga atau ahli waris terdakwa atau kepada orang lain (vide:
Pasal 77 KUHPidana);

Bahwa temyata dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT
SAMAD RIANTO, alasan Inl tidak dapat diterima karena CHANDRA M.
HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO selaku TERSANGKA masih

hidup;

. atas_alasan nebis in Idem, yaitu alasan ini menegaskan tidak boleh

menuntut dan menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pidana
kejahatan atau pelanggaran yang sama,

Bahwa seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu tindak
pidana kejahatan atau pelangaran yang sama. Oleh karena itu, apabila
penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian
dari hasil penelitian yang dilakukan temyata apa yang disangkakan
kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang sudah pemah dituntut
dan telah diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan
itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penuntut Umum
harus menutup/menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum (vide:
Pasal 76 KUHPY);
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Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD

RIANTO, alasan ini tidak dapat diterima karena CHANDRA M.
HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO belum pernah diadiii.

rik n ndak d oleh nunt umum

ternyata telah kadaluarsa, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal
78 s/d Pasal 80 KUHPidana;

‘Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD
RIANTO, alasan ini tidak dapat diterima karena Tindak Pidana yang

disangkakan belum kadaluarsa penuntutannya sesuai dengan Pasal 78
s/d Pasal 80 KUHP;

27. Bahwa TERMOHON | dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor.

TAP-01/0.1.14/Ft 1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama
CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Sural Ketetapan Penghentian
Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/1 9, tertanggal 1 Desember

r. 8i8! IANTO, selain mengqunakan Alasan
i n } iologis, yaitu sebagai bernikut:

a. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara
tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak
mudharst dan pada manfaatnya;

b. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum
(Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam
menjalankan tugasnya untuk pemberanifasan korupsi, sebagai alasan
doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;

c. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak
layak untuk dipertanggungfjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan
tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di
dalam pemberantasan Korupsi yang memeriukan terobosan-terobosan
hukum;
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31.

32.

29. Bahwa Penghentian Penuntutan dengan Alasan Sosiologis sebagaimana

termaksud datam Surat b’_et_gcgggn Penghentian Penuntutan Nomor:, TAP-
1 4/Ft 1 9 { 1 Desember 2009 atas nam ANDRA

MABI&_&L_ZA_ dan ﬁm[ Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:

&LELLSAMAQ_BIMIQ yang dikeluarkan oleh TERMOHON | tidak dapat

dijadikan alasan hukum untuk "menutup perkara demi hukum”
berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHAPidana,

. Bahwa dalam Penjelasan Pasai 77 KUHAPidana, telah ditegaskan

bahwa "...yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk
penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang
Jaksa Agung...”,

Bahwa Alasan Sosiologis sebagai dasar untuk menghentikan
Penuntutan adalah dengan cara °...mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c)
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republlk Indonesia, yang
menyebutkan bahwa "...Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang
:mengesampingkan perkara demi kepentingan umum...” dan dipertegas
dalam Penjelasan Pasal 35 huruf (c)UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Repubiik Jndonesia, yang menyatakan bahwa °...yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat luas...”,

Bahwa "mengesampingkan perkara® sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan tersebut di atas merupakan glaksanaan asas ogor_tgnlta

. Bahwa alasan Sosiologis TERMOHON [ dalam menerbitkan Surat

Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana tersebut di atas hsnya
wikenal _ dalam _ upa hentian nuntutan __dengan
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bagaimana diatur dalam Pi

"34. Bahwa alasan Yuridis dan alasan Sosiologis yang dikemukakan

TERMOHON | tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan Dbagi
TERMOHON | untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka
CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, sehingga
perbuatan TERMOHON | yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertangga! 1 Desember
2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1
Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO adalah merupakan

rb n Melawan Hukum,

. Bahwa meskipun alasan Yuridis dan alasan Sosiologis yang dikemukakan

oleh TERMOHON | tersebut di atas gidak dapat dijadikan_siasan untuk
menghentikan penuntutan terhadap Tersangka CHANDRA MARTHA
HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, akan tetapi meskipun
TERMOHON Il yang melakukan Pemeriksaan terhadap Perkara tersebut
telah menyatakan “...bahwa perbuatan Tersangka sudaly memenuhi
Unsur-Unsur delik yang disangkakan..." sebagaimana Berkas Perkara
Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.:
BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama
Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Berkas Perkara Hasil
Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.; BP/B.10/X/2009/PIDKOR
& WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD
RIANTO, dan olen TERMOHON |, Berkas Perkara Hasil Penyidikan
BARESKRIM MABES POLRI! No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC,
tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA
HAMZAH tersebut telah dinyatakan ‘Berkas Sudah Lengkap” (P-21}
melalui Surat Nomor: R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan
Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka
CHANDRA M. HAMZAH sudah lengkap, tertanggal 24 Nopember 2009
dan Perkara atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO
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bagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES
LRI No.Pol.: BP/B.10/X/2009/ PIDKOR & WCC, tertanggal 8 Oktober
9 atas nama Tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, juga telah dinyatakan

£ //*Berkas Sudah Lengkap” (P-21), namun TERMOHON 1l tidak melakukan

Upaya Hukum sama sekali, sehingga Perbuatan TERMOHON Il tersebut
adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa dengan dibuktikannya perbuatan TERMOHMON | dalam menerbitkan
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA
MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:
TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/20089, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr.
BIBIT SAMAD RIANTO, adalah merupak uatan_mel;

maka PENGHENTIAN PENUNTUTAN tersebut adalan TIDAK SAH
SECARA HUKUM, SEHINGGA Perkara atas nama Tersangka CHANDRA
MARTHA HAMZAH sebagaimana Berkas Perkara Hasll Penyidikan
TERMOHON 1l No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2
Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH, yang
telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap” (P-21), oleh TERMOHON 1|
melalui Surat Nomor: R-478/F.3/Ft 1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan
Hasii Penyidikan Perkara Iindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka
CHANDRA MARTHA HAMZAH sudah lenghkap, teiiu yyai <4 iNopenie
2009 dan Perkara atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO
sebagaimana Berkas Perkara Hasli Penyidinan TERKivwsUn it Nu.Fur:
Prib. WAy FILRUR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama
Tersangka BiBiT SAMAD RIANTO, juga telah dinyatakan “Berkas Sudah
Lengkap” (P-21), oleh JERMOHON | melalui Surat Nomor. R-
482/F 3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasi/ Penyidikan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD
RIANTO sudah lengkap, tertanggal 26 Nopember 2009 HARUS

DILIMPAHKAN KE PENGADILAN,

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian PEMOHON tersebut di

atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan ¢.q. Hakim Tunggal pada Tingkat Pemerksaan Praperadilan ini,
berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:
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engabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

nyatakan Perbuatan TERMOHON | yang menerbitkan Surat Ketetapan
enghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1
Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2008,
tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAD RIANTO adalah

- merupakan Perbuatan Melawan Hukyum,

Menyatakan Perbuatan TERMOHON Il yang tidak melakukan upaya hukum
atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-
01/0.1.14/Ft.1/12/2008, tertangga! 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA
MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:
TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT

SAMAD RIANTO oleh TERMOUHON | adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum;

. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-

01/0.1.14/Ft. 1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA
MARTHA HAMZAH yang diterbitkan TERMOHON [ adalah TIDAR SAH
SECARA HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT
SAMAD RIANTO yang diterbitkan TERMOHON | adalah TIDAK SAH
SECARA HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan TERMOHON | untuk melimpahkan Perkara CHANDRA
MARTHA HAMZAH ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil
Penyidikan TERMOHON I No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC,
tertanggal 2 Oktober 2009;

Memerintahkan TERMOHON 1 untuk melimpahkan Perkara BIBIT SAMAD
RIANTO ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan
TERMOHON |i No.Pol.: BP/B.10/X/2009iFIDROR & WCC, terlanggal §
‘Oktober 2009,

Memerintahkan agar TERMOHON Il agar tunduk dan patuh terhadap isi
Putusan ini;

Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Negara;
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_JApabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ¢.q. Hakim Tunggal berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ’

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon |
datang menghadap RHEIN E. SINGAL,SH., FACHRIZAL,SH., HUSIN,SH. dan
ADHI RABOWO,SH. Jaksa, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa
Penuntut Umum untuk sidang pra peradilan Nomor : Print-40/0.1.14//.1/03/2010
dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan untuk Termohon i datang
menghadap AKBP Drs. RADEN PURWADI,SH.,, KOMPOL WARASMAN
MARBUN,SH.,MH. Pembina BAMBANG WAHYU BROTO,SH. berdasarkan
Surat Perintah Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Nomor : Sprin/251/ivV/2010
tanggal 8 April 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2010 dari Dr.
ITO SUMARD!,SH.,MH.,MBA,MM. Kepala Bada Reserse Kriminal POLRI ;

Menimbang, bahwa a&atas permohonan Praperadilan tersebut,
TERMOHON | mengajukan Jawaban bertanggal 13 April 2010, pada pokoknya
ssbagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon pada dasamya menolak secara tegas Permohonan Pra
Peradilan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diregister di Pengadilan
Negen Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2010 dengan nomor 14/Pid/Prap/
2010/Pn.Jkt.Sel karena Subyek Termohon Pra Peradilan tersebut diajukan
oleh Pemohon tidak lengkap.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan Pra
Peradilan terhadap :

Kejaksaan Agung Republik indonesia Cq Kejaksaan Tinggi DKl Jakarta Cq
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Termohon |. Atas diterbitkannya
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/
2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan
Surat Ketetapan Penghentian  Penuntutan Nomor :  TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit
Samad Rianto.
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Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi :

"Kejaksaan Republik indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini
disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewsnangan Ilain
berdasarkan Undang-undang”. -~

Bahwa oleh karena Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, maka menurut
Termohon seharusnya yang menjadi Subyek Termohon dalam perkara Pra
Peradilan ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan
Republik indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kepala Kejaksaanlﬂegeﬂ Jakarta
Selatan.

Bahwa Permchonan Pemohon Praperadilan terhadap Termohon | adalah
mengenai dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor
: TAP01/0.1,14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama
CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tertanggal 1 Desember

2009 atas nama Dr., BIBIT SAMAD RIANTO.

Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemochon seharusnya
dipisahkan atau didaftarkan secara tersendiri antara Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dan
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama tersangka Chanda
Martha Hamzah. Hal ini menyebabkan adanya kerancuan darn Permohonan
Pemohon Praperadilan Sehingga Permohonan Pemohon Praperadilan
haruslah ditolaK dikarenakan tidak jelasnya apa yang menjadi
Permohonannya

Bahwa pemohon Praperadilan memposisikan sebagal saksi korban
dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Nomor TAP-

01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra
Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit
Samad Rianto oleh Termohon i
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Bahwa didalam Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
indak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang
bahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana Korupsi tidak ada satdpun yang menjelaskan adanya saksi
korban dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tetapi yang
dikenal hanyalah peran serta dari Masyarakat yaitu pasal 41 yaitu :

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi ;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam menca'n". memperoieh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;

¢. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab
.kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoieh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga
puiuh) hari ;

e. hak untuk memperoleh periindungan huk:um dalam hal : melaksanakan

haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ dan diminta hadir

dalam proses penyelidikan, Penyidikan dan di siding pengadilan sebagai
saksi pelapor, saksi atau saksi shli sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

6. Bahwa Bahwa Pemohon Pra peradilan adalah pihak yang tidak berkapasi-
tas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pra
Peradilan atau tidak mempunyai hak gugat (legal standing) karena
Pemohon Pra Peradilan tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang
berkepentingan sebagaimana maksud ketentuan pasal 80 KUHAP.
pengertian rumusan Pasal 80 KUHAP yaitu : Bahwa mengenai pihak ketiga
yang berkepentingan didalam KUHAP yang mengartikannya hanya terbatas
pada saksi korban atau pelapor saja. '

7. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas berdasarkan Undang-
undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi
tidak mengenal adanya saksi korban. Jadi dengan demikian Pemohon
Praperadilan tidak memiliki hak gugat (Legal Standing) terhadap
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Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama
Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah yang
dikeluarkan oleh Termohon .

" Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka

Termohon | Pra peradilan mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan ini untuk :

- Menerima eksepsi Termohon |

- Menyatakan Pemohon adalah sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki
kapasitas untuk mengajukan permohonan pra peradilan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP.

DA K PERKARA

o Bahwa Termohon | menolak secara tegas dalil Pemohon yang
menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama
tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang tidak sah
yang dilakukan Termohon | yang bertentangan dengan asas hukum

| pidana, kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

A P DILAN AT

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas,
mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon | atas Permohonan Pra Peradilan yang
diajukan oleh Pemohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon | mohon Hakim
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut
TERMOHON [l mengajukan jawaban bertanggal 13 Apnil 2010 pada pokoknya
sebagai berikut :
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~\ Terlebih dahulu TERMOHON |l menyatakan menolak dengan tegas

=y

aiikdalil yang dJdikemukakan PEMOHON dalam permohonan
praperadilannya.

Selanjuthnya TERMOHON |l tidak akan menjawab dan mensngyapi
salu persatu danl-ualii permohonan praperadilan PEMOHON, namun
tidak berarti TERMOHON Il membeiarkan dali-oain remMUHuN
lersebul akan ietap 1cRMOHON |l akan menjawab dalam suatu
bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utulr dan tidan
ferpisahkan satu dengan iainnya yang sekaligué merupakan bentuk
dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seiuruh dalii-daiii
pemmohonan praperadilan pemohon. Demikian halnya terhadap dalii-

dalil permohonan praperadiian yang tidak relevan dengan konteks

praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga

'ﬁdak akan Termohon il tanggapi.

DALAM EKSEPSI
ERROR IN PERSONA:

a. Bahwa permohonan praperad-ifan yang diajukan oleh Pemuohon
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon i
adalah salah pihak (error in personaj karena berkas perkara
pemenrksaan terhadap tersangka Bibit S Rianto dan Chandra M.
Hamzah teiah selesal (P.21) dan hal ini sudah sesuai petunjuk darni
Termohon | sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan untuk
masalah penghentian penuntutan adalah merupakan wewenang
penuh dari Termohon I. Jadi dengan tegas Termohon il
menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh
renivhon adaian ERROR IN PERSONA.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP
khususnya mengenai penghentian penunutan seharusnya di
ajukan langsung kepada Termohon | yang secara nyals-nyata
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telah menerbitkan SKP2 untuk tersangka Bibit S Rianto dan
Chandra M. Hamzah.

¢. Jadi dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan
Pemohon terhadap Termohon i secara yuridis tidak mempunyai
dasar hukum yang kuat sehingga permohonan praperadifan yang
demikian tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libei).

Untuk itu sudah cukup berafasan bagi Pengadilan Negeri Jakaria

Seiatan untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadiian

Pomohon atau setidak-tidaknya menyatakan pemiohonan

praperadilan tidak dapat diterima.

4. DALAM POKOK PERRARA

a. Bahwa  dalil-dalif pemmohonan  praperadilan  Pemohon
sebagaimana tertuang pada halaman 9 angka 11 dan 12, temyata
Pemohon telah mengakui kebenaran terhadap hasil penyidikan
yang dilakukan oleh Termohon il atas nama tersangka Charwira .
Hamzah dan sebagaimana berkas perkara penyidikan No.
01.:BP/B.09/X/2009/Pidkor dan WCC pada tangyal 2 Oktuper
2008 dan tersangka Bibit S Rianto dengan berkas perkara
penyidikan No. Pol..BP/B.10/X/2009/Fidkor dan WCC pada
tanggal 9 Oktober 2009, oleh Temmohon | dinyatakan sudah
lengkap (P.21).

b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon i tidak
melakukan upaya hukum atas penghentian penuntutan oleh
Termohon | sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan
perbuatan melawan hukum baik yang tercantum pada posita
maupun petitum, dengan ini Termohon Il menolak dengan tegas
karena pengajuan upaya hukum atas penghentian penuntutan
oleh Termohon | bukaniah merupakan suatu kewajiban yang
mutlak menurut hukum bagi Termohon H untuk mengajukan
praperadilan mengenai penghentian penunutan dan terhadap hal
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ini tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan Termohon sebagai
Perbuatan Melawan hukum.

. PERMOHONAN
Bahwa berdasarkan‘uraian—uraian iersebut diatas, Termohon {f mohon
kehadapan Pengadiian Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa
dan memutus perkara ini berkenan memberikan amar putusan

sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Il untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon |l yang tidak melakukan
upaya hukum atas diterbitkannya SKP2 oleh Termohon | bukanlah
merupakan perbuatan melawan hukum,

3. Menyatakan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan praperaditan tidak dapat
diterima ;

Menimbang, atas Jawaban Termohon | dan Termohon Hf, Pemohon
mengajukan Replik bertanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon | mengaju-
kan Duplik bertanggal 15 April 2010 dan Termohon Il mengajukan Duplik
secara lisan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi bermaterai
cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,
selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/
2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah,
sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P - 1) ;
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Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/
2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto,
» jsesuai dengan fotocopy (diberi tanda P —- 2) ;

*{ Surat Kejaksaan Agung Rl Nomor : R-478/F.3/F1.1/11/2009, tertanggal 24

. " November 2009, Perihal . Pemberitahuan hasil penyidikan perkara Tindak

Pidana Korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap,
sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P —- 3) ;

4. Surat Kejaksaan Agung Rl Nomor : R482/F.3/Ft.1/11/2009 tertanggal 26

November 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara Tindak
Pidana Pidana Korupsi atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah
lengkap, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P — 4) ;

5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/V1/2008, tertanggal 30
Juni 2008 yang ditanda tangani oleh TersangkaChandra M. Hamzah, sesuai
dengan fotocopy (diberi tanda P — 5) ;

6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-318/01/VIII/2008, tertanggal
14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Tersangka Chandra M.
Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P — 6) ;

7. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Kep-
257/01/Vi2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal . Pelarangan
Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Putranefo A.
Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang ditanda tangani
oleh Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda
P-7); :

8. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :R-3164/01/V1lIf2008,
tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal : Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri
atas nama Anggoro Widjojo dkk yang ditanda tangani oleh Tersangka
Chandra M. Hamzah yang ditujukan ke Dirjen Imigrasi Departemen Hukum
dan HAM, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P - 8) ;

9. Kronologis terfanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary
Muladi dan Anggodo Widjojo, fotocopi dilegatlisir (diberi tanda P — 9} ;

10. Berita Acara penyitaan Bareskrim Poli, Direktorat lli/Pidana Korupsi &
WCC, tertanggal 15 Oktober 2009, fotocopi dilegalisir (diberi tanda P - 9a) ;

11. Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ary
Muladi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P — 10) ;

Hal 37 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

££0 TE:2T 0TOZ 4dv £ wayme sued uenquing



15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

23.

anda Terima uang sebesar US$ 404.600 tertanggal 11 Agustus 2008 yang
nda tangani oleh Ary Mulady, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P —

tertanggal 13 November 2008 yang ditanda tangam oleh Ary Muladi, sesuai
dengan fotowpy (diberi tanda P - 12) ;

. Tanda Terima tanpa tanggal bulan September 2009 yang ditanda tangani

oleh Ipda Is Indarto,SE, sesuai dengan fotocopy legalisir (diberi tanda P -
12a);

Tanda Terima Uang sebesar SING $ 124.920 tertanggal 13 Februari 2009
yang ditanda tangani oleh Ary Muladi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda
P-13);

Surat Tanda Penerimaan No.Pol. : STP/143/Vil/2009/Dit.1 tertanggal 27 Juli
2009, Direktorat | / Keamanan dan Trans Nasional, Bareskrim Poiri, sesuai
dengan fotocopy legalisir (diben tanda P — 13a) ;

Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-85/22/V1/2009, tertanggal
§ Juni 2009, Periha! : Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Anggoro
Widjojo Cs, yang ditanda tangani Chandra M. Hamzah, sesuai dengan asli
(diberi tanda P ~ 14) ;

Testimoni Antasan Azhar tertanggal 16 Mei 2009, sesuai dengan fotocopy
(diberi tanda P -~ 15) ; :

Laporan Polisi No.,Pol. : 2008K/VII/2009/SPK Unit “lII", tertanggal 6 Juli
2009 atas nama Pelapor Antasan Azhar, sesuai dengan fotocopy (diberi
tanda P - 18) ;

Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 yang ditanda tangani
oleh H. Didik Suyadi,SH. selaku Penyidik, sesuai dengan fotocopy (diberi
tanda P - 17);

Laporan Polisi Model : “A” No.Pol. : LP/482/Vill/2009/Bareskrim, tertanggal
25 Agustus 2009, atas nama Pelapor H. Didik Suyadi,SH., sesuai dengan
fotocopy ( diberi tanda P - 18) ;

. Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sprin. Sidik/91a/V111/2009/Pidkor & WCC

tertanggal 26 Agustus 2009 dan Surat Perintah Tugas No. Pol.
Sprin.Gas/91b/VII12009/Pidkor & WCC, tertanggal 26 Agustus 2009, sesuai
dengan fotocopy (diberi tanda P — 19) ;

Ssurat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sprin.Sidik/98a/I1X/2009/Pidkor & WCC
tertanggal 15 September 2009, sesuai dengan fotocopy (diber tanda P —
20);
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

35.

Net -;-;_'::‘.‘-"" . Surat Panggilan No.Pol. : §.Pgl/366/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 23

September 2009, sesuai dengan asli (diben tanda P -22) ;

Surat Panggifan No.Pol. : S.Pgl/517/X1/2009/Pidkor & WCC, tertanggaf 23
Nopember 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda P - 23) ;

Surat Mabes Kepolisian Negara Rl, Badan Reserse Kriminal No.Pol.
R/624/DIT.II/X/2009/Bareskrim, tertanggal 2 Oktober 2009, Perihal
Penginman Berkas Perkara a.n. Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai
dengan fotocopy (diberi tanda P — 24) ;

Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : Sprin.Kap/12/X/2009/Pidkor & WCC
tertanggal 29 Oktober 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P - 25) ;
Berita Acara Penangkapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat
li/Pidana Korupsi & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 atas nama Chandra
M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P - 26) ;

Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP-Han/03/X/2009/Pdkor & WCC,
tertanggal 29 Oktober 2009 a.n. Chandra M. Hamzah, sesuai dengan
fotocopy (diberi tanda P - 27) ;

Berita Acara Penahanan tertanggal 29 Okober 2009 atas nama Chandra M.
Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P — 28) ;

. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP-Han/04/X/2009/Pidkor & WCC,

tertanggal 29 Oktober 2009 a.n Bibit Semad Rianto, sesuai dengan fotocopy
(diberi tanda P — 29) ;

Surat Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus
Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto Nomor : B.09/11/2009, tertanggal 4
November 2009, perihal : Undangan Pertemuan Sdr. Anggodo Widjojo
dengan Tim 8, sesuai dengan asli (diberi tanda P — 30) ;

. Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor *

IMI.6.GR.02.05-3.3366, tertanggal 1 Desember 2009, Perihal : Penarikan
Paspor Rl a.n. Anggodo Widjojo (in casu PEMOHON Pra Peradilan) sesuai
dengan fotocopy (diberi tanda P — 31) :

Kliping Koran Berita Harian Sentana, Selasa, 10 November 2009 dengan
judul “Jaksa Agung Hendarman : Ar telepon Ade Rahardia 64 Kali®, sesuai
dengan asli (diberi tanda P - 32) ;
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¥ sesuai dengan asli (diberi tanda P - 33) ;

37. Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, Selasa, 24 November 2009,
dengan judul : Pidato Presiden SBY Menyikapi kasus Bank Century dan
kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sesuai dengan asfi
(diberi tanda P - 34} ;

38. Kliping Koran Harian Suara Karya, Senin, 23 November 2009, dengan Judul
: Cicak versus Buaya : iden Pilih P aian di Luar Pengadilan
sesuai dengan asli (diberi tanda P - 35) ;

39. Kliping hanan :

- Suara Pembaruan, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Tindak
Lanjut Sikap Presiden . Chandra dapat SKPP, Nasib Bibit belum jelas ;

- Repubiika, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Hentikan Kasus
Bibit — Chandra ;

- Harian Terbit, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Jakgung
membangkang terhadap Yudhoyono ;

- - Kompas, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : SBY : Tak Periu ke

Pengadilan : Kejaksaan Agung Cenderung Pilih Penghentian Penuntutan;

- Pos Kota, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Bibit ~ Chandra,
Stop ; Century Jalan Terus ;

- Media Indonesia, Selasa, 24 November 2008, dengan judul : SBY Minta
Bibit - Chandra tidak ke Pengadilan ;

- Suara Karya, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Pidato Presiden
: Bibit = Chandra Tidak ke Pengadilan ;

- Koran Jakarta, Selasa, 24 November 2009, dengan judul - Kejagung dan
Polisi segera Setop Kasus Bibit — Chandra ;

- Detik News.com, Selasa, 24 November 2009, 11.34 WIB dengan judul :
Anies : Kalay Kejagung & Polri Tak Patuhi SBY, Ongkosnya Mahal,
sesuai dengan asli (diberi tanda P — 36) ;

40. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1903/22/12/20089,
tertanggal 28 Desember 2009, Perihal : Pemmintaan Keterangan, sesuai
dengan fotocopy (diber tanda P - 37) ;

41, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-18/22/01/2010, tertanggal

. 6 Januari 2010 Perhal : Permintaan Keterangan, sesuai dengan asli (diberi
tanda P - 38) ;

.,
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42. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han-03/01/1/2010, tertanggal 14
Januari 2010 atas nama Anggodo Widjojo (In casu Pemohon Praperadilan),
sesuai dengan asli (diben tanda P — 39) ;

43. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han-10/24/04/2010, tertanggal 12
April 2010 atas nama Anggodo Widjojo (in casu Pemohon Praperadilan),
sesuai dengan asli (diberi tanda P —40) ,

44, Berita Acara Penggeledahan tertanggal 19 Agustus 2009, sesuai dengan
asli (diberi tanda P-41) ;

45, Buku berjudul Korupsi Bibit & Chandra, yang diterbitkan O.C. Kaligis &
Associates, Jakarta : Februari 2010, yang ditulis oleh Prof.DR. O.C.
Kaligis,SH.,MH., asli (diberi tanda P - 42) ;

48, Suplemen Buku berjudul : Korupsi Bibit & Chandra, oleh Prof. DR. O.C.
Kaligis,SH.,MH, yang disampaikan pada peluncuran buku berjudul ;: Korupsi
Bibit & Chandra, yang diterbitkan O.C. Kaligis & Associates, Jakarta :
Februari 2010, yang ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis,SH.,MH., asli (diberi
tanda P-43) ;

Menimbang, Pemohon Praperadilan juga mengajukan 2 (dua) orang ahli
yang di dengar pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH. MH.
- Bahwa ahli Guru Besar di Unima Malang, dokior di bidang Pidana

dengan Disertasi mengenai Integrated Criminal Justice System, mengajar
di S3 Trisakti, Sespim, Sespati, Pusdiklat Kejakssaan dan mengajar di
beberapa Universitas ;

- Bahwa perkara yang sudah dinyatakan P21, berarti dari penyidikan ke
Penuntutan, artinya semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, berdasarkan
teon Konsistensi, tidak ada alasan untuk tidak membuat surat dakwaan
untuk dibuktikan unsur-unsur deliknya, dalam hal ini pemerasan, di
Pengadilan, kalau pemerasan tersebut terbukti, maka tuduhan mencoba
melakukan penyuapan menjadi premature ;

- Bahwa orang yang dituduh melakukan penyuapan tersebut adalah
korban (orang yang menderita karenanya), akibat dikeluarkannya suat

keterangan penghentian penuntutan (SKPP) ;
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah korban ;
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2.

Bahwa alasan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal
140 ayat (2) KUHAP, disamping azaz Opportunitas (kepentingan umum) ;
Bahwa dalam SKPP alasannya yuridis telah terpenuhi semuaunsur delfik
' dan alasan sosiologis karena perasaan masyarakat lebih banyak
mudharatnya daripada manfaatnya, itu kontradiktif, mestinya hanya
alasan yuricfis saja, karena suasana kebatinan fidak pemah di uji dan
anggota Legislatifpun tidak pernah mau merubah KUHAP dengan
memasukkan ahli kebatinan ;

- Bahwa dalam kasus ini jika alasan penghentian karena kepentingan
umum, Jaksa harus minta pendapat kepada Badan-Badan lain, KPK saja
tidak pemah diminta pendapatnya, sedang Tim 8 tidak mempunyai
wewenang Pro Jusﬁtia :

- Bahwa Kejaksaan tidak dapat menggunakan Pasal 50 KUHP untuk

menghentikan penuntutan (perkara), karena Pasal itu kewenangan

Hakim (Pengadilan) ;

- Bahwa dalam formulir P21, bukti P3, kalimat sesuai Pasal 8 (3)b, Pasal

138 (1) dan Pasal 139 KUHAP supaya saudara menyerahkan tanggung
jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan
apakah pericara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau
tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan, Penuntut Umum tidak konsisten,
karena alasan yuridis sudah terpenuhi ;

D IRUL HUDA, SH. . MH

- Bahwa ahli pengajar di Fakuitas Hukum Universitas Muhamadiyah

Jakarta, mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ;

- Bahwa praperadilan adalah lembaga yang diadakan didalam KUHAP

untuk melakukan pengujian apakah upaya-upaya penegakan hukum
yang dilakukan oleh aparat hukum telah sesuai Undang-undang ;

Bahwa pra peradilan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang
berkepentingan, yaitu semua pihak yang berhubungan dengan suatu
perkara, kala seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana, ia
menjadi pihak ketiga yang berkepentingan, bahkan dalam beberapa
putusan Pengadilan masyarakat bisa dikualifikasikan sebagai pihak yang
berkepentingan sehubungan dengan menyangkut beberapa tindak
pidana yang memang korbannya adalah masyarakat :

Bahwa siapapun dari masyarakat yang dirugikan akibat tindakan aparat
penegak hukum yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang
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berlaku, dapat menguji apakah tindakan aparat itu sah dengan
mengajukan pra peradilan ;

Praperadilan pada tempatnya meminta untuk menguji apakah
penghentian penuntutan itu sah atau tidak ;

Bahwa penghentian penuntutan dalam KUHAP (Pasal 140 ayat (2))
hanya dengan 3 alasan, vaitu bukan merupakan tindak pidana, tidak
cukup bukti sebagai tindak pidana atau dihentikan demi hukum ;

Bahwa bukan merupakan tindak pidana dalam arti perbuatan itu secara
materil tidak memenuhi sebuah tindak pidana ; sedang tidak cukup bukti
artinya secara formil perbuatan itu tidak ada bukti-bukti yang mendukung
bahwa pemenuhan unsur-unsumya telah terpenuhi ; dan dihentikan demi
hukum berhubungan dengan ketentuan gugurnya kewenangan menuntut,
seperti sudah daluwarsa, terdakwa meninggal dunia, nebis in idem dan
pengaduan yang ditarik kembali ;

Bahwa perkara ini sudah dinilai lengkap oleh Kejaksaan artinya baik
secara formil dan materiil perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana,
tinggal persoalannya apakah ada alasan-alasan menghentikan
penuntutan yang ditertukan hukum, karena alasan-alasan tersebut tidak
terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menghentikan penunfutan,
karena pada dasamya penghentian penuntutan itu bagian dari alasan
yang meniadakan pidana ;

Bahwa alasan meniadakan pidana terbagi 3 yaitu, yang menjadi
kewenangan Pengadilan sebagaimana alasan pemaaf dan alasan
pembenar (Pasal 48 KUHP s/d. Pasal 51 KUHP), yang menjadi

~wewenang penuntutan/kewenangan menuntut sebagaimana dalam

KUHP, dan yang menjadi wewenang Eksekutif berkenaan dengan
Remisi, Grasi, Abolisi dan Amnesti

Bahwa alasan dalam SKPP tersebut salah satunya Pasal 50 KUHP, yang
datam limu Hukum disebut bagian Principal Liability, prinsip-prinsip
pertanggung jawaban pidana atau alasan-alasan unfuk melakukan
pembelaan, guna meniadakan pertanggung jawaban pidana, karenanya
masuk dalam wilayah kewenangan hakim, karena Penuntut Umum itu
hanya membuktikan soal tindak pidananya, tidak menyangkut
pertanggung jawaban pidana, sehinga menurut ahli Pasal 50 KUHP
secara teoritik tidak mempunyai tempat digunakan sebagai alasan
penghentian penuntutan pidana ;
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Bahwa penghentian penuntutan adalah full pertimbangan hukum, sedang
alasan-alasan sosiologis adalah alasan-alasan diluar hukum,
pertimbangannya bukan lagi pertimbangan hukum, yang dalam sistim kita
| ada tempatnya yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir
perkara, karena jika diteruskan tidak berguna bagi kepentingan umum, ini
pertimbangan-pertimbangan di luar hukum, bisa masuk kedalam
keranjang yang namanya kepentingan umum ;

- Bahwa terhadap perkara yang sudah P21, kecuali ada alasan
penghentian demi hukum, maka harus digjukan ke Pengadilan ;

- Bahwa Kejaksaan berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004
adalah Lembaga Pemerintah, menurut ahli, Kejaksaan sebagai lembaga
ia adalah unsur Pemerintah, tetapi ketika keputusan berkenaan dengan
penegakan hukum, misalnya penghentian penuntutan, keudukan
Kejansaan bukan lagi sebagai Lembaga Pemerintah, tetapi sebagai
bagian dari Criminal Justice System ; |

- Bahwa KUHAP menganut Integrated Criminal Justice System, jika
Penuntut Umum menghentikan penuntutan, maka sebenamya Penyidik
punya kewajiban moril untuk melakukan upaya hukum ;

- Bahwa Kejaksaan tidak bisa menghentikan penuntutan menggunakan

syarat-syarat di luar Pasal 140 ayat (2) KUHAP, karen sifatnya mutlak ;

Menimbang, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi
bermaterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya di
persidangan, selanjutnya teriampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti
perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus Nomor Print-65/P-16/F.3/Ft.1/10/2009 tanggal 5
Oktober 2009 (P-16), sesuai dengan asli (diberitanda T.| - 1) ;

2. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas

nama Tersangka DR. Bibit Samad Rianto sudah lengkap No. R-
483/F .3/Ft.1/11/2008 tanggal 26 Nopember 2009 (P-21) sesuai dengan asii
(diberi tanda T.1-2) ;

3. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian
perkara tindak pidana dari Kepala Kejaksaan Negen Jakarta Selatan Nomor
: Print-1849/0.1.14/Ft.1/11/2009 tanggal 30 Nopember 2009 (P-16A), sesuai
dengan asli (diben tanda T.| - 3)
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Berita Acara Pendapat (BA-5), sesuai dengan asli (diberi tanda 7.1 - 4) ;

rat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri

karta Selatan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft/12/2009 tanggal 1 Desember

(P-26), sesuai dengan asli (diberi tanda T.l - 5) ;

Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti

perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dar Jaksa Agung Muda

Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-610/P-16/F.3/Ft.1/10/2009 tanggal 25

September 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda T.l-6) ; _

7. Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas
nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap No. R-
478/F.3/Ft.1/11/2009 tanggal 24 Nopember 2009 (P-21), sesuai dengan asli
(diberitanda T.I-7);

8. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian
perkara tindak pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor
: Print-292/0.1.14/Ft.1/11/2009 tanggal 26 Nopember 2009 (P-16A), sesuai
dengan asli (diberi tanda T.1 - 8) ;

9. Berita Acara Pendapat (BA-5), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I - 9) ;

10. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dar Kepala Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft/12/2009 tanggal 1 Desember

2009 (P-26), (diberi tanda T.1 - 10) ;

)
i
)
-1
-

Menimbang, Termohon | mengajukan seorang ahli yang didengar
pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, ppada pokoknya sebagai
berikut :

AT MH

- Bahwa ahli pengajar Hukum Pidana Materiil, pernah juga Hukum Acara
Pidana dan sekarang aspek Hukum Pidana dengan Media Massa, pada
Fakuitas Hukum Universitas Indonesia ,

- Bahwa 2 (dua) SKPP dengan 2 (dua) nomor dan 2 (dua) tersangka
diajukan dalam satu perkara pra peradilan akan menyulitkan administrasi
peradilan pidana dan proses-proses hukum berikutnya ;

- Bahwa ada tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana antara lain :
Penyidikan, Penuntutan dan pelaksanaan Pidana, bila bicara penuntuan
tentunya tidak relevan lagi membicarakan aparat penegak hukum
Penyidik begitu juga sebaliknya, karena 2 (dua) lembaga yang berbeda

Hal 45 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

Sb0 2€:2T 0T0T 4dv £2 wiiyme sued uenquin]



L1}

4
e

sekaligus 2 (dua) produk yang berbeda pula, maksudnya terjadi emor in

| subjecto atau emro in persona ;

Bahwa secara umum pihak ketiga yang dapat mengajukan pra peradilan
adalah korban atau ahli waris korban, yaitu pihak yang dirugikan atas
terjadinya tindak pidana tersebut ;

Bahwa dalam kasus pemerasan, korban adalah siapa yang
mengeluarkan uang tersebut, sedangkan yang lainnya hanya sebagai
perantara ;

Bahwa yang diharapkan dari ahll adalah kemampuan keilmuannya
membawa kenetralan dalam suatu masalah yang diajukan di
persidangan, kalau pada awalnya ia sudah terikat dalam suatu
keterangan, kemudian dikesempatan lain memberi keterangan dalam
permasalahan yang sama, dikhawatirkan terjadi kesulitan bagi yang
bersangkutan untuk memberikan pendapat dalam posisi kenetralannya,
karena sudah terikat dengan pendapat-pendapat atas kasus tersebut ;
Bahwa penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana
diatur Pasal 14 Jo. Pasal 140 ayat (2) KUHAP, alasannya tidak cukup
bukti (Pasal 184 Jo. Pasal 183 KUHAP), sehingga bisa diputus bebas
karena tidak cukup bukti atau lemah buktinya sedang peristiwa tersebut
bukan tindak pidana, misal hutang piutang kasusnya tidak bisa
dipidanakan sehingga dihentikan tuntutannya dengan alasan perkara
tersebut bukan perkara pidana, adapun penghentian demi hukum, ada 2
sumber yaitu hukum dalam pengertian Undang-undang, ada beberapa
Pasal KUHP yang mengatumya, Yaitu mulai dasar penghapus penututan,
persoalan tersangka/terdakwa meninggal dunia, nebis in idem maupun
daluwarsa, juga Buku | KUHP seperti Pasal 2 sampai dengan Pasal 3
KUHP atau Pasal 61, 62 untuk tindak pidana Pers sampai adanya
pembayaran perkara bisa dihentikan, delik aduan tetapi tidak ada
pengaduannya ; sedangkan alasan lain demi kepentingan umum, yang
tidak dipeﬂukan lagi kajian-kajian/dasar-dasar hukum untuk melandasi
Penuntut Umum menghentikan penuntutannya ;

Bahwa penghentian penuntutan perkara dapat dilakukan di luar hukum,
yaitu demi kepentingan umum ;

Bahwa dengan telah P21 suatu perkara sudah cukup bukti baik di sisi
Jaksa Penuntut Umum  maupun Penyidiknya untuk dibawa ke
Pengadilan, dengan demikian P21 mengindikasikan suatu sistim
penyaringan atas kerja tahapan-tahapan dalam hal ini sistim peradilan
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pidana, saringannya sudah menunjukkan layak dan dapat diajukan ke

tahapan berikutnya ;

] ahwa dapat diajukan ke tahapan benkutnya, ada kemungkinan demi

* fkepentingan umum tidak dapat diajukan kepersidangan, seperti kita kenal

f seorang Jaksa atau melalui Jaksa Agung memungkinkan untuk

mendeponering perkara, makna deponering adalah secara Undang-

undang buktinya sudah tidak masalah, tetapi kepentingan umumilah yang
bisa menghentikan proses ke tahap berikutnya ;

- Bahwa Deponering adalah wewenang Jaksa Agung, tapi bila perkara
tersebut terjadi didaerah, maka muncul dalam administrasi negara yang
dinamakan pendelegasian sepanjang dapat dibuktikan perkara tersebut
demi kepentingan umum, kepada Jaksa-Jaksa lebih rendah ;

- Bahwa orang yang sama sekali tidak tedibat dalam suatu tindak pidana,
kalau sampai dicekal, tentunya ia bagian dari orang yang menjadi korban
dari suatu tindak pidana ;

- Bahwa P21 dimaknai dari sisi bukti lengkap dan dinilai cukup pihak

Kejeksaan maka tahap benkutnya adalah administrasi peradilan dalam

bentuk pembuatan surat dakwaan, agar perkara tersebut dibawa ke

Pengadilan ;

Menimbang, Termohon [l di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa fotocopi barmaterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan
aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Kabareskrim Poiri No.Pol. : B/2377/Dit.Ili/X/2009/Bareskrim kepada
Jaksa Agung Rl tanggal 9 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Berkas perkara
atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diber tanda T.l}
-1);

2. Surat Kabareskrim Poiri No.Pol. : B/2646/Dit.iiIlXX1/2009/Bareskrim kepada
Jaksa Agung Ri tanggai 24 Nopember 2009, Perihal Pengiriman Berkas
perkara atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi
tanda T.li—~1);

3. Surat Jaksa Agung Nomor : R.483/F.3//Ft.1/11/2009 kepada Kabareskrim
Poln tanggai 26 Nopember 2009, Perihal Pemberitahuan Hasii Penyidikan
Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama fersangka Dr. Bibit Samad
Rianto sudah lengkap, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.1I - 3) ;
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11.

Surat Kabareskrim Poiri No.Pol. : B/2665/Dit.I/X1/2009/Bareskrim kepada
aksa Agung RI tanggal 30 Nopember 2009 Perihal Pengiriman Tersangka

=0r. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.1l - 4) ;

rita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka
Dr. Bibit Samad Rianto tanggal 30 Nopember 2009, sesuai dengan fotocopy
(diberi tanda T.l - 5) ; |

Berita Acara Penerimaan dan Penelitan Benda Sitaan/Barang Bukti
Tersangka dan Barang Bukti a.n. tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai
dengan fotocopy (diberi tanda T.Il - 6) ;

Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember
2009, Perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-
02/0.1.14/Ft/2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, (diberitanda T.ll ~7)
Surat Kabareskrim Polni No.Pol. : R/624/Dit.IIINX/2009/Bareskrim k&pada
Jaksa Agung RI tanggal 2 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Berkas perkara
atas nama Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II —
8);

Surat Agung RI Nomor : B/-2175/F.3/Ft. 1/10/2009 kepada Kabareskrirh Poln
tanggal 12 Oktober 2009, Perihal : Pengembalian Berkas Perkara atas
nama Chandra M. Hamzah yang disangka melanggar Pasal 23 UU No. 31
Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP, Pasal
12 huruf e jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi untuk dilengkapi, sesuai dengan fotocopy (diber
tanda T.Il=9);

Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/672/Dit. N/ X/2009/Bareskrim kepada
Jaksa Agung RI tanggal 27 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Kembali
Berkas perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan
fotocopy (diberi tanda T.1l - 10) ;

Surat Jaksa Agung RI Nomor : B/-2382/F.3/Ft.1/10/2009 kepada
Kabareskrim Polri tanggal ¢ Nopember 2009, Perihal Pengembalian ke-2
berkas perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah yang disangka
melanggar Pasal 23 UU No. 31 Tahuj 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas UU No. 31 fentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP, Pasal 12 huruf e Jo, Pasal 15 UU No. 31
Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No, 31
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ilengkapi, , sesuai dengan fotocopy {(diberi tanda T.ll - 11) ;
urat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/741/Dit.IIVX/2009/Bareskrim kepada

fotocopy (diberi tanda T.Il - 12) ;

13. Surat Jaksa Agung RI Nomor : R.478/F.3/Ft.1/1/2009 kepada Kabareskrim
Polri- tanggal 24 Nopember 2009, Perihal Pengembalian Hasil Penyidikan
Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Chandra M. Hamzah,
sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.ll - 13) ;

14, Surat Kabareskrim Polri No.Pol. :. R/802/Dit.[lI/X/2009/Bareskrim kepada
Jaksa Agung RI tanggal 26 Nopember 2009, Perihal Pengiriman
tersangkadan barang bukti, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda Tl ~ 14) ;

15. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakaria Selatan tanggal 1 Desember

2009 Perihal ;. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-

01/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama Chandra Martha Hamzah, sesuai dengan

fotocopy (diberi tanda T.1l - 15) ;

Menimbang, Termohon Il tidak mengajukan saksi maupun ahti ;
Menimbang, terhadap hal-hal fain yang relevan namun belum dimuat
dalam putusan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis

mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, kemudian Pemohon dan Termohon | dan |l mengajukan
Kesimpulan serta mohon putusan ;

JENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM EKSEPSI
Menimbang, atas permohonan pra peradilan tersebut, baik Termohon |

maupun Termohon Il dalam Jawabannya masing-masing mengajukan Eksepsi
pada pokoknya sebagai berikut :
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Desember 2009 atas nama Chandra Martha Mamzah dan surat keterangan
Penghentian Penuntutan Nomer : TAP - 02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1
Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto ; baliwa berdasarkan

Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Ri yang berbunyi
* Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaarn
Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-
unidang, karena kejaksaan lembaga pemerintah , maka menurut Termohon
seharusnya yang menjadi subyek Termohon dalam perkara praperadilan ini
adalah Pemerintah Rl Cq Kepolisian Rl Cq Jaksa Agung RI Cq Kepala
Kejaksaan Tinggi DKl Jakarta Cq Kepala kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

. Bahwa permohonan pemohon Praperadiian adalah mengenai

dikeluarkannya surat keterangan Penghentian Penuntutan tersebut diatas,
seharusnya didaftarkan secara tersendin, hal ini menyebabkan kerancuan
permohonan tersebut, sehingga harus ditolak karena tidak jelas apa yang
menjadi permohonannya.;

. Bahwa pemohon Praperadilan memposisikan sebagai saksi korban daiam

penerbitan kedua surat ketetetapan penghentian penuntutan tersebut diatas,
dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pilana Korupsi
Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan satas UU N6. 31 tahun 1999
tentang pemberantasan Korupsi, tidak ada satupun yang menjelaskan
adanya saksi korban dalam penanganan tindak pidana korupsi, tetapl yang
dikenal hanyalah peran serta masyarakat (Pasail 41) ; |

. Bahwa Pemochon Praperadilan adaiah pihak yang tidak berkapasitas

sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Pra peradilan atau
tidak memiliki hak gugat (legal standing) karena tidak termasuk .sebagai
pihak ke 3 yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pasal 80 KUKAP
yang mengartikannya hanya terbatas pada saksi Korban atau peélaper saja,
sedangkan UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahur 2001, dalam Tindak
Pidana Korupsl, fidak mengerial adarys Korban, sehingga pemiochon

Hal 50 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid. Prap/2010/PN.Jit Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

050 Z€:2T 0TOT 4dv £2 wuiyme sued uenquiny



at

aperadilan tidak memiliki hak gugat (legal standing) terhadap penerbitan
BKPP atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad

T & ) . .
e -Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon terhadap Termohon |l

adalah salah pihak (error in persona) , karena berkas pemenksaan terhadap
tersangka Bibit Samad Rianto dan Candra M Hamzah sudah selesai (P.21),
sedang Penghentian Penuntutan merupakan wewenang Termohon | ;

. Berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP khususnya mengenai Penghentian

Penuntutan seharusnya diajukan langsung kepada Termohon | yang secara
nyata-nyata telah menerbitkan SKPP untuk tersangka Bibit Samad Rianto
dan Chandra M Hamzah , dengan demikian permohonan praperadilan yang
diajukan pemohon terhadap Termohon Il tidak mempunyai dasar hukum
yang kuat, sehingga pérmohonan tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, terhadap Eksepsi Termohon | tersebut, Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Terhadap Eksepsi Poin ke | :

Menimbang, berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 16 fahun 2004
tentang Kejaksaan disebutkan, bahwa Kejaksaan Rl yang selanjutnya datam
UU ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan jain berdasarkan
undang-undang ; sedangkan pasal 3 UU tersebut, menyatakan bahwa
pelaksanaan kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan
Negeri ; dan Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tersebut menyatakan
kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara merdeka, yang dipertegas dalam penjelasannya yang dimaksud
dengan secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenangnya teriepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan lainnya ; dan menurut ahli DR. Chairul Huda
meski Kejaksaan iembaga pemerintah, namun terhadap keputusan
berkenaan dengan penegakan hukum, misainya penghentian penuntutan,
maka kedudukan kejaksaan bukan lagi sebagai lembaga pemerintah tetapi
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bagian dari Criminal Justice System. Disamping itu, penyebutan Termohon |
agai subyek dalam pemmohonan praperadilan aquo, sudah sesuai/
enurut hiratki yang ada, dan tuntutan dalam permohonan praperadilan
aquo tidak berkaitan dengan pembayaran ganti rugi, karena kalau ada
tuntutan pembayaran ganti rugi, maka bila dikabulkan pembayarannya
dengan APBN oleh Menteri Keuangan, sehingga baru diawali dengan
pemerintah Rl ; Dengan demikian penyebutan Termohon [ dalam
permohonan praperadilan ini sudah tepat dan benar.,

2. Terhadap Eksepsi Poin ke 2 :

Menimbang, setelah Hakim menelitt derngan seksama permohonan
pemohon praperadilan fersebut baik posita maupun petitumnya, apa yang
menjadi dasar / alasan dan apa yang dituntut sudah jelas , yaitu permohorian
tidak sahnya surat ketetapan penghertian penuntutan Nomor : TAP -
01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha
Hamzah dan surat ketetetapan penghentiant penuntutan Nomor : TAP-
02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Bibit Samad Rianto
Bukti P1/Ti-10 dan bukti P2/TI-5, yang kemudian dituangkan dalam petitum
poin ke 4 dan ke 5, karena kedua surat ketetapan penghentian penuntutan
tersebut diterbitkan oleh pejabat yang sama terhadap suatu perkara yang
modus dan substansinya sama, dan tidak ada keharusan menurut hukum Cq
administrasi perkara pidana supaya didaftarkan sendin sendiri, bahkan dirasa
lebih tepat dan efisien bila diperiksa dalam satu berkas perkara, sehingga
permohonan praperadilan tersebut tidak rancu.;

3. Terhadap eksepsi poinke 3 :
Menimbang, pemmohonan praperadilan ini diajukan oleh pemohon

berdasarkan pasal 80 KUHAP Jo Pasal 77 a KUHAP, dan tidak benar kalau
dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban, karena tindak pidana korupsi
merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime), umumnya korbannya
adalah masyarakat, karena uang yang diselewengkan adalah uang Negara
yang juga berarti uang rakyat, namun tindak pidana korupsi itu ada beberapa
macam, antara lain pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e UU
No. 20 tahun 2001, jelas ada korbannya , yaitu yang diperas , dan berdasarkan
keterangan ahli Prof. DR. OC kaligis , SH, MH dan DR. Chairul Huda, SH,MH
maupun DR. Rudy Satrio Mukamtardjo, SH,MH., pemohon praperadilan
termasuk kategon korban atau bagian orang yang menjadi korban tindak
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Menimbang, untuk mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan
gaimana diatur dalam pasal 80 KUHAP, apabila kasusnya merupakan

= tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merupakan kejahatan juar biasa, karena

sangat-sangat merugikan keuangan Negara vang akhimya akan
menyengsarakan masyarakat, hakim berpedoman pada Yurisprudensi MARI
nomor : 04/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, yang berpendapat pihak
ketiga yang berkepentingan diberi pengertian tidak mesti dibatasi hanya kepada
saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan langsung, melainkan
termasuk setiap orang, baik manusia pribadi (naturliik persoon, natural person)
maupun badan hukum ( Rechttelik persoon, legal person) disamping itu
menurut M. Yahya Harahap , SH., dalam bukunya pembahasan dan penerapan
KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK ; edisi ke
dua, cetakan kelima Nopember 2003 , penerbit Sinar Grafika , Jkt, hal.11,
permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penuntutan dapat
diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak
pidana serta pelapor, selain itu berdasarkan pertimbangan eksepsi poin ke 3
telah terbukti pemohon praperadilan termasuk kategori korban, karenanya
utamanya dengan berdasarkan Yurisprudensi tersebut pemohon praperadilan
yang berkaitan /ada kaitannya dengan penerbitan SKPP tersebut yaitu karena
telah dilakukan penggeledahan rumah pemohon oleh KPK (bukti P 41) dan
penahanan terhadap pemohon praperadilan (bukti P39 dan P40), karena
dugaan tindak pidana korupsi berupa percobaan pemberian suap kepada
pegawai KPK dan atau pimpinan KPK , terkait dengan kasus-kasus tindak
pidana korupsi oleh KPK, dimana Pemohon telah membayarkan sejumiah uang
milik Anggoro Wijoyo sebesar Rp. 5.150.000.000,- (ima milyar seratus lima
puluh juta rupiah) kepada pimpinan dan pejabat KPK melalui Ary Muladi (Bukti
P9 dan P9A) akan tetapi kasus pemerasan tersebut oleh Termohon | dihentikan
penuntutannya, sebagaimana bukti PI/TI-10/T1i-15 dan P2/Ti-5/Tli-7, sedangkan
pemohon tetap dipfoses sesuai hukum, maka Pemohon mempunyai hak gugat
flegal standing terhadap penerbitan kedua SKPP atas nama Chandra M
Hamzah dan Bibit Samad Rianto.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, eksepsi
Termohon | harus ditolak.;

Hal 53 dari 59 Hal Putusan No. : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

Kedudukan hukum ..., Michael Cecio Bangun, FH Ul, 2011

£60 ¢€:2T 0T0T Jdy £2 wiyme] sued uenquiny



e

L 13

tidak mengajukan upaya hukum dalam rangka pengawasan horizontal atas
terbitnya 2 (dua) SKPP atas nama Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto
yang diterbitkan ofeh Termohon I, padahal perkara tersebut sudah dinyatakan
lengkap (P21) hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 KUHAP berikut
penjelasannya, karenanya pihak-pihak dalam permohonan praperadilan

tersebut sudah tepat dan benar , sehingga tidak error in persona.;

2. Yerhadap Eksepsi kedua :

Menimbang, permohonan praperadilan aquo berdasarkan pasal 77 huruf
a jo pasal 80 KUHAP dan peraturan perundangan lainnya sebagaimana
divraikan dalam permohonan tersebut, karenanya berdasarkan hukum dan tidak
obscuur libel ;

Menimbang, karenanya Eksepsi Termohon Il harus pula ditolak.,

DALAM POKOK PERKARA :
Menimbang, maksud dan tujuan permohonan pemohon praperadilan
sebagairnana tersebut dimuka.;

Menimbang, dalil-dalili pemohon praperadilan disangkal / ditolak oleh
Termohon { dan ii.;

Menimbang, dalil utama pemohon praperadilan adalah surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dan Nomor :
TAP-02/0.1.14/F1.112/2009 masing-masing atas nama tersangka Chandra
Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto bertanggal 1 Desember 2009 adalah
tidak sah, karena penerbitannya berdasarkan alasan yuridis dan alasan
sosiologis yang tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan tersebut sehingga merupakan perbuatan melawan
hukum.;
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Menimbang, pemohon dibebani membuktikan dalil-dalilnya .;

Menimbang, berdasarkan bukti P3/TI-7/TI-3 dan P4/TI-2/TII-13
idangan terbukti, Termchon ( telah menyatakan hasil penyidikan perkara
k pidana korupsi atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit
samad Rianto sudah lengkap (P21).,

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Prof. DR OC Kaligis , SH,MH
dan DR Chaerul Huda, SH, MH maupun DR. Rudy Satrio Mukantardjo, SH,MH
‘pada pokoknya perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) harus diajukan ke
Pengadilan.;

Menimbang, berdasarkan bukti P1/TI-10/TIl-15 dan P2/TI-5TII-7,
Termohon | yang sudah menyatakan perkara tindak pidana korupsi atas nama
tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut lengkap,
menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan masing-masing Nomor :
TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan
Nomor : TAP-02/0.1. 14/Ft.1/12/2009 atas nama tersangka Bibit Samad Rianto
masing-masing bertanggal 1 Desember 2009, dengan alasan Yuridis bahwa
perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang
disangkakan, baik pasal 12 huruf @ UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun
2001 Jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari
dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut
dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya ,
mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya,
oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan pasal 50 KUHP ; sedangkan
alasan sosiologis :

1. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara
tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan, karena lebih banyak mudharat
daripada manfaatnya.;

2. Untuk menjaga keterpaduan / harmonisasi lembaga penegak hukum
{Kejaksaan , Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rmenjalankan
tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan dokirinal yang
dinamis dalam hiukum pidana.;
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Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak
f89ak untuk dipertanggung jawabkan kepada tersangka karena perbuatan
pbut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya
glam pemberantasan korupsi yang memeriukan terobosan-terobosan

Menimbang, untuk penghentian penuntutan perkara pidana, harus
berdasarkan alasan yang ditentukan pasal 140 ayat (2) a UU No. 8 tahun 1981
(KUHAP) yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut temyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.;

Menimbang, menurut ghli DR. Chairul Huda , tidak cukup bukti artinya
secara formil perbuatan itu tidak ada Dbukti-bukti yang mendukung bahwa
pemenuhan unsur-unsurnya telah terpenuhi ; sedangkan peristiwa tersebut
temyata bukan merupakan tindak pidana dalam arti perbuatan itu secara
materil tidak memenuhi sebuah tindak pidana ; adapun ditutup demi hukum
berhubungan dengan gugumya kewenangan menuntut, seperti sudah
kadaluwarsa, terdakwa meninggal dunia, ne bis in idem dan pengaduan yang
ditarik kembali.;

Menimbang, berdasarkan pendapat ahfi DR. Chairul Huda , Kejaksaan
(Termohon 1) tidak dapat menghentikan penuntutan mengguna-kan syarat-
syarat diluar pasal 140 ayat (2) a KUHAP, karena sifathya mutlak;

Menimbang, temyata berdasarkan bukti P1/TI-10/TH-5 dan bukti P2/Ti-
SMTil-7, alasan penghentian penuntutan dalam kedua surat ketetapan
penghentian penuntutan tersebut, selain alasan yuridis, juga alasan sosiologis
sebagaimana diuraikan diatas, disamping itu juga berdasarkan pada pasal 50
KUHP.;

Menimbang, menurut ahli Prof..DR.OC Kaligis, kedua alasan tersebut
kontradiktif, mustinya hanya alasan yuridis saja, karena suasana kebatinan tidak
pemah diuji dan anggota legislatifpun tidak pemah mau merubah KUHAP
dengan memasukkan ahli kebatinan.;

Menimbang, disamping itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI
Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang perubahan
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tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan diberi tanda coret yang

tidak periu ; dalam formulir P26 tersebut sama sekali tidak ada alasan-alasan
sosiologis atau diluar hukum.;

Menimbang, - berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
perbuatan Termohon | menerbitkan kedua surat ketetapan penghentian
penuntutan tersebut yang mendasarkan alasan yuridis dan alasan sosiologis
tidak sesuai/bertentangan dengan pasal 140 ayat (2) a KUHAP, karenanya
merupakan perbuatan melawan hukum.,

Menimbang, karenanya petitum ke 2 permohonan praperadilan tersebut
dikabulkan.;

Menimbang, karena petitum ke 2 dikabutkan , sedangkan petitum ke 4
dan ke 5 berkaitan erat dengan petitum ke 2 , maka petitum ke 4 dan ke § juga
dikabutkan.;

Menimbang, terhadap petitum ke 4 dan ke § dilakukan penyesuaian
redaksional seperlunya ;

Menimbang, karena petitum ke 2, 4 dan 5 dikabulkan , maka terhadap
petitum ke 6 dan ke 7, karena merupakan konsekuensi dari dikabulkannya
petitum ke 4 dan ke 5§, serta demi memenuhi azas persamaan dimuka hukum
(Equality before the law) yang merupakan prinsip penting dalam Negara hukum
(rechtstaats) dan demi rasa keadilan masyarakat serta demi kepastian hukum
bagi tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto atas sangkaan
terhadap dirinya, sehingga diharapkan dengan adanya putusan Pengadilan atas
dini mereka, ada kepastian hukum atas kasus mereka, maka petitum ke 6 dan
ke 7 patut dikabulkan.;

Menimbang, terhadap petitum ke 3 permohonan praperadilan,
berdasarkan pasal 80 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) , kata dapat berarti tidak
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jukan upaya hukum atas terbitnya kedua surat ketetapan penghentian
hlutan tersebut oleh Termohon I, dengan demikian Termohon Il tidak

Menimbang, karena petitum ke 3 ditolak, maka terhadap petitum ke 8
yang berkaitan dengan petitum ke 3, harus pula ditolak.;

Ménimbang, terhadap biaya perkara sebagaimana dalam petitum ke 9,
mohon dibebankan kepada Negara, karena permohonan dikabulkan maka
petitum tersebut dikabulkan.;

Menimbang, karenanya permohonan praperadilan tersebut dikabulkan
sebagian ;

Mengingat, Pasal 77 a KUHAP Jo Pasal 80 KUHAP Jo. Pasal 140 ayat
(20 a KUHAP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang
bersangkutan.;

MENGADILI

Al PSl :
— Menolak Eksepsi Termohon | dan Termohon II.;

DALAM POKOK PERKARA : |
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.;

2. Menyatakan perbuatan TERMOHON | yang menerbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft. 1/
12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA
MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009
atas nama BIBIT SAMAD RIANTO adalah merupakan perbuatan
melawan hukum.;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor :
TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas
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nama CHANDRA MARTHA HAMZAH yang diterbitkan
TERMOHON | adalah TIDAK SAH.;

Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor :
TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas
nama BIBIT SAMAD RIANTO yang diterbitkan TERMOHON |
adalah TIDAK SAH.;

Memerintahkan TERMOHON | untuk melimpahkan perkara
CHANDRA MARTHA HAMZAH ke Pengadilan sebagaimana
berkas perkara hasil penyidikan Termohon | No. Pol : BP/B.0S/X/
2009/PIDKOR&WCC, tertanggal 2 Oktober 2009.;

Memerintahkan TERMOHON | untuk melimpahkan perkara BIBIT
SAMAD RIANTO ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara
hasil penyidikan TERMOHON Il No. Pol : Bp/B.10/X/2008/
PIDKOR&WCC, tertanggal 9 Oktober 2009.; ’
Menolak permohonan pemohon selebihnya.;

Membebankan biaya perkara kepada Negara.;

Demikianiah diputuskan dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum , pada hari : SENIN, tanggal : 19 April 2009, oleh Kami :

NUGROHO SETIADJI, SH, Hakim Praperadilan, dibantu oleh : AYU TRIANA
LISTIATI, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa
Temmohon I_dan Kuasa Termochon Ii.

Panitera Pengganti, Hakim tersebut,
t t d. it od.
IAN A NUGROHO SETIADJI, SH -
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KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

"UNTUK KEADILAN” P-26

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
NOMOR : TAP - 01 /0.1.14/Ft.1/12/2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Membaca : 1, Berkas perkara hasil penyidikan dari Bareskrim Mabes Polri No. Pol:

BP/B.09/X/2009/ Pidkor & .WCC tanggal 2 Oktober 2009 yang
dibuat oleh Penyidik Mabes Polri dalam perkara atas nama

tersangka:

Nama lengkap : CHANDRA MARTHA HAMZAH

Tempat lahir :  Jakarta

Umur/ tanggal lahir : 42 th/ 25 Februari 1967

Jenis Kelamin . Laki-laki

Kebangsaan . Indonesia

Tempat tinggal ¢ JI. Manggarai Selatan IX, 0.46 Kompiek
- Garuda, Kelurahan  Bukit Duri,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Agama » Islam
Pekerjaan * Wakil Ketua KPK Non Aktif.

Yang disangka melanggar Pasal :

Pasal 12 huruf e; Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001 dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP. o

2. Berita Acara Pendapat Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember
2009,

3.. Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi  DKI Jakarta dalam suratnya
Nomor: R-2236/0.1/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 Perihal
Usul Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas
nama tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH

Menimbang :a. 1) Kasus Posisi :
- Bahwa tersangka selaku Pimpinan KPK bidang Penindakan
dengan persetujuan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan
KPK bidang Penindakan telah menandatangani Surat
Perintah Penggeledahan No. Sprin.Dah.~-33/01/VI1/2008
tanggal 15 Juli 2008 tentang Penggeledahan PT. Masaro
Korporatindo dan PT. ‘Masaro Radiokom dan Surat
Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008
tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke
Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, dengan
menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas nama
tersangka Yusuf Erwin Faishal dalam perkara Alih Fungsi
Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera
Selatan yang peristiwa pidananya tidak terkait dengan PT.
Masaro Radiokom/PT. Masaro Korporatindo dan atas
penggeledahan yang dilanjutkan dengan pelarangan
bepergian ke {uar negeri tersebut telah memaksa Anggoro
Widjojo melalui Anggodo Widjojo memberi atau membayar
kepada Ary Muladi sejumlah uang Rp, 5.150.000.000,-
(lima milyar seratus lima puluh juta rupiah). :
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- Bahwa tersangka selaku Pimpinan KPK telah
menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor:
Kep-257/01/VIIl/2008 tanggal 22 Aglstus 2008 tentang
Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro
Widjojo dkk yang ditindaklanjuti dengan’ kepada Dirjen
Imigrasi Nomor: R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus
2008 dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan
perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api
Api Sumatera Selatan dengan tersangka Yusuf Erwin
Faishal, padahal Anggoro Widjojo dkk tidak terkait dengan
peristiwa dimaksud, sehingga dengan diterbitkan Surat
Direktur ~ Penyidikan dan  Penindakan Keimigrasian
Nomor:IMI.5/GR.02.06-.203388 tanggal 22 Agustus 2008
perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Anggoro
Widjojo dkk, memaksa Anggoro Widjojo dkk terampas
kemerdekaannya, tidak dapat berpergian ke Iuar negeri,

Pasal yang disangkakan:

Primair: _

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 ‘sebagaimana telah
diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Susbsidiair:

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Lebih Susbsidiair:

Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Barang bukti, berupa: sebagaimana terdapat dalam berkas
perkara.

Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan karena:

Alasan yuridis:

Bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi
rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No.
31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP,
namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak
yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut
dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan
wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah
dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena ity baginya dapat
diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Alasan Sosiologis :

1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini
membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan,
karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak
hukum (Kejaksaan, Poiri dan Komisi Pemberantasan Korupsi)
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TURUNAN :

dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi,
sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana.

3) Masyarakat memandang perbuatan vyang dilakukan oieh
tersangka tidak layak untuk ‘dipertanggungjawabkan kepada
tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka
melaksanakan tugas dan . wewenangnya didalam

- pemberantasan korupsi yang memeriukan terobosan-terobosan -
hukum. :

Ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 14 huruf h jo. Pasal 140 ayat
(2) KUHAP. .

Pasal 46 ayat (1) huruf ¢ KUHAP

Pasal 50 KUHP

MENETAPKAN

Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka
Chandra Martha Hamzah ditutup demi hukum.

Benda sitaan/barang bukti tetap terlampir/berada dalam berkas
perkara (dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP).

Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :

- dikemudian  hari  terdapat alasan baru yang diperoleh
Penyidik/Penuntut Umum.

- ada putusan pra peradilan/telah mendapat putusan akhir dari
Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak
sah.

Turunan dari Surat Ketetapan ini  diberikan kepada vyang

bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dikeluarkan di : Jakarta _
Tanggal . : 1 Desember 2009

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
: nan SRELAKUPENUNTUT UMU

1. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
2. YTH. KABARESKRIM MABES POLRI (SELAKU PENYIDIK)
3. YTH. TERSANGKA CHANDRA MARTHA HAMZAH

TEMBUSAN :
1. YTH. JAKSA AGUNG RI.

2. YTH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS.
3. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

4. ARSTIP.-
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